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KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABU PATEN LABU HAN BATU UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

NOMOR LS IPL.O2.2-KpI/ t22g /wU-Kab/|/2O2O
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENCAI,ONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

KABUPATEN I,ABUHANBATU UTARA TA,HUN 2O2O

KETUA KOMISI. PEMIUHAN UMUM KABUPATEN I.ABUI{ANBATU UTARA,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ,13 huruf d

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2Ol5 Tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tatrun 2Ol4 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota menjadi Undang-Undang Sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang=Undang

bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 94 ayat (3)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017

Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota

dan Wakit Walikota sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 18 Tahun 2OI9 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umrrm Nomor 3 Tahun 2Ot7

tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur d.an Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, danlatau Walikota

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Kep-utusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten ,Labuhanbafq Utara

tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2O2O.

Meng.ingat

SA-LINA,.NT



Mengingat
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1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO8 tentang

Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi

Sumatera Utara (Lembaran Negara Repubtk Indonesia

Nomor 96);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OlL tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2Ol4 tentarrg Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupad, dan Walikota menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O16 Nomor

l3O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5898);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahrun 2Ol7

tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6019);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 06 Tahun 2OO8 tentang Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota

sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota;

6. Peraturan . . '



6.

7.

8.

Memperhatikan : 1.

2.
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Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 3 Tahun 2Ol7 Tentang Pencalonan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati

dan/ atau Walikota dan Wal<il Walikota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826), sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18

Tahun 2019 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2Ol7 Tentang

Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil

Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 1536);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor O8 Tahun 2Ol9 tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun2Ol9 Nomor 320);

Perahrran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 16 Tahun 2O19 Tentang Perubahan atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2O2O

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

905);

Kepuhrsan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Labuhanbatu Utara Nomor I79 I W.Ol.2'Kpt I L223 I KPU-

KablXlll2Olg Tansgat 1 Desember 2Ol9 Tentang

Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor LLO/PP.OL.2-

Kpt/ 1223 /l<PU-Kab /X.l20lg Pedoman Teknis Tahapan,

Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pernilihan Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2020;

Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 25 /PL.O2.2-

BAI 1223/l<PU-Kab/ll2O20 Tanggal 28 Januai 2O2O

Tentang . . .
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KEIIGA

Salinan sesuai dengarr aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM

UTARA

Tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Labuhanbatu Utara Tentang Pedoman Teknis Pencalonan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Labuhanbatu Utara Tahun 202O.

Ditetapkan di Aek Kanopan
pada tanggal 28 Jarruai 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

HERIAMSYAH SIMANJUNTAK

ttd

t
Sub Hukum,o

.aurl,Q

DWAN

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

LABUHANBATU UTARA TENTANG PEDOMAN TEKNIS

PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2O2O

Menetapkan Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati

Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2O2O;

Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan Pencalonan

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten l,abuhanbatu Utara Tahun 2O2O sebagaimana

tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
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LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LABUHANBATU
UTARA
NOMOR 1S/PP.O 1.2-Kptl 1223 IKPU-
Kab lr I 2o2o
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN LABUHANBATU
UTARA TAHUN 2O2O

PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2O2O

BAB I

KETENTUAN UMUM

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara

menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2O2O, sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2Ol4 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang

sebagimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 2016. Maka perlu disusun Pedoman Teknis

Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Labuhanbatu Utara Tahun 2O2O.

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara

disusun adalah sebagai panduan bagi Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk menyelenggarakan

Pemillihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu

Utara sebagaimana dimaksud Pasal 94 avat (3) Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang

B
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Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2OL9.

C. KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Labuhanbatu Utara ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang

selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan

kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota

untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati,. dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara

langsung dan demokratis.

2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir yang selanjutnya

disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu

Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota yang diselenggarakan paling

akhir.

3. Komisi Pemilihan Umum Rcpublik Indonesia yang

seianjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara

Pemilihan Umum yang bersifat Nasional, tetap, dan mandiri

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

penyelenggara Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan

wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan

ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang Pemilihan.

4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut

KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan

Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas

menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam

Undang-Undang Pemilihan.
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5. I{ornisi Pemilihan Umut.r-r Iiabupirlcr-r/liotrr varlg selanjutnya

disebut KPU Kabupaten/ Kota, adalah lembaga

penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang penyelenggara Pemilihan Umum

yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota

berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang

Pemilihan.

6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat

PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU

KabupatenlKota untuk menyelenggarakan Pemilihan di

tingkat kecamatan atau nama lain.

7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS,

adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota

untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau

sebutan lain / kelurahan.

8. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya

disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan

Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan

Pemilihan Umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilihan

umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam

pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan

ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang

selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah lembaga

penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi

penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah Provinsi

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang

mengatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang

diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan

penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

berdasarkan ketentuan vang diatur dalam Undang-Undang

Pemilihan.

10. Panitia Pengawas Pemilihan KabupatenlKota merupakan

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang
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dibentuk oleh Bawaslu berdasarkan undang-undang yang

mengatur mengenai Pemilihan Umum yang bertugas untuk
mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah

KabupatenlKota.

11. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya

disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk

oleh Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas untuk
mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah

Kecamatan.

12. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat

PPL. adalah petugas yang dibentuk oleh Panuras Kecamatan

untuk menga\\:asi penl'elcnggara:rn Pcmilihan di Desa atau

sebutan lain / Kelurahan.

13. Partai Politik adalah organisasi vang bersifat nasional dan

dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara

sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita- cita

untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik

anggota, Masyarakat, Bangsa, dan Negara, serta

memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945.

74. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih

Partai Politik nasional, atau Gabungan Partai Politik lokal

atau Gabungan Partai Politik nasional dan Partai Politik

lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat

mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota.

15. Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat adalah Ketua Umum

dan Sekretaris Jenderal Partai Politik tingkat pusat atau

dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD)

dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang

bersangkutan.

\6. Pimpinan Partai Politik tingkat Provinsi atau

KabupatenlKota adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik
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atau para Ketua dan para Sekretaris Gabungan Partai

Politik tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota atau dengan

sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan

Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang

bersangkutan.

17. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan

Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan

Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh

Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU

Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KiP Kabupaten/Kota.

18. Bakal Pasangan Calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati,

Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang

selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon, adalah warga

negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai

Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan

yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Provinsi/KlP

Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mengikuti

Pemilihan.

19. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang

selanjutnv-a disebut Pasangan Calon, adalah Bakal

Pasangan Calon )'ang tclah mcmcnuhi syarat dan

ditetapkan sebagai peserta Pemilil-ran.

n. Petahana adalah Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati

atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota yang

sedang menjabat.

27. Mantan Terpidana adalah orang yang sudah selesai

menjalani pidana, dan tidak ada hubungan secara teknis

(pidana) dan administratif dengan Menteri yang

menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang hukum

dan hak asasi manusia.

n. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan

hukum dan hak asasi manusia.

23. Surat Keterangan adalah surat keterangan telah dilakukan

perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang

diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

24. Nomor Induk Kependudukan adalah nomor identitas
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Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan

melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk

Indonesia.

25. Hari adalah hari kalender.

D. Penyelenggara Pemilihan berpedoman pada asas

a. mandiri;

b. jujur;

c. adil;

d. kepastian hukum;

e. tertib;

f. kepentingan umum;

g. keterbukaan;

h. proporsionalitas;

i. profesionalitas;

j. akuntabilitas;
k. efisiensi;

1. efektivitas; dan

m. aksesibilitas.

E. Peserta Pemilihan adalah

a Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik dan telah memenuhi syarat untuk
ditetapkan sebagai peserta Pemilihan; dan/atau

Pasangan Calon perseorangan yang mendaftarkan diri dan

telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta

Pemilihan.

Partai Politik dalam mengajukan bakal calon Bupati

dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara

mempunyai hak, kesempatan, dan menerima

pelayanan yang setara berdasarkan Peraturan

Perundang-Undangan.

Setiap Partai Politik melakukan selcksi bakal calon

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara

secara demokratis dan terbuka sesuai dengan

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga,

dan/atau peraturan internal masing-masing Partai

C'

b.

d
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e

Politik.

Dalam seleksi bakal calon Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Labuhanbatu Utara secara demokratis dan

terbuka, rnengutamakau bukan mantan terpidana

korupsi.

Bakal calon perseorangan yang dapat mendaftar

sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Labuhanbatu Utara diutamakan bukan mantan

terpidana korupsi.

BAB II

PELAKSANAAN

PERSYARATAN CALON DAN PENCALONAN

A. Persyaratan Calon

Warga Negara Indonesia dapat mencalonkan menjadi Calon

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan

memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a- bertakwa kepada Trrhan Yang Maha Esa;

b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi

Kemerdekaan 1,7 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan

Republik Indonesia;

c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas

atau sederajat;

d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun untuk

Calon Bupati dan Wakil Bupati terhitung sejak penetapan

Pasangan Calon;

e. mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan

narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan

menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli

psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN);

f tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,

g. Bagi terpidana yang tidak menjalani Pidana dipenjara

meliputi :

f

(1)
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1. terpidana kerna kealpaan ringan (Culva levis):

2. terpidana karena alasan politik; atau

Wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada

publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana

tidak di dalam penjara.

bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani
masa pemidanaannya, secara kumulatif, wajib
memenuhi syarat secara terbuka dan jujur
mengemukakan kepada publik dan bukan sebagai

pelaku kejahatan yang berulang;

bukan Mantan Terpidana bandar narkoba dan bukan

Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak;

tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

tidak pernah melakukan perbualan tercela;

menyerahkan daftar kekavaan pribadi kepada instansi
yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan

penyelenggara negara;

tidak sedang memiliki tanggungan utang secara

perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi

tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;

tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan

pajak pribadi;

belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati

selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama

untuk Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati dengan

ketentuan:

1. penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung

berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang

sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima)

tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat

selama 2'/z (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;

2. jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka

1, adalah jabatan Bupati dan Wakil Bupati;

3. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sarna,

L

J

i.

l_
K.

m.

rL

o.

p.
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meliputi:

4 telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan

yang sama;

U telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak

berturut-turut; atau

O 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah

yang sama atau di daerah yang berbeda;

4. perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 % (ilta
setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud

pada angka 1, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai

dengan akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati

yang bersangkutan; dan

5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1

sampai dengan angka 4, adaLah untuk:

a) jabatan Bupati dan Wakil Bupati yang dipilih

secara langsung melalui Pemilihan, dan yang

diangkat oleh Dewan Perwakilan Ralryat Daerah

Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota; atau

U jabatan Bupati dan Wakil Bupati karena

perubahan nama provinsi atau kabupaten/kota;

belum pernah menjabat sebagai Bupati bagi Calon Wakil

Bupati di daerah yang sama;

berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon

Bupati atau Wakil Bupati yang mencalonkan diri sebagai

Bupati atau Wakil Bupati di kabupaten lain;

menyatakan secara tertulis bersedia cuti di luar

tanggungan negara selama masa kampanve bagi Bupati,

Wakil Bupati yang mencalonkan diri di daerah yang sama;

tidak berstatus sebagai penjabat Bupati;

menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai

anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi

anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah atau Dewan Perwakilan Rakvat Daerah sejak

ditetapkan sebagai calon;

menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai

r.

S.

L

u.

V.
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anggota Tentara Nasional Indonesia. Kepolisian Negara

Republik Indonesia, Pegar,r'ai Negcri Sipi1, kepala desa atau

sebutan lain dan perangkat desa sejak ditetapkan sebagai

calon;

w. berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau

Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali

sejak ditetapkan sebagai calon; atau

x berhenti sebagai Anggota KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh,

KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi,

Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan

PPS.

?) Syarat calon mampu secara jasmani dan rohani dan tidak

menghalangi penyandang disabilitas.

B. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

(1) KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara menetapkan persyaratart

pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik,
,

dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Labuhanbatu utara sebelum pengumuman pendaftaran

Pasangan Calon.

Q\ KPU Kabupaten Labuhanbatu utara menetapkan Persyaratan

Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Poiitik

yang memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari

jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua

puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam

Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terakhir di

daerah yang bersangkutan.

(3) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

mengusulkan Bakal Pasangan calon menggunakan ketentuan

memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari

akumulasi perolehan suara sah, ketentuan tersebut hanya

berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu utara pada

Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terakhir di

daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

ft\ KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara menghitung syarat

pencalonan, dengan rumus:
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a- syarat pencalonan = jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah hasil Pemilu Terakhir x 2Ooh (dua puluh persen); dan

b. syarat pencalonan = jumlah seluruh suara sah hasil Pemilu

Terakhir x 25o/o (dua puluh lima persen);

c. dalam ha1 hasil penghitungan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan huruf b menghasilkan angka pecahan,

dilakukan pembulatan ke atas.

(5) Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara, sebagaimana

dimaksud pada angka (1) didasarkan pada:

a Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara tentang

penetapan perolehan kursi hasil Pemilu Anggota Dewan

Peru,akilan Rakyat Daerah I(abupatcn Labuhanbatu Utara;

atau

b. Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara tentang

penetapan perolehan suara sah hasil Pemilu Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

(6) Salinan Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara,

sebagaimana dimaksud pada angka (1) disampaikan kepada

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Labuhanbatu Utara, Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten,

dan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara.

n Pimpinan Partai Politik tingkat pusat menandatangani dan

melaksanakan pakta integritas pencalonan Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara, yang tercanturm

dalam formulir Model B.1.2.KWK Partai Politik.

(8) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat

mendaftarkan 1 (satu) Bakal Pasangan Calon.

B) Partai Politik dapat bersepakat dengan Partai Politik lain untuk

membentuk gabungan dalam mendaftarkan Bakal Pasangan

Calon.

(10) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melakukan

kesepakatan dengan Bakal Pasangan Calon untuk didaftarkan

mengikuti Pemilihan.

(11) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah

mendaftarkan Bakal Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten

Labuhanbatu Utara, tidak dapat menarik dukungannya sejak

pendaftaran.
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(12) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik

dukungan dan/atau menarik bakal calon dan/atau Bakal

Pasangan Calon yang telah didaftarkan, Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap mendukung

Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapat

mengusulkan bakal calon atau Bakal Pasangan Calon pengganti.

(13) Bakal calon yang telah menandatangani kesepakatan

pengusulan dan telah didaftarkan kepada KPU Kabupaten

Labuhanbatu Utara, tidak dapat mengundurkan diri sejak

pendaftaran.

04) Dalam hal bakal calon mengundurkan diri, Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat

mengusulkan bakal calon dan/atau bakal calon pengganti dan

pencalonannya dinyatakan gu gur.

(15) Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam angka 7 sld angka

13, ditandatangani oleh masing-masing Pimpinan Partai Politik.

(16) Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam angka 7 sld angka

13, ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau masing-

masing Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan Pasangan

Calon.

C. Perseorangan

(1) KPU Kerbupaten Labuhanbatlr Utara menetapkern persyaratan

pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi

Pasangan Calon perseorangan dengan Keputusan KPU

Kabupaten Labuhanbatu Utara.

A.l Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara, sebagaimana

dimaksud pada angka (1) didasarkan pada jumlah pemiiih yang

tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu Terakhir,

yaitu Pemilihan Umum Tahun 2019.

(3) Persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan bagi calon

perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2O2O, adalah harus

didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari jumlah daftar

Pemilih tetap pada Pemilu terakhir yaitu sebesar 239.057 (dua

ratus tiga puluh sembilan ribu lima puluh tujuh), yaitu sebesar

23.906 (dua puluh tiga ribu sembilan ratus enam);
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ffl Jumlah dukungan harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh

persen) jumlah Kecamatan di Daerah Kabupaten Labuhanbatu

Utara;

(5) Dalam hal hasil penghitungan jumlah DPT terakhir dikali 10%

(sepuluh persen) menghasilkan angka pecahan dilakukan

pembulatan ke atas.

(6) Dukungan hanya diberikan kepada 1 (satu) Pasangan Calon

Perseorangan

A Penduduk yang dapat memberikan dukungan yaitu
penduduk yang tercantum dalam daftar pemilih tetap

pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar
penduduk potensial pemilih Pemilihan.

(8) Dalam hal penduduk tidak tercantum dalam daftar pemilih tetap

pada Pemilu terakhir dan/atau daftar penduduk potensial

Pemilih Pemilihan, penduduk tersebut dapat memberikan

dukungan sepanjang memenuhi syarat sebagai Pemilih yang

berdomisili di daerah pemilihan, dibuktikan dengan Kartu

Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.

B) Simulasi penghitungan dukungan tercantum dalam lampiran II

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan

ini.

BAB III

PENYERAHAN DAN PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN

CALON PERSEORANGAN

A. Penyerahan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

(1) KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara mengumumkan jadwal

penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan,

sebelum masa penyerahan dokumen dukungan.

Q\ Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan,

dilakukan melalui media massa cetak dan/atau elektronik dan

papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten

Labuhanbatu Utara.

0 Pengumuman jadwal penverahan dokumen dr.rkungan Pasangan

Calon Perseorangan dllakukan selama 14 (empat belas) hari.

0 Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan Pasangan

Calon Perseorangan mencantumkan:
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a Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara mengenai

ketentuan persyaratan jumlah minimal dukungan

Pasangan Calon perseorangan dan persebarannya;

b. Tempat penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon

perseorangan kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara;

dan

c waktu penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon

perseorangan,

O Pasangan Calon Perseorangan r.nrajib rrrenverahkan:

a dokumen dukungan untuk memenuhi persyaratan

pencalonan; dan

b. pakta integritas yang ditandatangani oleh bakal calon

perseorangan Bupati dan Wakil Bupati, yang

tercantum dalam formulir Model B. 1.2.KWK

Perseorangan.

(6) Penyerahan dokumen dukungan dilakukan sesuai dengan

jadwal dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor LIO lPP.Ol.2-

Kpt I 1223/KPU-Kab II/'/ 2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan,

Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2O2O

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor

119 IPP .O1. .2-Kpt I 1223 IKPU -Kab lXll I 20 19 tentang Pedoman

Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu

Utara Tahun 2020.

A Penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud

pada angka (5) dilakukan dengan jadwal sebagai berikut:

a hari pertama sampai dengan hari keempat

penyerahan dokumen dukungan dilaksanakan mulai

pukul O9.OO sampai dengan pukul 16.00 waktu

setempat;

b. hari kelima penyerahan dokumen dukungan

dilaksanakan sampai dengan pukui 24.OO waktu

setempat; dan
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c Tim yang menyerahkan dokumen di Aula KPU

Kabupaten Labuhanbatu Utara maksimal 10 orang;

(8) Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka (5)

berupa :

a Surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung

yang ditempel dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk

Elektronik atau surat keterangan, menggunakan formulir

Model B. 1-KWK Perseorangan;

b. Surat pernyataan Pasangan Calon Perseorangan yang

memuat tabel daftar nama pendukung, menggunakan

formulir Model 8.1.1-KWK Perseorangan; dan

c Rekapitulasi jumlah dukungan, menggunakan formulir

Model B. 2-KWK perseorangan.

B) Pasangan Calon wajib memasukkan data pendukung yang

tercantum dalam surat pernyataan dukungan ke dalam

Sistem Informasi Pencalonan dan disampaikan kepada

KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara.

(10) Dokrtmen dukungan merupakan hasil cetak clari Sistem

Informasi Pencalonan, yang ditandatangani oleh bakal

Pasangan Calon perseorangan dan dibubuhi materai.

(11) Dokumen dukungan dikelompokkan berdasarkan

wilayah kelurahan/desa atau sebutan lain.
(12) Bakal Pasangan Calon perseorangan mencantumkan

rekapitulasi jumlah dukungan untr.rk setiap

kelurahan/desa atau sebutan lain dan kecamatan untuk
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Labuhanbatu Utara Tahun 2O2O:

(13) Dalam hal Pemilihan dilaksanakan pada daerah

pemekaran, Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang atau

Surat Keterangan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah

induk dapat digunakan sepanjang masih berada dalam

wilayah daerah pemekaran dan belum dilakukan
pembahan administrasi kependudukan.

(14) Surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil sebagairnana dimaksud

angka (8) huruf a Bab III Penyerahan dan Penelitian



-20-

Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, dilarang

dikeluarkan secara kolektif.

(15) Bakal Pasangan Calon Perseorangan menyerahkan dokumen

penyerahan dukungan kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu

Utara.

(16) Penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon

Perseorarrgan, meliputi dokumen:

a formulir Model 8.1-KWK Perseorangan;

b 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.1. 1-KWK

Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi

Pencalonan dan ditandatangani oleh Bakal

Pasangan Calon, dan 1 (satu) rangkap salinan; dan

c 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.2-KWK

Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi
Pencalonan.

(lV Formulir Model B.1-KWK Perseorangan digunakan untuk
verifikasi administrasi dan sebagai arsip KPU Kabupaten

Labuhanbatu Utara.

(18) KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara melalui PPK untuk
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan menyampaikan

hasii cetak formulir Model B. 1. 1-KWK Perseorangan

kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual.

(19) Penyerahan dapat disaksikan oleh:

a Bakal Pasangan Calon atau tim penghubrrg;

dan/atau

b. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara.

B. Penelitian Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

(1) Verifikasi terhadap dokumen dukungan Bakal

Pasangan Calon perseorangan terdiri atas:

a. Pengecckan syarat jumlah dukungan dan pcrsebarannya;

b. Verifikasi administrasi;

c. Verilikasi faktual;

d. Penyerahan syarat dukungan perbaikan;

e. Verifikasi administrasi perbaikan; dan

f. Verifikasi faktual perbaikan.

A\ KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara melakukan pengecekan
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terhadap syarat jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon dan

persebarannva dengan cara:

a. Menghitung jumlah clokumen c1ukungan asli berupa

formulir Model B. 1 -KWK Perseorangan;

b. Menghitung persebaran dukungan yang tercantum dalam

formulir Model 8.2-KWK Perseorangan;

c. Mengecek kesesuaian jumlah dukungan dan

persebarannya yang tercantum daiam fonnulir Model 8.2-

KWK Perseorangan dengan pemenuhan syarat jumlah

dukungan dan sebaran;

(3) Dalam hal terdapat dukungan dalam Formulir Model 8.1-
KWK Perseorangan yang tidak ditempel dengan fotokopi
Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau tidak dilampiri
Surat Keterangan dan/atau tidak ditandatangani oleh

pendukung, dukungan tersebut tidak dihitung sebagai

dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.

0 Dalam hal jumlah dukungan dan persebaran yang

tercantum dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan

tidak sesuai dengan jumlah formulir B. 1-KWK

Perseorangan dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk

Eiektronik atau Surat Keterangan, Pasangan Calon

perseorangan melakukan penyesuaian jumlah dukungan
dan persebaran dalam formulir Model 8.2-KWK

Perseorangan.

O Penyesuaian dapat dilakukan dengan mencoret hasil cetak

formulir Model 8.2-KWK Perseorangan dan membubuhkan
paraf pada hasil perbaikan, kemudian melakukan input
dokumen pembetulan pada Sistem Informasi Pencalonan

sebelurm melakukan analisa kegandaan.

O Bakal Pasangan Calon perseorangan dapat menunjuk
petugas sejumlah kebutuhan untuk mendampingi proses

pengecekan dukungan.

A Dalam ha1 jumlah dukungan dan persebarannya yang

tercantum pada dokumen tidak memenuhi syarat jumlah

dukungan dan persebaran, danlatau tidak memenuhi

ketentuan, KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara:
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a. memberikan tanda pengembalian penyerahan

dukungan; dan

b. mengembalikan seluruh dokumen penyerahan

dukungan untuk diperbaiki dalam masa penyerahan

dokumen dukungan.

P) Dalam hal sampai dengan akhir masa penyerahan dan

setelah dilakukan pengecekan terhadap jumlah dan

sebaran dukungan Bakal Pasangan Calon, dokumen

dukungan Bakal Pasangan Calon tidak memenr.thi syarat

dukungan, KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara

memberikan Berita Acara Model BA. 1-KWK Perseorangan.

I Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang

tercantum pada dokumen telah memenLlhi syarat jumlah

dukungan dan persebaran, KPU Kabupaten Labuhanbatu

Utara memberikan tanda terima penyerahan dukungan

dan Berita Acara Model BA.1- KWK Perseorangan

00) Setelah melakukan pengecekan, KPU Kabupaten Labuhanbatu

Utara melakukan verifikasi administrasi.

(11) Verifikasi administrasi dilakukan dengan cara:

a. mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan,

nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat

pendukung pada formulir Model 8.1-KWK Perseorangan

dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau

surat keterangan;

b. verifikasi kesesuaian antara formulir Model B.1-KWK

Perseorangan dengan daftar pemilih tetap pada Pemilu

terakhir dan/atau daftar penduduk potensial Pemilih

Pemilihan;

c. veriliaksi kesesuaian antara alamat pendukung dengan

daerah pemilihan;

d. verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;

e. verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah

administrasi PPS;

f. verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan

pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status

perkawinan; dan
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g. verifikasi terhadap dugaan dukungan ganda terhadap

Bakal Pasangan Calon perseorangan.

(121 Dalam hal data Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis

kelamin, tempat dan tanggal lahir pendukung pada formulir
Model B.1-KWK Perseorangan tidak sesuai secara nyata dengan

fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat

keterangan, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak

memenuhi syarat.

(13) Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan daerah

Pemilihan dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak

memenuhi syarat.

04) Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan witayah

administrasi PPS, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan

tidak memenuhi syarat, tapi dapat digunakan oleh Bakal
Pasangan Calon perseorangan pada masa perbaikan
dengan memindahkan dukungan tersebut sesuai

dengan kelurahan/desa atau sebutan lain.
(1q Dalam hal syarat usia dan/atau status perkawinan dinyatakan

tidak sesuai, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak

memenuhi syarat.

(16) Dalam hal pada formulir Model 8.1-KWK Perseorangan terdapat

pendukung yang berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional

Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri

Sipil. penyelenggara Pemiliharr, Kepala Dcsa dan perangkat

desa, dukungan tersebut ditandai dan diberikan keterangan

sesuai dengan statusnya pada kolom keterangan pada formulir

Model B. 1. 1-KWK Perseorangan, untuk ditindaklanjuti dengan

verifikasi faktual.

\lV Dalam hal data pendukung pada formulir Model 8.1- KWK

Perseorangan telah sesuai dengan data pendukung pada

Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan,

tetapi tidak sesuai atau tidak ada dalam daftar pemilih

tetap pada Pemilu atau Pemilihan terakhir dan/atau daftar
penduduk potensial pemilih Pemilihan, KPU Kabupaten

Labuhanbatu Utara berkoordinasi dengan Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil untuk meneliti kembali

data pendukung yang bersangkutan terhadap daftar
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penduduk potensial pemilih Pemilihan.

(18) Dalam hal berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana

dimaksud pada angka (77) Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil menyatakan bahwa:

a. data kependudukan pendukung benar, dukungan

dinyatakan memenuhi syarat;

b. data kependudukan pendukung tidak benar, dukungan

tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi

syarat; dan

c. tidak dapat menyatakan kebenaran atas data

kependudukan pendukung, duki-rngan dinyatakan

belum memenuhi syarat, tapi tidak menggugurkan

dukungan.

(19) Da-lam hal dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat

sebagaimana dimaksud pada angka ( 18) huruf c,

ditindaklanjuti verifikasi faktual oleh PPS.

@) Hasil koordinasi sebagairnana dimaksud pada angka (18)

dan angka (19) dituangkan dalam Berita Acara Model BA.3-

KWK Perseorangan.

Ql) KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara menyusun hasil verifikasi

administrasi dalam Berita Acara Model BA.2-KWK Perseorangan.

Pl Berita Acara hasil verifikasi administrasi, dibuat dalam 5 (lima)

rangkap asli yaitu:

a- 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon;

b. 1 (satu) rangkap untuk PPK;

c. 1 (satu) rangkap untuk PPS melalui PPK dengan dilampiri

Berita Acara Model BA.3-KWK Perseorangan;

d. 1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Bawaslu Kabupaten

Labuhanbatu Utara;

e. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Labuhanbatu

Utara.

?3) Setiap melakukan Pencoretan terhadap dukungan sebagaimana

dimaksud angka (12), (13), (14), (15), dan angka 18 huruf b KPU

Kabupaten Labuhanbatu Utara wajib membubuhkan paraf.

?4 Dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon terjadi

apabila:

a. 1 (satu) orang memberikan dukungan iebih dari 1 (satu)
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kali kepada 1 (satu) Bakal Pasangan Calon perseorangan;

dukungan ganda sebagaimana dimaksud dalam huruf a

meliputi:

1. kesamaan terhadap Nomor Induk Kependudukan,

nama, jenis kelamin, alamat, Rukun Tetangga

(RT)/Rukun Warga (RW), tempat dan tanggal lahir,

dan status perkawinan; atau

2. kesamaan terhadap Nomor Induk Kependudukan;

atau

c. 1 (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1

(satu) Bakal Pasangan Calon.

p5) Dalam hal ditemukan dukungan ganda, dukungan hanya

dihitung 1 (satu).

@ Dalam hai ditemukan dukungan ganda, ditindaklanjutidengan

verifikasi faktual oleh PPS.

q4 KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara men),llsun hasil verifikasi

dukungan ganda dalam Berita Acara Model BA.4-KWK

Perseorangan.

@ Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, KPU Kabupaten

Labuhanbatu Utara menyampaikan salinan asli Berita Acara

hasil verifikasi kepada:

a. Bakal Pasangan Calon perseorangan; dan

b. PPS melalui PPK dengan dilampiri hasil verifikasi dukungan

ganda.

Wl Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, KPU Kabupaten

Labuhanbatu Utara menyampaikan dokumen dukungan Bakal

Pasangan Calon perseorangan dan hasil verifikasi dugaan

dukungan ganda kepada PPS melalui PPK;

(30) Pendukung Pasangan Calon tidak dapat menarik kembali

dukungannya, sejak KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara

menyampaikan dokumen dukungan kepada PPS;

(31) Dalam hal seseorang atau lebih pendukung menarik dokumen

dukungan, dukungan dimaksud tetap dinyatakan sah;

g2) Berdasarkan hasil verifikasi administrasi, PPS melakukan

verifikasi faktual;

B3) Dalam Melaksanakan verifikasi faktual, PPS dapat mengangkat

b
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petugas peniliti dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW)

setempat sesuai kebutuhan;

(34) Verifikasi faktual oleh PPS, dilakukan untuk membuktikan

kebenaran dukungan kepada Bakal Pasangan Calon

perseorangan;

(35) PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara mendatangi setiap

tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi

syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama,

alamat pendukung, dan dukungannya kepada Bakal Pasangan

Calon dengan dokumen identitas kependudukan asli.

(%) Dalam hal pendukung menyatakan kebenaran dukungannya,

dukungan yang bersangkutan dinyatakan sah dan memenuhi

syarat.

W Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan

dukungannya, pendukung mengisi Lampiran Berita Acara Model

BA.S-KWK Perseorangan dan menulis pada kolom keterangan

tidak mendukung dalam formulir Model 8.1.1-KWK

Perscorangan.

(38) Dalam hal pendukung menyatakal tidak memberikan

dukungannva, tetapi yang bersangkr-rtan tidak bersedia mengisi

Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan,

dukungannya tetap dinyatakan sah;

(9) Dalam hal berdasarkan kesaksian Panwas KecamatanlPPL yang

dinyatakan secara tertulis bahwa pendukung tidak memberi

dukungannya, dukungan tersebut dinyatakan ticlak memenuhi

syarat;

(4O) Dalam hal terdapat pendukung yang tidak dapat ditemui atau

alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, PPS

memberikan catatan pada kolom keterangan.

(41) Dalam hal terdapat pendukung memberikan dukungan kepada

lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon, PPS menanyakan

kepada pendukung kepastian dukungannya terhadap 1 (satu)

Bakal Pasangan Calon, dan pendukung membubuhkan tanda

tangan/cap jempol terhadap Baka-l Pasangan Calon yang

didukung, dan menulis mendukung atau tidak mendukung

Pasangan Calon pada kolom keterangan dalam formulir Model

B.1.1-KWK Peseorangan dan dicatat di dalam Berita Acara Model
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BA. 5-KWK Perseorangan.

ft2) Dalam hal terdapat pendukung yang menyatakan kebenaran

dukungannya kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon

perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat

dan ditulis pada kolom keterangan tidak mendukung dalam

formuiir Model B. 1. 1-KWK Perseorangan;

(43) Dalam hal terdapat pendukung yang menyatakan tidak benar

mendukung lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan

tetapi tidak bersedia mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5

KWK Perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi

syarat dan dicoret dari daftar dukungan;

tr\ Dalam hal terdapat pendukung yang tidak memenuhi syarat

selain kondisi, PPS dan/atau petugas verifikasi faktual mencoret

dukungan setelah berkoordinasi dengan PPL atau Panwas

Kecamatan.

(45) PPS dan/atau petugas verifikasi faktual wajib

mendokumentasikan kegiatan verifikasi faktual.

(q Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui, PPS melakukan

verifikasi faktual dengan cara berkoordinasi dengan Bakal

Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan

Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah

desa/kelurahan pada tempat yang telah ditentukan paling

lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui, guna

mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.

ft7) Dalam hal Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung

Bakal Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan seluruh

pendukung, PPS hanya melakukan verifikasi faktual terhadap

pendukung yang hadir.

(48) Dalam hal pendukung tidak hadir, pendukung diberi

kesempatan untuk datang langsung ke PPS guna membuktikan

dukr-tngannl,a paling lambat sebelurn batas akhir verifikasi

faktual.

ff) Dalam hal pendukung tidak hadir sampai dengan batas waktu

yang ditentukan, dukungan Bakal Pasangan Calon yang

bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama

pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan.

@) Dalam hal Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung
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Bakal Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan pendukung

karena pendukung sedang sakit atau berada di luar wilayah

administrasi dilaksanakannya Pemilihan, Bakal Pasangan Calon

dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon dapat

menfasilitasi pelaksanaan verifikasi faktual dengan

memanfaatkan teknologi informasi.

Fl) Verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi

dapat dilakukan sepanjang Bakal Pasangan Calon dan/atau tim

penghubung Bakal Pasangan Calon dapat menyerahkan surat

keterangan atau dokumen iain yang membuktikan bahwa

pendukung yang bersangkutan sedang sakit atau berada di luar

wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan yang

dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

F2) Pemanfaatan teknologi informasi disesuaikan dengan

aksesibilitas daerah dan kemampuan Bakal Pasangan Calon

dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon, dengan

ketentuan dilakukan secara onl.ine dan seketika (real time)

dengan menggunakan panggilan video (uideo cal\ yang

memungkinkan PPS dan pendukung untuk saling bertatap

muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana

dalam verifikasi faktual secara offline.

p3) Dalam hai ketentuan tidak dilaksanakan, dukungan pendukung

dinyatakan tidak memenuhi syarat.

F4) Dalam hai verifikasi faktual dilakukan dengan memanfaatkan

teknologi informasi, terdapat keraguan terhadap pendukung,

KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara melalui PPS dan difasiiitasi

oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara dapat melakukan

verifikasi kembali terhadap:

a. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, untuk melihat

kesesuaian foto dengan wajah pendukung pada saat

verifikasi faktual dengan uideo call dilakukan; atau

b. keabsahan surat keterangan kepada instansi yang

berwenang, untuk mengetahui kebenaran alasan

pendukung tidak dapat dihadirkan.

F5) PPS wajib menuangkan hasil verifikasi faktual ke dalam Berita

Acara Model BA.S-KWK Perseorangan yang ditandatangani oleh

Ketua dan Anggota PPS.
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F6) Berita acara hasil verifikasi faktual dibuat dalam 5 (lima)

rangkap yaitu:

a. i (satu) rangkap untuk setiap Bakal PasanganCalon;

b. 1 (satu) rangkap untuk PPK dengan dilampiri semua

dokumen dukungan setiap Bakal Pasangan Calon;

c. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Labuhanbatu

Utara melalui PPK;

d. 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan

e. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

FZ PPK melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan

hasil verifikasi faktual di wilayah kerjanya paling lama 7 (tujuh)

hari setelah menerima berita acara dari PPS.

F8) Rapat pleno dihadiri oleh:

a. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung;

b. Panu,as Kecamatan; dan

c. PPS.

Fg) Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung, dan Panwas

Kecamatan dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan

bukti pendukung.

@) Dalam hal keberatan dapat diterima, PPK melakukan pembetulan

dan mencatat ke dalam Lampiran Berita Acara Model 8A.6- KWK

Perseorangan.

61) Dalam hal keberatan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan

Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung tidak dapat

menerima, Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung mengisi

Lampiran Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan.

FZI Hasil rekapitulasi jumlah dukungan dituangkan dalam Berita

Acara Model BA.6-KWK Perseorangan.

63) Berita acara rekapitulasi, dibuat dalam rangkap 4 (empat), yaitu:

a. 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon;

b. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Labuhanbatu

Utara;

c. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan; dan

d. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.

@ KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara melaksanakan rapat pleno

terbuka rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil rekapitulasi
jumlah dukr-rngan dari PPK di wilayah kerjanya paling lama 4
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(empat) hari setelah menerima berita acara dari PPK.

Fq Rapat pleno dihadiri oleh:

a. Bakai Pasangan Calon atau tim penghubung;

b. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara; dan

c. PPK.

@) Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung dan Bawaslu

Kabupaten Labuhanbatu Utara dapat mengajukan keberatan

dengan menunjukkan bukti pendukung.

@ Dalam hal keberatan dapat diterima, KPU/KIP

KabupatenlKota melakukan pembetulan dan mencatat dalam

Lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.

6q Dalam hal keberatan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan

Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung tidak dapat

menerima, Pasangan Calon atau tim penghubung mengisi

Lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.

@ Hasil rekapitulasi jumlah dukungan dituangkan dalam Berita

Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.

(i0) Berita acara rekapitulasi, dibuat dalam rangkap 4 (empat), yaitu:

a. 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon;

b. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu

Utara;dan

c. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten

Labuhanbatu Utara.

(71) Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan belum memenuhi

syarat berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan

dan persebaran, harr.s men),'erahkan dokumen dukungan

perbaikan kepada KPU KaLrupaten Labuhanbatu Utara

sesuai dengan tingkatannya.
(72) Perbaikan dukungan bagi Bakal Pasangan Calon

Perseorangan, dilakukan dengan ketentr.ran:

a. jumlah perbaikan dukungan yang diserahkan paling

sedikit 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan

dukungan;

b. dukungan yang diserahkan sebagaimana dimaksud

dalam hurr..f a, bempa:

1. dukungan bam yang belum pernah
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memberikan dukungan sebelumnya kepada

bakai Pasangan Calon manapun; dan/atau

2. dukungan lama yang telah diperbaiki, berupa

daftar nama pendukung yang alamatnya tidak
sesuai dengan n,ilayah administrasi PPS,

dan/atau surat pernyataan dukungan yang

tidak ditempel dengan Kartu Tanda Penduduk

Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan;

dan

c. Bakal Pasangan Calon dapat rnenentukan
kelurahan/desa atau sebr.rtan lain dan

kecarnatan yang menjadi basis untuk perbaikan

dr.rkr.rngan sebagaimana dirnaksud dalam hurr'f b

angka 1.

(73) Perbaikan kekurangan jurnlah dukungan Bakal Pasangan

Calon Perseorangan, harus dilengkapi pada masa

perbaikan.

(74) Penyerahan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon

Perseorangan, meliputi dokumen:

a. formulir Model B. 1-KWK Perseorangan Perbaikan;

b. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak 8.1. 1-KWK

Perseorangan Perbaikan yang dicetak dari Sistern

Inforrnasi Pencalonan dan ditandatangani oleh

Bakal Pasangan Calon, dan 1 (satu) rangkap
salinan; dan

c. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak 8.2 -KWK

Perseorangan Perbaikan yang dicetak dari Sistern

Informasi Pencalonan.

(i5) Formulir Model 8.1-KWK Perseorangan Perbaikan

sebagaimana dimaksud pada angka (73) huruf a

digunakan untuk verifikasi administrasi, dan sebagai

arsip KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara.

(76\ KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara melalui PPK untuk
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati menyampaikan hasil
cetak formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan kepada PPS

untuk dilakukan verifikasi faktual perbaikan.
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@ Penyerahan dapat disaksikan oleh:

a. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung;

dan /atau
b. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara.

(i8) Dalam hal Pemilihan dilaksanakan pada daerah

pemekaran, Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat

Keterangan dari pendukung yang diterbitkan oleh

pemerintah daerah induk yang sesuai alamat Kartu Tanda

Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, dapat

digunakan sepanjang masih berada clalam wilayah daerah

pemekaran dan belum dilakukan perubahan administrasi

kependudukan.

(/9) KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara melakukan

pengecekan syarat jumlah dukungan dan

persebarannya, dengan menempuh prosedur.

@ Dalam hal berdasarkan pengecekan perbaikan dukungan

Bakal Pasangan Calon perseorangan:

a. mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah

kekurangan dukungan dan memenuhi

persebarannya, KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara

sesuai dengan tingkatannya melakukan verifikasi

administrasi terhadap perbaikan dukungan; atau

b. tidak mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah

kekurangan dukungan dan tidak memenuhi

persebarannya, Bakal Pasangan Calon tidak dapat

mengikuti tahap verifikasi administrasi perbaikan.

€1) KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara melakukan verifikasi

administrasi perbaikan dukungan dan persebarannya,

dengan menempuh prosedur.

@) Dalarn hal pada verifikasi terdapat dukr.rngan ganda

berr.pa 1 (satu) orang pendukung telah memberikan

dukungan kepada Bakal Pasangan Calon perseorangan

yang telah dinyatakan rnernenuhi syarat, dukungan
perbaikan pendukung tersebut dinyatakan tidak
rnerrrenu.hi syarat.

pS) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi administrasi
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perbaikan, dukungan Bakal Pasangan Calon:

a. dinyatakan memenuhi syarat kekr.rrangan jumlah

dukungan dan persebaran, KPU Kabupaten

Labuhanbatu Utara melakukan verifikasi faktual
terhadap perbaikan dukungan; atau

b. dinyatakan tidak memenuhi syarat kekurangan
jumlah dukungan dan persebaran, tidak dapat

mengikuti tahap verifikasi faktual perbaikan.

B4) Berdasarkan hasil verifikasi administrasi perbaikan,
PPS melakukan verifikasi faktual secara kolektif,
berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon

perseorangan dan /atam tim penghubung Bakal

Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh
pendukung di wilayah kelurahan / desa atau sebutan

lain untuk mencocokan dan meneliti kebenaran

dukungan.

F5) Verifikasi faktual secara kolektif dilaksanakan dengan

menempuh prosedur.

g1) PPS melakukan verifikasi faktual paling larna 7 (tujuh)

Hari sejak menerima dukungan perbaikar-r.

W Berdasarkan hasil verifikasi faktual perbaikan oleh PPS,

PPK melaksanakan rekapitulasi hasil verifikasi faktual

perbaikan dengan menempuh prosedur.

p8) PPK melakukan rekapitulasi hasil verifikasi faktual paling

lama 3 Hari sejak menerima hasil verifikasi faktual dari

PPS.

P9) Berdasarkan hasil rekapitulasi oleh PPK, KPU Kabupaten

Labuhanbatu Utara melaksanakan rekapitulasi hasil

verifikasi faktual perbaikan dukungan Bakal Pasangan

Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan menempuh

prosedur.

@ Ddam hal berdasarkan hasil rekapiturlasi, dukungan

Bakal Pasangan Calon perseorangan Bupati dan Wakil

Bupati dinyatakan:

a. telah memenuhi syarat jumlah dukungan dan

persebaran, KPU Kabr-rpaten Labuhanbatu Utara
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menyatakan perbaikan dukungan Pasangan Calon

perseorangan memenuhi syarat dan Bakal

Pasangan Calon Perseorangan dapat mendaftarkan

diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

pada masa pendaftaran; atau

b. tidak memenuhi syarat jumlah dukungan dan

persebaran, KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara

menyatakan perbaikan dukungan Pasangan Calon

perseorangan tidak memenuhi syarat dan Bakal

Pasangan Calon Perseorangan tidak dapat

mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati

dan Wakil Bupati pada masa pendaftaran.

91) Bakal Pasangan Calon perseorangan atau salah satu bakal calon

perseorangan yang mengundurkan diri pada masa verifikasi

faktual dukungan di tingkat PPS sampai dengan rekapitulasi

jumlah dukungan, dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat dan

tidak dapat diganti dengan calon lain.

92) Bakal Pasangan Calon perseorangan atau salah satu bakal calon

perseorangan yang mengundurkan diri, tidak dapat diusulkan

sebagai Pasangan Calon atau calon oleh Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik.

Bgt Calon perseorangan yang berhalangan tetap pada masa

verifikasi faktual dukungan sampai dengan rekapitulasi jumlah

dukungan, dapat diganti dengan calon pengganti paling lama 5

(lima) hari sejak calon tersebut berhalangan tetap.

94) Berhalangan tetap meliputi keadaan:

a. meninggal dunia; atau

b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.

95) KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara mengumumkan calon

pengganti kepada masyarakat.

BOt Pengumuman dilakukan paling lama 2 (dua) hari sejak masa

penggantian calon berakhir.

94 Masyarakat dapat memberikan tanggapan atau menarik

dukungannya sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum penetapan

Pasangan Calon peserta Pemilihan.

98) KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara melakukan verifikasi
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persyaratan pencalonan paling lama 3 (tiga) hari sejak dokumen

calon pengganti diterima.

99) Bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah mengikuti

proscs verifikasi administrasi, tidak dapat diajukan sebagai

Caion dan/atau Bakal Pasangan Calon oleh Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik.

BAB IV

PENGGANTIAN BAKAL CALON PERSEORANGAN

(1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat Kabupaten

mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara selama masa

pendaftaran.

A) Dalam hal pendaftaran Bakal Pasangan Calon tidak

dilaksanakan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat daerah

provinsi atau tingkat daerah kabupaten, pendaftaran Bakal

Pasangan Calon yang telah disetujui Partai Politik atau

Gabungan Partai Poiitik tingkat pusat dapat dilakukan oleh

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat.

(3) Dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon oleh Partai Politik

atau Gabungan Partai Politik, sebagaimana dimaksud pada

angka 1 dan angka 2, Partan Politik atau Gabungan Partai Politik

harus memenuhi persyaratan:

a memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari

jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25ok

(dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara

sah dalam Pemilu Terakhir dalam hai Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik mengusulkan Bakal Pasangan

calon menggunakan ketentuan memperoleh suara paling

sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi

perolehan suara sah, hanya berlaku bagi Partai Politik

yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah di Kabupaten Labuhanbatu Utara pada Pemilu

[erakhir;

b. menyertakan surat pencalonan dan kesepakatan Bakal

Pasangan Calon dengan Partai Politik atau Gabungan

Partai Politik;
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c. menyertakan dokumen syarat calon dan surat persetujuan

Pasangan Calon yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai

Politik tingkat pusat;

d. menyertakan keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat

Pusat atau Provinsi tentang kepengurusan Partai Politik

tingkat Kabupaten sesuai dengan Anggaran Dasar dan

Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang

bersangkutan, untuk Bakal Pasangan Calon Bupati dan

Wakil Bupati; dan

e. menyertakan pakta integritas yang ditandatangani oleh

Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat.

ff) Dalam hal pendaftaran Bakal Pasangan Calon dilakukan

oleh Partai Politik tingkat pusat, pendaftaran harus

menyertakan keputusan pimpinan Partai Politik tingkat
pusat tentang Pengambilalihan wewenang Partai Politik

tingkat provinsi atau tingkat kabupaten dalam

pendaftaran Pasangan Calon.

O Dalam hal pimpinan Partai Politik tingkat pusat

berhalangan, surat persetujuan Pasangan Calon

ditandatangani oleh petugas Partai Politik tingkat pusat

yang memperoleh mandat berdasarkan mekanisme

pengambilan keputusan sesuai dengan Anggaran Dasar

dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang

bersangkutan.

O Pasangan Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri
sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati jika :

a. memenuhi syarat dukungan dan persebaran; dan

b. menyertakan pakta integritas yang ditandatangani

oleh bakal calon perseorangan.

A Bakal Pasangan Calon perseorangan mendaftarkan diri
kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara selama masa

pendaftaran.

(8) Pengurr,rs Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan

Bakal Pasangan Calon wajib hadir pada saat pendaftaran.

p) Dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon, Partai Politik

atau Gabungan Partai Politik atau tim Bakal Pasangan
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Calon memasukkan data bakal pasangan calon dan data

dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik ke

dalam Sistem Informasi Pencalonan.

(10) Dalam hal pengu.rus Partai Politik atau Gabungan Partai

Poiitik atau salah satu Bakal Calon atau Bakal Pasangan

Calon tidak dapat hadir pada saat pendaftaran, Partai

Politik atau Gabungan Partai Politik atau Bakal Pasangan

Calon tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali

ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang

dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi

yang berw,enang.

(11) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang

mendaftarkan Bakal Calon, yang secara kr,rmr-rlatif tidak
memenuhi persyaratan Pencalonan, KPU Kabupaten

Labuhanbatu Utara menyatakan tidak menerima

pendaftaran tersebut, menuangkan dalam Berita Acara

dan mengembalikan dokumen pendaftaran bakal calon

kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang

bersangkutan.

BAB V

PENDAFTARAN PASANGAN CALON

A. Pengumuman dan Pendaftaran

(1) KPU berkoordinasi dengan Menteri untuk mendapatkan salinan

keputusan terakhir tentang penetapan kepengurusan Partai

Politik tingkat pusat sebelum masa pendaftaran Pasangan

Calon.

P\ Menteri menyampaikan salinan keputusan terakhir tentang

penetapan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat kepada

KPU sesuai dengan permintaan KPU.

P) KPU meminta salinan keputusan kepengurusan Partai Politik

tingkat daerah provinsi dan /atau daerah kabupaten/kota

kepada Pimpinan Partai Politik tingkat pusat paling lambat 1

(satu) bulan sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.

g Pimpinan Partai Politik tingkat pusat menyampaikan saiinan

keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat daerah provinsi
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dan/atau daerah kabupaten/kota kepada KPU sesuai dengan

permintaan KPU sampai dengan 1 (satu) hari sebelum masa

pendaftaran.

O Keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat daerah provinsi

dan/atau daerah kabupaten/kota tidak dapat dilakukan

perubahan, sejak diserahkan sampai dengan akhir masa

pendaftaran Bakal Pasangan Calon, kccuali perubahan tersebut

disebabkan karena:

a. terdapat pengurus yang meninggal dunia, atau

berhalangan tetap, yang dibuktikan dengan surat

kematian, atau surat keterangan yang menunjukkan

pengurus yang bersangkutan berhalangan tetap; atau

b. terjadi pemberhentian pengurus sebagai akibat

pengambilalihan kewenangan Partai Politik tingkat daerah

provinsi atau daerah kabupaten/kota oleh pengurus Partai

Politik tingkat pusat dalam pendaftaran Pasangan Calon.

O KPU menyampaikan salinan keputusan Menteri dan salinan

keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat kepada KPU

Kabupaten Labuhanbatu Utara sebelum masa pendaftaran

Pasangan Calon.

n Dalam hal pengesahan kepengurusan Partai Politik tingkat

daerah Kabupaten tidak dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik

tingkat Pusat, KPU Provinsi meminta kepengurusan Partai

Politik tingkat Kabupaten kepada Pimpinan Partai Politik tingkat

Provinsi sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.

0 Dalam hal Partai Politik tidak menyampaikan salinan

keputusan, Partai Politik tidak dapat mendaftarkan Pasangan

Calon.

I Keputusan tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat,

tingkat daerah provinsi dan tingkat daerah kabupaten, menjadi

pedoman bagi KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam

penerimaan pendaftaran Bakal Pasangan Calon.

0q Dalam hal keputusan terakhir dari Menteri tentang

kepengurusan Partai Politik tingkat pusat masih dalam proses

penvelesaian sengketa di pengadilan, KPU Kabupaten

Labuhanbatu Utara menerima pendaftaran Bakal Pasangan

Caion berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri tentang
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penetapan kepengurusan Partai Politik.

(11) KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara mengumumkan

pendaftaran Bakal Pasangan Calon melalui media massa

dan/atau papan pengumuman daof atau laman KPU Kabupaten

Labuhanbatu Utara sesuai dengan jadwal yang ditetapkan

dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Labuhanbatu Utara yang mengatur tentang Pedoman Teknis

Tahapan, Program dan Jadr,l,al Penyelenggaraan Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun

2020.

(12) Dalam pengumuman pendaftaran Bakal Pasangan Calon,

dicantumkan:

a Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara;

b. waktu penyerahan dokumen; dan

c. tempat penyerahan.

(13) Masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon paling lama 3 (tiga)

hari terhitung setelah hari terakhir pengumuman pendaftaran'

(14) Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dilakukan dengan jadwal

sebagai berikut:

a- hari pertama dan hari kedua pendaftaran dilaksanakan

pukul 09.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat;

dan

b. hari ketiga pendaftaran dilaksanakan pukul 09.00 sampai

dengan pukul 24.OO waktu setempat.

c. Tim yang ikut Mendaftarkan Bakal Pasangan Calon

di dalam Aula KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara

maksimal 10 orang;

05) Dalam menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon, KPU

Kabupaten Labuhanbatu Utara bertugas:

a- menerima dokumen persyaratan pencalonan dan

persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik atart perseorangan;

b, meneliti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud

dalam angka (3) Bab IV huruf a dan huruf b;

c meneliti dokumen persyaratan pencalonan yaitu:

1. keabsahan terhadap dokumen dilakukan dengan

berpedoman pada Keputusan Menteri yang diterima
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oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara; dan

2. keabsahan terhadap dokumen dilakukan dengan

berpedoman pada kepengurusan Partai Politik

tingkat Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang

disampaikan oleh KPU atau KPU Provinsi Sumatera

Utara; atau

3. kelengkapan dokumen keputusan pengambilalihan

kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten

Labuhanbatu Utara.

berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam

huruf b dan huruf c, KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara

mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan

dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik

atau Gabungan Partai Politik menggunakan Tanda Terima

pendaftaran formulir Model TT.1-KWK, yang berisi:

1. nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

yang mendaftarkan Bakal Pasangan Calon;

2. nomor dan tanggal keputusan Pimpinan Partai

Politik tingkat pusat dan/atau keputusan Pimpinan

Partai Politik tingkat Provinsi Sumatera Utara

sebagaimana dimaksud dalam huruf c;

3. nomor dan tanggal Keputusan Pimpinan Partai

Politik tingkat pusat tentang persetujuan Bakal

Pasangan Calon yang diusulkan oleh pengurus

Partai Politik tingkat provinsi atau pengurus Partai

Politik tingkat Kabupaten Labuhanbatu Utara, yang

ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris

Jenderal atau nama lain Pimpinan Partai Politik

tingkat pusat;

4. hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen

persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;

5. alamat dan nomor telepon bakal calon, alamat dan

nomor telepon kantor Pimpinan Partai Politik atau

masing-masing kantor Pimpinan Partai Politik yang

bergabung mendaftarkan Bakal Pasangan Calon;

dan
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6. jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan

' pencalonan dan persvaratan calon.

e meneliti dokumen persyaratan jumlah minimal dukungan

dan persebaran serta persyaratan Bakal Pasangan Calon

perseorangan;

f berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam

huruf e, KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara mencatat

penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan

persyaratan calon perseorangan menggunakan Tanda

Terima Pendaftaran formulir Model TT. 1-KWK, yang berisi:

1. nama lengkap bakal calon;

2. hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen

persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;

3. alamat dan nomor telepon bakal calon;

4. jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan

pencalonan dan persyaratan calon; dan

5. dokumen persyaratan dukungan dan sebaran

dukungan bakal calon.

g menerima daftar nama Tim Kampanye Kabupaten

Labuhanbatu Utara, dan seluruh kecamatan yang ada di

Kabupaten Labuhanbatu Utara;

h memberikan formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf

d kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang

mengajukan Bakal Pasangan Calon atau formulir

sebagaimana dimaksud dalam huruf f kepada Bakal

Pasangan Calon Perseorangan; dan

i memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan

jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika di

rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten

Labuhanbatu Utara kepada Bakal Pasangan Calon.

06) Dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebih Partai Politik dalam

Gabr-rngan Partai Politik tidak melampirkan Keputusan

Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan

Pasangan Calon, KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara

menyatakan Partai Politik tersebut tidak dapat menjadi bagian

dari Gabungan Partai Politik pengusul Bakal Pasangan Calon

dan mencatatnya dalam berita acara.
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(lV KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara mencoret 1 (satu) atau lebih

Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka (16) dalam

dokumen persyaratan pencalonan dan dibubuhi paraf petugas

pendaftaran, salah satu Partai Politik pengusul, dan disaksikan

Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara dan dituangkan dalam

Berita Acara.

08) KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara menerima pendaftaran

Bakal Pasangan Calon dari Gabungan Partai Politik

sebagaimana dimaksud pada angka (i6) yang masih memenuhi

syarat pendaftaran Calon dan menuangkan dalam Berita Acara.

B. Dokumen Persvaratan Pencalonan dan Persvaratan Calon

(1) Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon

sebagaimana dimaksud dalam angka (15) huruf a yang wajib

disampaikan kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara terdiri

atas:

a surat pencalonan dan kesepakatan yang

ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau

para Pimpinan Partai Poiitik yang bergabung serta

Bakal Pasangan Calon, sesuai dengan tingkatannya,

yang menyatakan:

1. sepakat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon

Bupati dan Wakil Bupati;

2. tidak akan menarik Bakal Pasangan Calon

Bupati dan Wakil Bupati yang akan

didaftarkan;

3. sepakat antara Partai Politik atau Gabungan

Partai Politik dengan Bakal Pasangan Calon

untuk mengikuti proses Pemilihan; dan

naskah visi, misi dan program Pasangan Calon

Bupati dan Wakil Bupati telah sesuai dengan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang

daerah, dengan menggunakan formulir Model

B-KWK Parpol beserta lampirannya;

b. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pasangan

Calon perseorangan yang menyatakan:

1. mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan



d

C

e

-43-

Calon Bupati dan Wakil Bupati; dan

2. naskah visi, misi dan program Pasangan Calon

Bupati dan Wakil Bupati telah sesuai dengan

Rencana Pembangrlnan Jangka Panjang

daerah,

menggunakan formulir Model B-KWK

Perseorangan beserta lampirannya;

surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh

Calon, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon dalam

menggunakan formulir Model BB.1- KWK;

surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf c

dilengkapi keputusan pemberhentian dari pejabat

berwenang bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota

KPU, KPU Provinsi, KPU I(abupaten, Bau'aslu, Bawaslu

Provinsi, Bawaslu Kabupaten;

surat pernyataan pemenuhan persyaratan calon

untuk dilengkapi dengan surat keterangan tidak
pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya

meliputi tempat tinggal calon;

e1. bagi Bakal Calon dengan stattts terpidana yang

tidak menjalani pidana dalam penjara wajib

menyerahkan:

i. surat dari pemimpin redaksi media massa

lokal atau nasional yang menerangkan

bahwa Bakal Calon telah secara terbuka

dan jujur mengemukakan kepada publik

sebagai terpidana yang tidak menjalani

pidana dalam penjara dengan disertai

buktinya;

2. salinan putusan pengadilan yang telah

berkekuatan hukum tetap; dan

3. surat keterangan dari kejaksaan yang

menerangkan bahwa terpidana tidak

menjalani pidana dalam penjara
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berdasarkan putr-rsan pengadilan yang

telah berkekuatan hukum tetap;

bagi bakal calon dengan status Mantan Terpidana, wajib

menyerahkan:

1. surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau

nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah

secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada

publik sebagai Mantan Terpidana dengan disertai

buktinya;

2. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal

Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku

kejahatan yang berulang dari:

a Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Bupati

dan Wakil Bupati;

b. Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Bupati

dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri di

daerah lain dalam 1 (satu) provinsi yang tidak

sesuai dengan domisili.

3. surat keterangan telah selesai menjalani pidana

penjara dari kepala lembaga permasyarakatan;

4. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan

bersyarat, cuti bersyarat atau cuti

menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan,

dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan

bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas;

dan

5. putusan pengadilan vang telah berkekuatan hukum

tetap;

surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya

berdasarkan putusan pengadilan yang telahmempunyai

kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang

wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon sebagai

bukti pemenuhan persyaratan calon;

surat keterangan catatan kepolisian yang masih berlaku,

menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah

melakukan perbuatan tercela, dikeluarkan oleh:

i. Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Bupati dan

o
b,

LI
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Wakil Bupati yang rvilayah keu,enangannya meliputi

tempat tinggal Bakal Calon yang bersangkutan;

2. Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Bupati dan

Wakil Bupati yang mencalonkan diri di Daerah lain

dalam 1 (satu) provinsi yang tidak sesuai dengan

domisili.

surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan

penyelenggara negara dari instansi yang berwenang

memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara

sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;

surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang

secara perseorangan danlatau secara badan hukum yang

menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan

negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya

meliputi tempat tinggal Calon sebagai bukti pemenuhan

persyaratan calon;

surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit

berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau

pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat

tinggal calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;

fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas

nama calon, tanda terima penvampaian Surat

Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak

Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima)

tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan

tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang

bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan

persyaratan calon;

keputusan pemberhentian sebagai penjabat Bupati bagi

calon yang berstatus sebagai penjabat Bupati sebagai bukti

pemenuhan persayaratan calon ;

daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh

calon dan Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan

Gabungan Partai Politik bagi calon yang diusulkan oleh

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan

t

m

n
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ditandatangani oleh bakal calon bagi calon Perseorangan

menggunakan formulir Model BB. 2-KWK;

o. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

p fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang

telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, sebagai

bukti pemenuhan persyaratan calon;

q naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu

pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)

Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon;

r. daftar nama Tim Kampanye Kabupaten Labuhanbatu

Utara clan Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Utara;

dan

s pasfoto terbaru masing-masing calon ukuran 4 (empat)

centimeter x 6 (enam) centimeter berwarna sebanyak 4

(empat) lembar dan hitam putih sebanvak 4 (empat)

lembar, serta foto calon ukuran 10,2 (sepuluh koma dua)

centimeter x 15,2 (dua belas koma dua) centimeter atau

ukuran 4R sebanyak2 (clua) Iembar beserta softcopy.

Pl Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya dibubuhi

tanda tangan asli/basah oleh Pimpinan atau para Pimpinan

Partai Politik yang bergabung dan dibubuhi cap basah Partai

Politik sesuai dengan keputusan kepengurusan Partai Politik

yang sah.

O Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya, dibubuhi

tanda tangan asli/basah oleh bakal calon perseorangan.

ff) Surat pernyataan dilengkapi:

a surat pengajuan pengunduran diri bagi Calon yang

berstatus Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri

di daerah lain;

b. surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, anggota Tentara Nasional

Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai

Negeri Sipil atau Kepala Desa;

c surat pernyataan berhenti dari jabatan pada Badan Usaha

Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;

d surat pengajuan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri
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Sipil bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Bupati;

e tanda terima dari pejabat yang berwenang atas

penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan

berhenti sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b,

huruf c dan huruf d; dan

f surat keterangan bahwa pengunduran diri atau

pernyataan berhenti sebagaimana dimaksud dalam huruf

a, huruf b, huruf c, dan huruf d sedang diproses oleh

pejabat yang berwenang;

yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara

paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon.

(5) Pasangan Calon menyampaikan salinan surat pernyataan

kepada:

a Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara;

b. pejabat yang berwenang memberikan cuti; dan

c menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri.

(6) Lampiran surat pencalonan untuk Bakal Pasangan Calon dari

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, meliputi:

a Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang

persetujuan Bakal Pasangan Calon menggunakan formulir

Model B.1-KWK Parpol;

b. dokumen administrasi persyaratan calon.

A Lampiran surat pencalonan dari Pasangan Perseorangan,

meliputi:

a berita acara rekapitulasi hasil verifikasi dukungan

Pasangan Calon Perseorangan untuk Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati;

b. dokumen administrasi persvaratan calon perseorangan.

(8) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Bakal Pasangan

Calon perseorangan mendaftarkan Tim Kampanve pada saat

pendaftaran Bakal Pasangan Calon.

B) Tata cara pendaftaran Tim Kampanye berpedoman pada

Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Kampanye

Pemilihan.

(10) Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon,

dimasukkan ke dalam map dan ditulis dengan huruf kapital

nama Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai
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Politik, atau nama Pasangan Calon perseorangan.

(1i) Surat pencalonan beserta dokumen administrasi Bakal Calon

dibuat dalam 2 (dua) rangkap, meliputi:

a 1 (satu) rangkap asli; dan

b. 1 (satu) rangkap salinan.

BAB VI

PENELITIAN DOKUMEN PERSYARATAN CALOIV

A. Penelitian Persyaratan Calon

(1) KPU berkoordinasi dengan Pengurus Besar Ikatan Dokter

Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan Pengurus Pusat

Himpunan Psikologi Indonesia untuk men)rusun:

a standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan

bebas penyalahgunaan narkotika; dan

b, standar kemampuan secara jasmani dan rohani, yang

ditetapkan dengan Keputusan KPU .

KPU menyampaikan standar pemeriksaan kesehatan jasmani,

rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika, serta standar

kemampuan secara jasmani dan rohani kepada KPU

Kabupaten Labuhanbatu Utara.

KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara berkoordinasi dengan

pengurus Ikatan Dokter Indonesia, Badan Narkotika Nasional,

dan Himpunan Psikologi Indonesia tingkat daerah untuk

membentuk tim pemeriksa kesehatan yang terdiri atas:

a dokter;

b. ahli psikologi; dan

c pemeriksa bebas penyalahgunaan narkotika,

yang dapat berasal dari Badan Narkotika Nasional,

Organisasi Profesi Ikatan Dokter Indonesia, dan

Himpunan Psikologi Indonesia.

Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada angka (3) terdiri

atas:

a ketua, yang dipilih dari anggota tim; dan

b. anggota.

KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara menyampaikan:

Q)

0

(4)

(s)
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a standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan

bebas penyalahgunaan narkotika sebagaimana dimaksud

pada angka (1) huruf a kepada tim pemeriksa kesehatan

sebagaimana dimaksud pada angka (3); dan

b. standar kemampuan secara jasmani dan rohani

sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf b kepada

Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan Gabungan Partai

Politik yang mengusulkan bakal Pasangan Calon dan

bakal Pasangan Calon perseorangan.

(6) KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara menetapkan Rumah Sakit

Pemerintah Daerah atau Rumah Sakit Pemerintah Pusat di

daerah berdasarkan rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia

dengan Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara.

A KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara menyampaikan nama

rumah sakit pemerintah yang ditunjuk sebagairnana dimaksud

pada angka (6) kepada Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan

Gabungan Partai Politik dan bakal Pasangan Calon

perseorangan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan

jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika.

(8) Tim pemeriksa kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

melakukan rapat pleno untuk menetapkan kesimpulan yang

menyatakan:

a calon mampu atau tidak mampu secara jasmani dan

rohani; dan

b. positif atau negatif menyalahgunakan narkotika, yang

ditandatangani oleh ketua tim pemeriksa kesehatan.

B) Tim pemeriksa kesehatan menyampaikan kesimpulan

sebagaimana dimaksud pada angka (8) dengan dilampiri

seluruh hasil pemeriksaan kesehatan calon kepada KPU

Kabupaten Labuhanbatu Utara, sebagai pemenuhan

kelengkapan persyaratan calon.

00) Kesimpulan dan seluruh hasil pemeriksaan kesehatan

sebagaimana dimaksud pada angka (B) dan angka (9) bersifat

final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembanding.

(11) KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara melakukan penelitian

persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan

keabsahan dokumen persyaratan calon paling lama 7 (tujuh)
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hari.

(l2l Hasil penelitian dituangkan dalam Berita Acara Model BA.HP-

KWK dan lampirannya.

(13) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian danf atau laporan

masyarakat, terbukti bakal calon Bupati dan Wakil

Bupati yang didaftarkan Partai Politik atau Gabungan

Partai Politik tidak sesuai dengan pakta integritas, Partai

Politik dapat mengganti bakal calon yang bersangkutan.

(14) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian dan/atau laporan

masyarakat, terbukti bakal calon perseorangan tidak
sesuai dengan pakta integritas, dapat diganti dengan

Bakal Calon baru.

(15) Penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen

meliputi penelitian terhadap:

a cap basah Partai Politik atau masing-masing Gabungan

Partai Politik yang bergabung sesuai tingkatannya;

b. tanda tangan Pasangan Calon;

c materai; dan
d kesesuaian isi dokumen dengan ketentuan dalam

Keputusan KPU ini.

(16) Dalam hal calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas

sekolah lanjutan tingkat atas, Pasangan Calon wajib

menyertakan:

a fotokopi ljazah perguruan tinggi negeri atau swasta yang

dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan

tinggi yang bersangkutan;

b. legalisasi yang dilakukan oleh Pimpinan perguruan tinggi

negeri atau swasta yang baru, apabila perguruan tinggi

negeri atau swasta tempat bakal calon berkuliah telah

berganti nama; dan

c legalisasi yang dilakukan oleh Koordinator Perguruan

Tinggi Swasta/Koordinator Perguruan Tinggi Swasta

Agama di wilayah perguruan tinggi swasta itu berada,

apabila perguruan tinggi swasta tempat bakal calon

berkuliah tidak beroperasi lagi.

(\V Dalam hal sekolah tidak beroperasi lagi atau telah bergabung

dengan sekolah lain, fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat
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Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan harus

dilegalisasi oleh instansi atau satuan kerja yang

menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama

di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.

(18) Dalam hal rjazahlSurat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal

Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang,

calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti

ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dari sekolah

bersangkutan.

(19) Dalam hal ljazahlSurat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal

Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang,

dan sekolah tempat Bakal Calon bersekolah tidak beroperasi

lagi, Bakal Calon wajib menyertakan surat keterangan

pengganti ilazah yang dikeluarkan oleh instansi atau satuan

kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau

pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah

dimaksud pernah berdiri.

W) Pengesahan fotokopi ljazahlSurat Tanda Tamat Belajar (STTB)

yang diperoleh dari sekoiah luar negeri dilakukan oleh kepala

sekolah yang bersangkutan dan/ atau instansi yang

menyelenggarakan urusan pendidikan.

Ql) Pengesahan fotokopi ljazahlSurat Tanda Tamat Belajar (STTB)

yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah

internasional dilakukan oleh kepala sekolah yang

bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan

urusan pendidikan.

82) Pengesahan fotokopr ijazahlSurat Tanda Tamat Belajar (STTB)

yang diperoleh dari sekolah asing di luar negeri dilakukan oleh

pejabat yang beru,enang di instansi yang menyelenggarakan

urusan pendidikan.

W) Apabila dalam proses penelitian persyaratan administrasi,

surat keterangan catatan kepolisian terdapat catatan masalah

hukum, KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara melakukan

klarifikasi ke Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri untuk

memastikan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.

P4) Dalam hal sudah terdapat putusan yang berkekuatan hukum

tetap, KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara melakukan
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klarifikasi ke Lembaga Pemasyarakatan untuk memperoleh

informasi bahwa yang bersangkutan:

a pernah dipidana penjara; atau

b. telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5

(lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran.

?5) Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari

masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan

pencalonan dan/atau persyaratan calon, KPU Kabupaten

Labuhanbatu Utara dapat melakukan klarifikasi kepada

instansi yang berwenang.

W) KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara dan instansi terkait

menuangkan hasil klarifikasi dalam berita acara.

W KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara menyampaikan hasil

verifikasi kepada Bakal Pasangan Calon dan Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik dalam rapat pleno terbuka dan

mengumumkan paling lambat 2 (dua) hari setelah verifikasi.

?3) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi, dokumen persyaratan

pencalonan dan/atau persyaratan calon dinyatakan belum

lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak

memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

atau Bakal Pasangan Calon perseorangan diberi kesempatan

untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan paling

lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil verifikasi oleh KPU

Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Wl Perbaikan dokumen persyaratan dikecualikan bagi bakal calon

atau Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan tidak memenuhi

syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas

penyalahgunaan narkotika.

(30) Dalam hal bakal calon atau Bakal Pasangan Calon dinyatakan

tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani

dan/atau bebas penyalahgunaan narkotika Calon atau

Pasangan Calon yang bersangkutan dapat diganti dengan

Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon baru.

(31) Penggantian bakal calon atau Bakal Pasangan Calon dilakukan

pada masa perbaikan.

B. Perbaikan Persvaratan Calon
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Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Bakal

Pasangan Calon atau Bakal Pasangan Calon perseorangan

melakukan perbaikan terhadap persyaratan calon dan

menyampaikan kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara

pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah

pemberitahuan hasil verifikasi diterima.

Perbaikan dokumen persyaratan calon dilakukan hanya

terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap, belum

memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat pada

verifikasi administrasi.

Bakal Pasangan Calon dapat melakukan perbaikan program

Pasangan Calon selama masa perbaikan persyaratan syarat

Calon.

Dalam menerima perbaikan dokumen persyaratan Bakal

Pasangan Calon, KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara

nrelakukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam angka (15)

Bab V huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e.

Dalam melaksanakan prosedur, KPU Kabupaten Labuhanbatu

Utara mencatat penerimaan dokumen persyaratan calon

perseorangan menggunakan Tanda Terima Dokumen

Perbaikan pada formulir Model TT.2-KWK.

KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara menuangkan hasil

penerimaan perbaikan persyaratan calon ke dalam Tanda

Terima Dokumen Perbaikan formulir Model TT.2-KWK .

C. Penelitian Hasil Perbaikan Persyaratan Calon

(1) KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara melakukan verifikasi

terhadap perbaikan persyaratan calon, paling lama 7 (tujuh)

hari setelah menerima perbaikan.

Verilikasi tidak dilakukan terhadap berkas persyaratan calon

yang telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali

mendapat rekomendasi dari Baw,aslu Kabupaten Labuhanbatu

Utara atau laporan tertulis dari masyarakat yang dilampiri

identitas kependudukan pelapor yang jelas, bukti-bukti yang

mendasari/memperkuat laporannya, dan uraian mengenai

penjelasan obyek masalah yang dilaporkan.

Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara atau

(1)

at

(3)

ff)

o

(6)

a)

0
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laporan tertulis masyarakat ditindaklanjuti oleh KPU

Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan melakukan klarifikasi

kepada instansi yang berwenang atau kepada Pimpinan Partai

Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Bakal

Pasangan Calon.

Hasil verifikasi perbaikan dituangkan dalam formulir Model

BA. HP Perbaikan-KwK dan lampirannya.

KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara mengumumkan kepada

masyarakat dan menyampaikan hasil verifikasi kepada

Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal

Pasangan Calon perseorangan.

Dalam hal hasil verifikasi Bakal Pasangan Calon dinyatakan

belum lengkap dan/atau tidak memenuhi syarat dan Bakal

Pasangan Calon tidak melengkapi dokumen administrasi

persyaratan Pasangan Calon sampai batas akhir masa

perbaikan, Bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi

syarat.

Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang

bakal calon dan Bakal Pasangan Calonnya berhalangan tetap,

dan tidak mengajukan bakal caion pengganti, Partai Politik

atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dinyatakan

tidak memenuhi syarat.

Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

menyerahkan susunan kepengurusan yang baru, KPU

Kabupaten Labuhanbatu Utara melakukan klarifikasi kepada

kepengurusan Partai Politik setingkat di atasnya atau yang

berwenang mengesahkan kepengurusan Partai Politik di

tingkat tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar (AD)/Anggaran

Rumah Tangga (ART) Partai Politik.

KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara meneliti keabsahan

dokumen kepengurusan berdasarkan hasil klarifikasi.

BAB VII

A. Penetapan Dan Pengumuman Pasangan Calon

(1) KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara menetapkan hasil

verifikasi persyaratan pencalonan, persyaratan bakal calon,

ft)

(s)

(6)

a

(B)

I
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penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan pada rapat pleno

dan menuangkan hasil verifikasi dalam Berita Acara Penetapan

Pasangan Calon.

Berdasarkan Berita Acara Penetapan, KPU Kabupaten

Labuhanbatu Utara menetapkan Pasangan Calon dengan

Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara.

KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara mengumumkan hasil

penetapan Pasangan Calon dalam rapat pleno terbuka di

kantor KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian

Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil wajib

menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang

pemberhentian sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara

Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil kepada KPU

Kabupaten Labuhanbatu Utara paling lambat 30 (tiga puluh)

hari sebelum hari pemungutan suara.

Bagi Calon yang berstatus sebagai Gubernur, Wakil Gubernur,

Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota yang

mencalonkan diri di daerah lain wajib menyampaikan

keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian

sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati,

Walikota, Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu

Utara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari

pemungutan suara.

Bagi Calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur,

penjabat Bupati, atau penjabat Walikota wajib menyampaikan

surat pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada KPU

Kabupaten Labuhanbatu Utara paling lambat 30 (tiga puluh)

hari sebelum hari pemungutan si:ara.

Bagi Calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada

Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah

wajib menvampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang

pemberhentian dari Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha
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Milik Daerah kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara paling

lambat 30 (tiga puluh) hari sebeium hari pemungutan suara.

(8) Calon yang tidak menyampaikan keputusan dan tidak dapat

membuktikan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses,

dinyatakan tidak memenuhi syarat.

I Partai Politik, Gabungan Partai Politik, atau Pasangan Calon

Perseorangan yang calonnva din_vatakan tidak memenuhi

syarat, tidak dapat mengajukan Calon Pengganti.

(10) KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara melakukan pengundian

nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan dalam rapat

pleno terbuka.

(11) Rapat pleno KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara dihadiri oleh:

a Pasangan Calon;

b. u,akil Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang

mengajukan Pasangan Calon;

c Pasangan Calon perseorangan;

d Tim Kampanye;

e. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara'

f media massa; dan

g tokoh masyarakat.

(12) Pasangan Calon wajib hadir dalam rapat pleno pengundian

nomor urut.

(13) Bagi calon atau Pasangan Calon yang tidak hadir dalam rapat

pleno dengan menyampaikan alasan tertulis yang dapat

dipertanggungjawabkan, pengambilan nomor urut dan

penandatanganan pada rancangan daftar Pasangan Calon dilakukan

oleh petugas perwakilan dari Tim Kampanye.

(14) Petugas wajib mendapat dan membawa surat mandat tertulis

dari Pasangan Calon.

(15) KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara mengumumkan hasil

pengundian nomor urut.
(16) Nama lengkap Pasangan Calon pada daftar Pasangan Calon

dan surat suara, harus sesuai dengan nama Pasangan Calon

yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Pasangan Calon yang bersangkutan.

(lV KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara menyusun nomor urut
dan nama Pasangan Calon dalam daftar Pasangan Calon.
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(18) Penyusunan daftar Pasangan Calon dituangkan dalam Berita

Acara Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon.

(19) Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon ditetapkan

dengan Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara.

W) KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara mengumumkan nama dan

nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagai

peserta Pemilihan paling lama 2 (dua) hari sejak penetapan

nomor urut Pasangan Calon.

?1) Penetapan dan pengumuman Pasangan Calon bersifat final dan

mengikat.

V2) Nomor urut dan daftar llama Pasangan Calon peserta

Pemilihan yang ditetapkan dan telah diumumkan, digunakan

untuk:

a mencetak surat suara;

b. keperluan kampanye; dan

c dipasang di setiap Tempat Pemungutan Suara pada hari

pemungutan suara.

A3) Pasangan Calon mengumumkan laporan harta kekayaan

pribadi/pejabat negara hasil penelitian dan/atau klarifikasi

Komisi Pemberantasan Korupsi kepada masyarakat, paling

lambat 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara, dengan

difasilitasi oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara.

P4\ Dalam hal Pasangan Calon berhalangan untuk mengumumkan

laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara, Pasangan

Calon dapat memberikan surat kuasa kepada KPU Kabupaten

Labuhanbatu Utara untuk mengumumkan.

(2O Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik

pengajuan Pasangan Calon dan/atau salah seorang calon dari

Pasangan Calon setelah penetapan Pasangan Calon.

W) Pasangan Calon dan/atau salah seorang dari Pasangan Calon

dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai

Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Wl Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik

Pasangan Calon dan/atau Pasangan Calon mengundurkan

diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat

mengusulkan Pasangan Calon pengganti.

(28) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik
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Pasangan Calon dan/atau Pasangan Calon yang

mengundurkan diri, dinyatakan gugur sebagai peserta

Pemilihan, dan diberitahukan kepada Pasangan Calon dengan

tembusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan

diumumkan kepada masyarakat.

W) Pasangan Calon yang dinyatakan gugur, tidak mengubah

nomor urut Pasangan Calon lain yang telah ditetapkan.

(30) Pasangan Calon perseorangan dilarang mengundurkan diri

sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan

oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara.

(31) Pasangan Calon perseorangan yang mengundurkan diri,

dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti.

(32\ Selain dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti, Pasangan

Calon perseorangan dikenakan sanksi sebagaimana diatur

dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.

(1)

BAB VIII

PENGGANTIAN CALON

Penggantian Bakal Calon atau Calon dapat dilakukan oleh

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Calon

perseorangan, dalam hal:

a. dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan;

b. berhalangan tetap; atau

c. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan

yang telah berkekuatan hukum tetap.

Berhalangan tetap meliputi keadaan:

a. meninggal dunia; atau

b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.

Berhalangan tetap karena mcninggal, dibuktikan dengan sura

keterangan meninggal dunia dari lurah/kepala desa atau

sebutan lain atau camat setempat.

Berhalangan tetap karena tidak mampu melaksanakan tugas

secara permanen dibuktikan dengan surat keterangan dokter

dari rumah sakit pemerintah.

Penggantian Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon dapat

dilakukan pada tahap sebagai berikut:

a. sampai dengan tahap verifikasi persyaratan calon;

Q)

(3)

w)

o
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b. sebelum penetapan Pasangan Calon; atau

c. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 30 (tiga

puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

(6) Penggantian bakal calon atau calon hanya dilakukan terhadap

Bakal Calon atau Calon yang dinyatakan tidak memenuhi

syarat kesehatan, berhalangan tetap atau drjatuhi pidana

berdasarkar-r Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan

hukum tetap.

n Penggantian bakal calon atau calon dapat dilakukan dengan

mengubah kedudukan:

a. calon Bupati menjadi calon Wakil Bupati; atau

b. calon Wakil Bupati menjadi calon Bupati.

(8) Bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik,

penggantian bakal calon, harus mendapat persetujuan

Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat

pusat yang dituangkan dalam Keputusan Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik.

B) Penggantian bakal calon tidak mengubah dukungan Partai

Politik atau Gabungan Partai Politik bagi Pasangan Calon yang

diusulkan oleh Partai Politik.

(10) Penggantian Bakal Calon karena dinyatakan tidak memenuhi

syarat kesehatan dilakukan penggantian Bakal Ca-lon atau

Bakal Pasangan Calon pada masa perbaikan.

(11) Penggantian Calon yang diusung Partai Politik atau Gabungan

Partai Politik karena berhalangan tetap atau dijatuhi pidana

berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan

hukum tetap, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat

mengajukan calon pengganti paling lama 7 (tujuh) hari

sejak calon atau Pasangan Calon dinyatakan berhalangan

tetap, atau sejak pembacaan putusan pengadilan yang

telah berkekuatan hukum tetap;

b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang

menarik dukungannya kepada calon atau Pasangan Calon

pengganti sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

c dalam ha1 Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

menarik dukungan kepada calon atau Pasangan Calon
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pengganti, dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik tetap dinyatakan sah;

d dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak

mengajukan calon atau Pasangan Calon pengganti

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, salah satu calon

dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap atau

yang tidak dijatuhi pidana berdasarkan Putusan

Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

dinyatakan gugur dan Partai atau Gabungan Partai Politik

pengusul calon atau Pasangan Calon tidak dapat

mengusulkan Calon atau Pasangan Calon lain;

e. dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon

berhalangan tetap atau diiatuhi pidana berdasarkan

Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

dalam jangka waktu 29 (dua puluh sembilan) hari

sebelum hari pemungutan suara, Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon

pengganti, salah satu calon dari Pasangan Calon yang

tidak berhalangan tetap atau tidak dijatuhi pidana

berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan

hukum tetap ditetapkan sebagai Pasangan Calon; dan

f dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon

berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan

Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

sebagaimana dimaksud dalam huruf d, KPU Kabupaten

Labuhanbatu Utara wajib mengumumkan kepada

masyarakat.

(12) Penggantian Calon dari Pasangan Calon perseorangan karena

berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan

Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dilakukan

dengan ketentuan sebagai berikut:

a dalam hai Pasangan Calon perseorangan berhalangan

tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan

Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,

Pasangan Calon dinyatakan gugur dan tidak dapat

mengikuti Pemilihan;

b. calon perseorangan dapat mengusulkan calon pengganti
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paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon dinyatakan

berhalangan tetap, atau sejak pembacaan putusan

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

c dalam hal calon perseorangan tidak mengusulkan caion

pengganti sebagaimana dimaksud dalam huruf b, salah

satu calon dari Pasangan Calon perseorangan yang tidak

berhalangan tetap atau yang tidak dijatuhi pidana

berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan

hukum tetap dinyatakan gugur;

d dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon

perseorangan berhalangan tetap atau dijatuhi pidana

berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan

hukum tetap dalam jangka waktu 29 (dua puluh sembilan)

hari sebelum hari pemungutan suara, atau calon

perseorangan tidak mengusulkan calon pengganti, salah

satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan

tetap atau tidak dijatuhi pidana berdasarkan Putusan

Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

ditetapkan sebagai Pasangan Calon; dan

e dalam hal terdapat salah satu calon dari Pasangan Calon

perseorangan yang berhalangan tetap atau dijatuhi pidana

berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan

hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam huruf d, KPU

Kabupaten Labuhanbatu Utara u,ajih mengumumkan

kepada masyarakat.

(13) Dalam hal terdapat calon Bupati dan Wakil Bupati yang

terbukti tidak sesuai dengan pakta integritas setelah

penetapan daftar Pasangan Calon, KPU Kabupaten

Labuhanbatu Utara mencoret nama calon yang

bersangkutan dari daftar Pasangan Calon.

(14) Partai Politik atauGabungan Partai Politik dan Calon

Perseorangan tidak dapat melakukan penggantian

terhadap calon yang terbukti tidak sesuai dengan pakta

integritas.

(15) Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam

angka (12) huruf e dan angka (13) huruf d, KPU Kabupaten

Labuhanbatu Utara melanjutkan Pemilihan dengan salah satu
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calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap

sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan.

(16) KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara melakukan verifikasi

terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan

calon atau Pasangan Calon pengganti, dan menetapkan

Pasangan Calon paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya

surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti,

(lV KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara melakukan verifikasi

terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan

calon atau Pasangan Calon pengganti paling lambat 3 (tiga)

hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan

Calon pengganti.

(18) KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara menyampaikan hasil

verifikasi secara tertulis kepada Pimpinan Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik dan calon atau Pasangan Calon

pengganti paling lambat 1 (satu) hari sejak dinyatakan

memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat.

(19) Dalam hal dari hasil penelitian calon atau Pasangan Calon

pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat, Partai Politik

atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon

atau Pasangan Calon pengganti.

(20) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang calon atau

Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat

tidak dapat mengalihkan dukungannya kepada Pasangan

Calon lain,

Q,1) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian terhadap calon atau

Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat

dan mengakibatkan jumlah Pasangan Calon kurang dari 2

(dua) pasangan, KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara membuka

kembali pendaftaran Pasangan Calon.

@ Masa pendaftaran dibuka paling lama 3 (tiga) hari.

BAB IX

LARANGAN DAN SANKSI

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menerima

imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan

Pemilihan.

(i)
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P) Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam bentuk

apapun dalam proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati.

(3) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menerima

imbalan, harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang

telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

0 Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik terbukti

menerima imbalan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

yang bersangkutan dilarang mengaiukan Pasangan Calon pada

periode berikutnya di daerah yang sama.

(5) Dalam hal putusan pengadilan yang t.elah mempunyai

kekuatan hukum tetap menyatakan seseorang atau lembaga

terbukti memberi imbalan dalam proses pencalonan,

penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan, atau Pasangan

Calon terpilih, atau sebagai Bupati dan Wakil Bupati

dibatalkan.

(6) Setiap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang terbukti

menerima imbalan, dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.

A Bakal Calon selaku petahana dilarang melakukan penggantian

pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan

Calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat

persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan

urusan dalam negeri.

tS) Bakal Calon selaku petahana dilarang menggunakan

kewenangan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk
kegiatan pemilihan 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan

Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon

Terpilih.

B) Daiam hal Bakal Calon selaku petahana meianggar ketentuan,

petahana yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi

syarat.

(10) Pasangan Calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta

Pemilihan oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara, apabila:

a. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye terbukti
menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi

lainnya untuk memengaruhi pemilih berdasarkan
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putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara;

b. Pasangan Calon terbukti melakukan tindak pidana

kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5

(lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum

hari pemungutan suara;

c. Pasangan Calon terbukti menerima dan/atau memberikan

imbalan dalam proses pencalonan berdasarkan putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

d. Pasangan Calon terbukti melakukan pelanggaran

kampanye di media cetak atau elektronik, berdasarkan

Putusan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara;

e. melakukan penggantian pejabat sejak 6 (enam) bulan

sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai

dengan akhir masa jabatan, bagi Calon atau Pasangan

Calon yang berstatus sebagai Petahana;

f. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan

Pemerintah Daerah untuk kegiatan pemilihan sejak 6

(enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai Pasangan Calon

sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih, bagi

Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai

Petahana; dan

g. tidak menyerahkan surat rzin cuti kampanye, bagi Calon

yang berstatus sebagai Petahana.

(11) Pembatalan Pasangan calon peserta Pemilihan tidak

mengubah nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan yang

lain.

BAB X

TANGGAPAN MASYARAKAT

(1) KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara mengumumkan

kepada masyarakat mengenai:

a. daftar Bakal Pasangan Calon;

b. dokumen pendaftaran;

c. batas waktr.r rnasukan masukan dan tanggapan



-65-

masyarakat; dan

d. pelaksanaan pakta integritas yang disampaikan

oleh bakal calon Bupati dan Wakil Bupati.

(21 Batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka ( 1)

rnerupakan batas waktu 1 (satu) Hari sebelum

berakhirnya masa penelitian perbaikan.
(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka (1)

dilakukan melalui laman KPU Kabupaten Labuhanbatu

lJtara, media cetak, dan/atau media elektronik.

{4) Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana

dimaksud pada angka (1) dilakukan dengan ketentuan:

a. dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan

identitas yang jelas dan fotokopi Kartu Tanda

Penduduk Elektronik; dan

b. disampaikan paling lambat sesuai dengan batas

waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB XI

PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA

Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan merupakan sengketa

yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara Pasangan

Calon dengan KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagai

akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten

Labuhanbatu Utara tentang penetapan Pasangan Calon peserta

Pemilihan.

Penyelesaian sengketa tata usaha negara diselesaikan melalui

upaya administrasi di Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu

Utara.

Dalam hal masih terdapat keberatan atas putusan Bawaslu

Kabupaten Labuhanbatu Utara. dapat dia.jukan gugatan di

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara,

Tata cara penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai

Pemilihan.

(1)

p)

(s)

w\
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BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara

Republik Indonesia, Pegau'ai Negeri Sipil, KPU, KPU

Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS,

KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu KabupatenfKota,

Panwas Kecamatan, PPL, pegawai kesekretariatan

penyelenggara Pemilihan, penga\\:as Pemilil-ran, Kepala Desa

atau sebutan lain dan perangkat Desa atau sebutan lain dilarang

memberikan dukungan kepada Pasangan Calon perseorangan.

Dalam hal dari hasil penelitian administrasi dan/atau

penelitian faktual, terbukti adanya dukungan, dukungan

dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Pasangan Calon dapat mencantumkan gelar akademik, gelar

sosial/adat, dan/atau gelar keagamaan pada dokumen

persyaratan pencalonan dan syarat calon.

Pencantuman gelar akademik dibuktikan dengan fotocopy

rjazdn yang telah dilegalisir.

KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara wajib menggunakan

Sistem Informasi Pencalonan dan memanfaatkan sarana

dan prasarana teknologi yang dikembangkan oleh KPU

untuk memudahkan pelaksanaan proses pencalonan

sejak masa penyerahan dokumen dukungan Pasangan

Calon perseorangan sampai dengan penetapan Pasangan

Calon peserta Pemilihan.

Dalam hal Partai Politik telah berganti nama atau bergabung

menjadi Partai Politik baru dengan badan hukum yang baru,

KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara meminta pendapat,

penjelasan atau keputusan kepada Menteri melalui KPU

Provinsi Sumatera Utara.

Kepala Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan

Partai Politik atau mencalonkan diri secara perseorangan

menjadi Pasangan Calon, wajib mengundurkan diri yang

dibuktikan dengan surat pernvataan bersedia mengundurkan

diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon yang

disampaikan pada saat pendaftaran.

ff)

(s)

Q\

o

(6)

a
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(8) Perangkat Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik atau mencalonkan diri secara

perseorangan menjadi Pasangan Calon, wajib mengundurkan

diri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia

mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon

yang disampaikan pada saat pendaftaran.

B) Kepala Desa atau Perangkat Desa, wajib menyampaikan:

a. surat pengajuan pengunduran diri kepada pejabat yang

berwenang;

b. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas

penyerahan surat pengunduran diri sebagaimana

dimaksud dalam huruf a; dan

c. surat keterangan bahwa pengunduran diri sebagaimana

dimaksud dalam huruf a sedang diproses oleh pejabat

yang berwenang, kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu

Utara paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai

calon.

(10) Kepala Desa atau Perangkat Desa wajib menyampaikan

keputusan pemberhentian paling lambat 30 (tiga puluh)

sebelum hari pemungutan suara.

(11) Dalam hal terdapat pengaduan atau laporan tentang

ketidakbenaran ljazdnlSuraL Tanda Tamal Belajar (STTB)

Calon atau Pasangan Calon pada salah satu atau semua

jenjang pendidikan setelah dilakukan penetapan Pasangan

Calon, KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara meneruskan

kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sampai

dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum

tetap.

(12) Dalam hal putusan pengadilan menyatakan ijazah/Surat

Tanda Tamat Belajar (STTB) Calon atau Pasangan Calon tidak

sah, penggunaan ijazahlSurat Tanda Tamat Belajar (STTB)

dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat dan

ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan'

(13) Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran

hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima

pendaftarannya dan masih terdapat Partai Politik atau

Pasangan Calon perseorangan yang belum mendaftar,
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dilakukan perpanjangan pendaftaran, dengan ketentuan:

a. apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik

yang belum mendaftar mencapai paling kurang 20% (dua

puluh persen) atau perolehan suaranya mencapai paling

kurang 25% (dua puluh lima persen), maka komposisi

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang

mengusung Pasangan Calon yang teiah diterima

pendaftarannya, tidak dapat diubah;

b. apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik

yang belum mendaftar tidak mencapai paling kurang 2Oo/o

(dua puluh persen) atau perolehan suaranya tidak

mencapai paling kurang 25% (dua puluh lima persen),

maka Pasangan Calon yang telah diterima

pendaftarannya dapat mendaftar kembali dengan

komposisi Partai Politik atau gabungan partai politik yang

berbeda; atau

c. apabila terdapat bakal Pasangan Calon perseorangan

yang telah dinyatakan memenuhi syarat dukungan dan

persebarannya namun tidak mendaftar pada masa

pendaftaran maka dapat mendaftar pada masa

perpanj angan pendaftaran.

(14) Dalam ha1 sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran

hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima

pendaftarannya dan tidak terdapat lagi Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik yang belum mendaftar, dilakukan

perpanjangan pendaftaran bagi Pasangan Calon perseorangan.

(15) Pasangan Calon Perseorangan dapat mendaftar kembali

dengan dukungan yang telah ditetapkan memenuhi syarat

pada penelitian faktual sebelumnya berdasarkan Berita Acara

Model BA.7 KWK-Perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati.

(16) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi hanva terdapat 1 (satu)

Pasangan Calon yang memenuhi syarat, dilakukar-r pembukaan

kembali pendaftaran.

(\V Dalam hal terdapat keadaan:

a. setelah dilakukan penundaan, dan sampai dengan

berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya
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terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar;

b. terdapat lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon yang

mendaftar, dan berdasarkan hasil verifikasi hanya

terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang dinyatakan

memenuhi syarat, dan setelah dilakukan penundaan

sampai dengan berakhirnva masa pembukaan kembali

pendaftaran, tidak terdapat Pasangan Calon yang

mendaftar, atau Pasangan Calon yang mendaftar

berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi

syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu)

Pasangan Calon;

c. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengansaat

dimulainya masa Kampanye, terdapat Pasangan Calon

yang berhalangan tetap yang mengakibatkan hanya

erdapat 1 (satu) Pasangan Calon;

d. sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari

pemungutan suara, terdapat Pasangan Calon yang

berhalangan tetap yang mengakibatkan hanya terdapat 1

(satu) Pasangan Calon; atau

e. terdapat Pasangan Calon yang dikenakan sanksi

pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang

mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon.

KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara melanjutkan

penyelenggaraan Pemilihan dengan i (satu) Pasangan

Calon.

(18) Tata cara penyelenggaraan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan

Calon berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum

yang mengatur tentang Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan

Calon.

(19) Dalam hal terdapat Calon Bupati, Wakil Bupati, yang

berstatus sebagai terpidana atas tindak pidana kealpaan

atanr alasan politik dan Mantan Terpidana, KPU

Kabupaten Labuhanbatu Utara wajib mengumumkan

dalam laman dan/atau akun resmi media sosial KPU

Kabupaten Labuhanbatu Utara.

(20) KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara u'a.iib memberikan

bimbingan teknis kepada PPK dan PPS terkait dengan tata cara
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dan mekanisme pelaksanaan verifikasi faktual Pasangan Calon

perseorangan, paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum penyerahan

dokumen dukungan ke PPS.

t]ll KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara memberikan pelayanan

dalam proses pencalonan kepada Pasangan Calon, tim
kampanye atau tim Penghubung Pasangan Calon.

W) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada angka (23) terdiri atas

konsultasi:

a tatap muka;

b. melalui telepon;

c melalui surat elektronik; dan/atau

d media komunikasi lainnya.

W) KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara melakukan sosialisasi

kepada Pasangan Calon mengenai:

a. penverahan dukungan;

b. mekanisme verifikasi syarat pencalonan

Pasangan Calon perseorangan;

c. pendaftaran;

d. mekanisme verifikasi syarat pencalonan

Pasangan Calon dari Partai Politik;

e. persyaratan calon; dan

f. tata cara penggunaan Sistem Informasi Pencalonan.

(24) Sosialisasi sebagaimana dimaksud poin 25 huruf a, b, c dan

huruf f dilakukan paling lambat sebelum tahap penyerahan

dukungan Pasangan Calon perseorangan Peserta Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati.

?A Sosialisasi sebagaimana dimaksud poin 25 huruf c, d, e dan

huruf f dilakukan paling lambat sebelum tahap pendaftaran

Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Wl Sebagian bentuk dan jenis formulir untuk keperluan

pencalonan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahr,rn 2Ol7 tentang

Pencalonan Pemilitran Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, danf atau Walikota dan Wakil

Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2Ol7 tentang

Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
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Nomor 3 Tahun 2Ol7 tentang Pencalonan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota diubah
sebagaimana tercantum dalam Larnpiran III yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Komisi ini.

W Bagi Bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah

menggunakan formulir untuk keperluan pencalonan

sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan

Pemiiihan Gubernr.rr dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2Ol7 tentang

Pembahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 3 Tahun 2Ol7 tentang Pencalonan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati

dan /atau Walikota dan Wakil Walikota sebelum

Peraturan Komisi ini diberlakukan, dinyatakan sah dan

berlaku.

?81 KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara menerima

penyerahan dokumen dukungan pencalonan, dilakukan

sesuai dengan jadwal dalam Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor ll9lPP.Ol.2-

Kpt/ i 223lKPU-KablXlll2Ol9 tanggal 01 Desember 2OL9

tcntang Perubahan atas Keputusar-r Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 110/PP.O1.2-

Kpt/ 1 223 IKPU-Kab/IX 12019 tanggal 30 September 2079

tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun

2020.
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BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara dapat

menfotokopi dokumen persyaratan pencalonan dan

syarat calon yang diserahkan oleh Pasangan Calon

kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara.

KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara memberikan akses

Sistem Informasi Pencalonan kepada Bawaslu

Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Akses Sistem Informasi Pencalonan berupa:

a. membaca data Sistem Informasi Pencalonan; dan

b. memonitor pergerakan data Sistem Informasi

Pencalonan.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara

ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Aek KanoPan
padatanggal 28 Januai 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

HERIAMSYAH SIMANJUNTAK

Salinan sesuai dengan aslinYa
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

a-

I

MUHAM DWAN

ttd.

Hukum,

-,1



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMIU}IAN UMUM

KABUPATEN I,ABUHANBATU UTARA NOMOR

rS IPL.O2.2-Kpt / 1223It<PU-Kab II I2O2O

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILITIAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN

LABUHANBATU UTARA TAHUN 2O2O

SIMULASI PENGHITUNGAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN BAKAL

PASANGAN CALON PERSEORANGAN UNTUK

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2O2O

Bagi Kabupaten Labuhanbatu Utara:

Kabupaten Labuhanbatu utara memiliki jumlah DPT Pemilu terakhir

sebanyak : 239.057 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu lima puluh

tujuh) jiwa, maka jika jumlah penduduk yang termuat dalam daftar

Pemitih Tetap pada Pemilu terkahir sampai dengan 25O'OO0 (dua ratus

lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh

persen) maka jumlah minimal dukungan Pasangan Calon PerseorElngan

di Kabupaten Labuhanbatu Utara di tentukan dengan cara 1O/1OO x

2gg.O57 = 23.906 (dua puluh tiga ribu sembilan ratus enam)'

Ditetapkan di Aek KanoPan
pada tanggal 28 Jan:uari 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

ttd.

HERIAMSYAH SIMANJUNTAK

Salinan sesuai dengan aslinYa

MUHAMMAD RIDWAN
/

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Sub Hukum,
UTARA



LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

NoMoR : lPL.o2.2-Kptl 1223|KPU-

Kab lI l2o2o
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

TAHUN 2O2O

FORMULIR PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

A. SYARAT CALON

1 MODEL BB.1-KWK

SURAT PERNYATAAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

MODEL BB.2.KWK

DAFTAR RIWAYAT HIDUP CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

MODEL BB.3_KWK

SURAT PERNYATAAN BERHENTI DARI .IABATAN PADA BADAN

USAHA MILIK NEGARA (BUMN)/BADAN USAHA MILIK DAERAH

(BUMD)

B. SYARAT PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK

MODEL B-KWK PARPOL

SURAT PENCALONAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

MODEL B.1-KWK PARPOL

KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI POLITIK TENTANG

PERSETUJUAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

MODEL B.1.2-KWK PARPOL

PAKTA INTEGRITAS

MODEL B.2.KWK PARPOL

SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN PARTAI POLITIK/GABUNGAN

PARTAI POLITIK DALAM PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

MODEL 8.3-KWK PARPOL

SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN ANTARA PARTAI

2

J

1

2

J

4

5



POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK DENGAN PASANGAN CALON

BUPATI DAN WAKIL BUPATI

MODEL 8.4-KWK PARPOL

SURAT PERNYATAAN KESESUAIAN NASKAH, VISI, MISI, DAN

PROGRAM PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

C. SYARAT PENCALONAN DARI PERSEORANGAN

MODEL B-KWK PERSEORANGAN

SURAT PENCALONAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DARI PERSEORANGAN

MODEL B. 1-KWK PERSEORANGAN

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON

PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

MODEL B. 1-KWK PERSEORANGAN (KOLEKTIF)

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON

PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

MODEL B. 1. 1-KWK PERSEORANGAN

SURAT PERNYATAAN DAFTAR NAMA PENDUKUNG BAKAL

PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI

DAN WAKIL BUPATI

MODEL B. 1 .2-KWK PERSEORANGAN

PAKTA INTEGRITAS

MODEL B. 2_KWK PERSEORANGAN

REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

MODEL 8.3-KWK PERSEORANGAN

SURAT PERNYATAAN KESESUAIAN NASKAH, VISI, MISI, DAN

PROGRAM PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI DENGAN RP.IP DAERAH

D. BERITA ACARA PERSEORANGAN

1 MODEL BA. 1 KWK-PERSEORANGAN

BERiTA ACARA HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN .]UMLAH MINIMAL

DAN SEBARAN DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL

BUPATI

MODEL B A.2 KWK-PERSEORANGAN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP

6

1

2

J

4

5

6

7

2



KESESUAIAN DATA PENDUKUNG PERBAIKAN DENGAN

PERNYATAAN DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL

BUPATI

3. MC)DEL BA.3 KWK-PERSEORANGAN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP

KESESUAIAN DATA PENDUKUNG DENGAN DAFTAR PEMILIH TETAP

DAN/ATAU DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH DALAM

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

4. MODEL BA.3.1 KWK-PERSEORANGAN

BERITA ACARA HASIL KLARIFIKASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN

CATATAN SIPIL

5. MODEL BA.4-KWK PERSEORANGAN
BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN

DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

6. MODEL BA.S-KWK PERSEORANGAN

BERITA ACARA HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP

DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

7. LAMPIRAN MODEL BA.5 KWK-PERSEORANGAN

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENDUKUNG BAKAL PASANGAN

CALON PERSEORANGAN DALAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI

8. MODEL 8A.6 KWK-PERSEORANGAN

REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON

PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI

TINGKAT KECAMATAN

9, LAMPIRAN MODEL BA.6-KWK PERSEORANGAN

PERNYATAAN KLIADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM

PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON

PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI

TINGKAT KECAMATAN

10. MODEL BA.7 KWK-PERSEORANGAN

REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON

PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI

TINGKAT KABUPATEN / KOTA

1 1. LAMPIRAN MODEL BA,7 KWK PERSEORANGAN

PERNYATAAN KE.IADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM

PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON



E. BERITA ACARA PENELITIAN DAN TANDA TERIMA

MODEL T"T. 1-KWK DAN LAMPIRAN MODEL TT. 1-KWK

TANDA TERIMA PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI DAN

WAKIL BUPATI

MODEL T"I.2-KWK DAN LAMPIRAN MODEL TT.2-KWK

TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN PASANGAN CALON BUPATI

DAN WAKIL BUPATI

MODEL BA.HP.KWK DAN LAMPIRAN MODEL BA.HP-KWK

BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI

DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN

CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

MODEL BA.HP PERBAIKAN-KWK DAN LAMPIRAN MODEL BA.HP

PERBAIKAN.KWK BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PERBAIKAN

PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN

PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI

F. MASA PERBAIKAN

BERITA ACARA PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN CALON

PERS EORANGAN PERBAIKAN

A MODEL BA.1 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN
BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN JUMLAH

MINIMAL DAN SEBARAN DUKUNGAN PERBAIKAN DALAM

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

b. MODEL BA,2 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP

KESESUAIAN DATA PENDUKUNG PERBAIKAN DENGAN

PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN DALAM PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI

C. MODEL BA.3 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP

KESESUAIAN DATA PENDUKUNG PERBAIKAN DENGAN

DAFTAR PEMILIH TETAP DAN/ATAU DAFTAR PENDUDUK

POTENSIAL PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL

BUPATI

d. MODEL BA.3.1 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN

BERITA ACARA HASIL KLARIFIKASI DINAS KEPENDUDUKAN

DAN CATATAN SIPIL

1

2

\)

4

1
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E. MODEL BA.4-KWK PERSEORANGAN PERBAIIGN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN

DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

f MODEL BA.S-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

BERITA ACARA HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP

DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

8. LAMPIRAN MODEL BA.5 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENDUKUNG BAKAL PASANGAN

CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN

WAKIL BUPATI

h. MODEL 8A.6 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN

REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN

CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI TINGKAT KECAMATAN

i. LAMPIRAN MODEL BA.6-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

PERNYATAAN KD]ADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN

DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN

BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI TINGKAT

KECAMATAN

J MODEL BA,7 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN

REI{APITULASI DUKUNGAN PERtsAIKAN BAKAL PASANGAN

CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN

WAKIL BUPATI DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

K LAMPIRAN MODEL BA,7 KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

PERNYATAAN KUADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN

DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN

BAKAL PASANGAN CALON

FORMULIR SYARAT PENCALONAN PASANGAN CALON

PERSEORANGAN PERBAIKAN

A MODEL B. 1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL

PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI



b. MODEL B.I-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN (KOLEKTIF)

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN

CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN

WAKIL BUPATI

C. MODEL 8.1.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN

CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN

WAKIL BUPATI

d. MODEL B.2-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON

PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL

BUPATI



MODEL BB.I-KWK

SURAT PERNYATAAN
BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2O2O

Yang bertanda tangan di bawah ini :

a. Nama ;.....
b. NIK :

c. Jenis kelamin : .....
d. Pekerjaan :.....
e. Tempat dan tanggal

lahir /umur : .....
f. Alamat tempat tinggal : .. .....

I .............tahun

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

A. UMUM

1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

2. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi
Kemerdekaan L7 Agustus Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

3. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

4. belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati, selama 2

(dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sesuai ketentuan
Peraturan KPU tentang Pencalonan dalam Pemilihan;

5. belum pernah menjabat sebagai:

a Gubernur bagi Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil
Bupati, Calon Walikota atau Caion Wakil Walikota di daerah yang
sama;

b. Wakil Gubernur bagi Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon
Walikota, atau Calon Wakil Walikota di daerah yang sama; atau

c Bupati atau Walikota bagi Calon Wakii Bupati atau Calon Wakil
Walikota di daerah yang sama;

6. tidak akan mengundurkan diri sebagai Calon Gubernur atau Wakil
Gubernur*), Bupati atau Wakil Bupati*), serta Walikota atau Wakil
Walikotao) ..... ..........;



2

B. KHUSUS

Beri centang
pada kolom

ini
Uraian Status Khusus

Terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) yang menjalani
pidana tidak di dalam penjara

Terpidana karena alasan politik yang menjalani pidana tidak di
dalam penjara

Bagi Mantan Terpidana -yang telah selesai menjalani masa
pemidanaannya, secara kumulatif, wajib mementlhi syarat
secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik
dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang.

bukan Mantan Terpidana bandar narkoba dan bukan
Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak.

bersedia berhenti dari jabatan saya sebagai Gubernur/Wakil
Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota*)
dari daerah lain.

bersedia untuk cuti di luar tanggungan negara selama masa
kampan-v"e bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil
Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri
di daerah yang sama.

Teiah berhentr sebagar Penjabat Gubernur/Penjabat
Bupati/Penjabat Walikota'-) pada saat pendaftaran dan
bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil
sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.

bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota
DPR/DPD/DPRD.) sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.

bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota Tentara Nasional
Indonesia sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.

bersedia mengundurkan diri sebagai Kepolisian Negara
Republik Indonesia sejak ditetapkan sebagai Pasangan Ca1on.



J

bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak
ditetapkan sebagai Pasangan Calon.

bersedia mengundurkan diri sebagai Lurahf Kepala Desa atau
sebutan lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.

bersedia mengundurkan diri sebagai Perangkat desa sejak
ditetapkan sebagai Pasangan Calon.

bersedia berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara
atau Badan Usaha Milik Daerah sejak ditetapkan sebagai
Pasangan Calon

bersedia berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KlP
Aceh, KPU/KIP Kabupatenf Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
Panr,r,as Kabupatenf Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk
digunakan sebagaimana mestinya.

;;"; ;";;;;; ;;,".; 
2020

Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati

Keterangan:
*) Pilih salah satu

MATERAI



MODEL BB.2 KWK

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
BAKAL CALON BUPATI/WAKIL BUPATI
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
DALAM PEMILIHAN TAHUN 2O2O

Pas Foto

Berwarna

BakaL calon

4x6

l. Nama lengkap
2. Nomor Induk Kependudukan

3. Tempat/tanggal lahrr /lJrnur
4, Jenis Kelamin

5. Agama

6. Alamat Tempat Tinggal
(sesuai KTP)

7. Status Perkawinan

B. Pendidikan Terakhir
9. Pekerjaan
10. NPWP

1 1. Riwayat pendidikan **)

12. Kursus/Diklat yang pernah diikuti

Laki-laki / Perempuan*')

RT/ sebutanlain

RW/ sebutan lain
Kelurahan / Desa*)

Kecarnatan/ Distrik
Kabupaten/Kota
Provinsi

Kawin/pernah kawin/belr.rm kawin *)

a. Nama Istri/ Suami ") :

b. Jumlah anak

No Jenjang Pendidikan Nama Institusi Tahun
Masuk

Tahun
Keluar

1

2

Dst

No Nama
Kr-rrsus/Diklat

Lembaga
Penyelenggara

No.
Sertifikat

Tahun
Ivlasuk

Tahun
Keluar

1

2

Dst

I



2

1 3. Riwayat organisasi"n*)

14. Riwayat pekerjaan ****)

15. Tanda penghargaan

7 6. Motivasi Pencalonan (berisi hal-hal yang melatarbelakangi calon
untuk mengajukan diri sebagai bakai caion)

(berisi contoh hal-hal yang akan dikerjakan
ketika telah menjadi Bupati dan Wakil
Bupati)

17. Target/Sasaran

Demikian informasi ini dibuat dengan sesungguhnva sebagai bukti
pemenuhan persyaratan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Labuhanbatu Utara sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku
untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Selanjutnya, saya
menyatakan bersedia/ tidak bersedia*) informasi saya dipublikasikan kepada
masyarakat.

Yang menyatakan

No Nama Organisasi Jabatan Tahun Masuk Tahun Keluar
1

2

Dst

No Nama
Perusahaan f Lernbaga

Jabatan Tahr.rn Masr.rk Tahun Keluar

1

2

Dst

No Nama Pengharagaan Lembaga Pemberi
Penghargaan

Tahun Masuk

1

2

Dst

Materar

I

( )



cap

Pa rpol

DPW / DPD / DPC Partai Politik atau sebutan lain *)/

Gabungan DPW/DPD IDPC Partai Politik atau sebutan lain *)

Kabupaten Labuhanbatu Utara

Yang Mengajukan Pasangan Calon *)

Partai

Ketua Sekretaris

MATERAI

Partai

Ketua Sekretaris

MATERAI

Partai

Ketua Sekretaris

MATERAI

Keterangan :

1. *) Coret yang tidak perlu.
2. **) Memuat penjelasan tentang nama, alamat sekolah/perguruan

tinggi dan tahun kelulusan.
3.n*") Memuat penjelasan tentang nama organisasi, alamat, dan

lama waktu menjadi anggota.
4."*"*)Memuat penjelasan secara lengkap jabatan/nama

instansi/lembaga f narna kesatuan dalam TNI/Polri.

)

cap
Parpol

Cap

Pa rpol

(.......... ) (.....

(.... )

( ..) (. )



MODEL BB.3 -KWK

SURAT PERNYATAAN BERHENTI DARI JABATAN PADA BADAN USAHA
MILIK NEGARA (BUMN)/ BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD}*)

Yang bertanda tangan di bawah ini

a. Nama

b. NIK

c. Nomor Pegawai

d. Jenis kelamin

e. Tempat dan tanggal

lahir/umur
f. Alamat tempat tinggal

tahun

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya telah berhenti dari jabatan pada

BUMN/BUMD**) serta akan menyampaikan

Keputusan Pemberhentian yang ditandatangani pejabat yang berwenang

paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebeium hari pemungutan suara.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk
digunakan sebagaimana mestinya.

2020

Keterangan:
*) wajib diisi oleh calon yang berhenti sebagai pejabat pada BUMN/ BUMD dan diserahkan pa.ling lambat 5 (lima) hari

sejak penetapan pasangan calon.
**) pilih sa-lah satu.

MATERA]



MODEL B-KWK
PARPOL

SURAT PENCALONAN DAN KESEPAI{ATAN
BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LABUHANBATU
UTARA DENGAN PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK*I

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi
Pemilihan lJmum, bersama ini kami Dewan Pimpinan Daerah/Dewan
Pimpinan Wilayah/Dewan Pimpinan Cabang atau sebutan lain*) Partai

...../Gabungan Partai Politik*) yang meliputi :

1. Partai
2. Partai
3. Partai

dengan perolehan kursi/suara sah *)

dengan perolehan kursi/suara sah *)

dengan perolehan kursi/suara sah ")

,kursi/ suara*);
.kursi/ suara*);
.kursi/suara*).

dengan Bakal Pasangan Calon atas nama

1. Bakal Calon Bupati
2. Bakal Calon Wakil Bupati

bersama-sama menyatakan :

1. sepakat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupatr dan Wakil
Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2O2O;

2. tidak akan menarik Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Labuhanbatu Utara yang telah didaftarkan:

3. sepakat mengikuti proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Labuhanbatu Utara Tahun 2O2O;

4. bahwa naskah visi, misi, dan program Bakal Pasangan Calon Bupati
dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2O2O, telah sesuai
dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.

Berdasarkan perolehan kursi sabagaimana tersebut di atas, jumlah
keseluruhan kursi/suara sah*) Partai ...'/Gabungan
Partai Politik*) sebanyak Kursi/Suara*) dan telah memenuhi
paling sedikit 2Oo/o dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara
yang telah ditentukan sebanyak .. kursi atau paling sedikit
25 o/o dari akumulasi jumlah suara sah hasil Pemilu Anggota DPRD

Kabupaten Labuhanbatu Utara yang telah ditentukan sebanvak suara sah.

Surat pencalonan ini sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Bakal
Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara, dan dilampiri
dokumen lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Demikian Surat ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan
sebagaimana mestinya.

20



DPW/DPD /DPC Partai Politik atatt sebutan lain *)/
Gabur-rgan DPWDPD IDPC Partai Politik atau sebutan

lain ") Kabupaten Labuhanbatu Utara
Yang Mengaiukan Pasangan Calon ")

Partai
Kctua Sckretaris

(

(

.)

.)

MATERAI

(.

Partai

...)

Ketua Seltrctaris

MATERAI

( ..)

Partai
Kctua

MATERAI

dst

MATERAI

Seliretaris

Ralial Calon Wal<il
Waliil Bupati

(.... ...................)(................ ..)

Ralial Citlot-t Brrpati

(.. .. .... ... .. .. ) ( ............)

c.p
Parpol

c"P
Parpol

c"P
Parpol



MODEL B.1-KWK
PARPOL

KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI
NOMOR

TENTANG
PERSETUJUAN PASANGAN CALON BUPATI DAN

WAKIL BUPATI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

Dalam penyelenggaraan pernilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Labuhanbatu Utara dan berdasarkan usulan Dewan Pirnpinan
tingkatProvinsi/Kabupaten/Kota*) Partai
Dewan Pirnpinan Tingkat Pusat Partai
memberikan persetujuan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati:

1. Nama Calon Bupati

2. Nama Calon Bupati

sebagai Calon Bupati dan Wakit Bupati Kabupaten Labuhanbatu lJtara

Demikian keputusan ini dibuat dengan sebet-rarnya untuk digunakan
sebagairnana mestinya.

.....2(J-20

Dewan Pimpinan Pusat

Partai

Materai

Ketua Umum atau
Sebutan lain*)

Sekretaris Jenderal
atau sebutan lain*)

)

Keterangan :

'.) Pilih salah satr.r

(. ..)

caP



MODEL 8.1.2.KtrIK
PARPOL

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan cli bavvah ini. Pimpinan Tingkat Pusat Partai

1. Nama
Jabatan

2. Nama
Jabatan

: Ketua Umum/sebutan lain*')

: Sekretaris Jenderal/sebutan lain*)

dengan ini menyatakan:
1. Dalam proses seleksi Bakal Pasangan Calon, kami menjamin bakal pasangan

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2O2O

yang diajukan kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara memiliki integritas
dan komitmen yang tinggi untuk tidak melakukan tindak korupsi, kolusi, dan
nepotisme atau meiakukan pelanggaran hukum.

2. Bahwa dalam seleksi terhadap Bakal Pasangan Calon atas nama:
a. Calon Bupati : ......
b. Calon Wakil Bupati : ......
kami melakukan secara terbuka dan demokratis sesuai dengan Anggaran
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan internal Partai
Politik dengan mengutarnakan Bakal Pasangan Calon yang bukan merupakan
mantan terpidana koruPsi.

Demikian PAKTA INTEGRITAS ini dibuat dengan sesunggrlhnya sebagai bukti
pernenghan persyaratan pencalonan da-lam Pernilihan Bupati dan Wakil Bupati
sesgai ketentgan yang berlaku dan dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli untuk
dapat dipergunakan sebagairnana semestinya.

.... 20

Yang MenYatakan,
Pimpinan Partai Politik Tingkat

Pusat Partai

Ketua Umum/sebutan lain, S ekretaris Jenderal / sebutan

MATERAI

&!sr3-@:
'.) Pilih salah satu

cap
Pa rpol

(. ..) (......... '|



MODEL B.2-KIVK
PARPOL

SURAT PERNYATAAN KESEPAI(ATAN

PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK*)

DALAM PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2O2O

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dewan Pimpinan Tingkat Kabupaten

Partai .......... atau Gabungan Partai Politik*) Kabupaten Labuhanbatu

Utara yang meliputi :

1. Partai ;dan

.;dan2 Partai

3. Partai...........

menyatakan :

1. sepakat untuk mengusulkan Pasangan Calon Bupati clan Wakil Bupati; dan

2. ticlal< akan menaril< Pasangan Calon Br-rpati dan Wal<il Bupati varrg telah diusulkan,

sebagaimana dimal<sud dalam Surat Pencalonar-r IModel B-KWK PARPOL) atas nama :

1. Calorr Brrpati

2. Calon Wakil Bupati

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan

sebagaimana mestinya.

DPW / DPD / DPC Partai Politik atau sebutan lain *)/

Gabungan DPW/DPD IDPC Partai Politik atau sebutan lain *)

Kabupaten Labuhanbatu Utara

Yang Mengajukan Fasangan Calon *)

Partai

IVlaterai

Ketua Sekretaris



Partai

Matera i

Ketua Sekretaris

Partai

Materai

Ketua Sekretaris

Keterangan:

1. *) Pilih salah satu.

2. Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan
Partai Politik.

(..........................)



MODEL B.3.KWK
PARPOL

PERNYATAAN KESEPAI(ATAN
ANTARA PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK*)
DENGAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2O2O

1.

2.

3

Yang bertanda tangan dibawah ini, Pimpinan:

Partai

Partai
Partai

.. ;dan

selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA, dan

1. Nama Bupati :

2. Nama Calon Wakil Bupati

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengikuti proses Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara sesuai ketentuan Undang-Undang dan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

Demikian kesepakatan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan

sebagaimana mestinya.

2020

DPW I DPD / DPC Partai Politik atau sebutan lain *ll

Gabungan DPW/DPD IDPC Partai Politik atau sebutan lain *)

Kabupaten Labuhanbatu Utara

Yang Mengajukan Pasangan Calon *)

Partai

Materai Ketua Sekretaris

)

Partai

Materai
Ketua Sekretaris



Partai

Il4 ate ra i

Ketua

Pasangan Calon

Sekretaris

Calon Wakil Bupati

)

Calon Bupati

)

Keterangan:

1. *) Pilih salah satu.
2. Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atar"r Gabungan Partai

Politik.



MODEL B.4-KWK
PARPOL

PERNYATAAN KESESUAIAN
NASI(AH VISI, MISI, DAN PROGRAM PASANGAN
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DENGAN RPJP DAERAH

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dewan Pimpinan Partai Politik Tingkat

Kabupaten Partai .................. atau GaLrungan Partai Politik*) Kabupaten

Labuhanbatu Utara yang meliputi:

1

2

3 Partai............

menyatakan bahwa naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara, telah sesuai dengan Rencana Pembangunan

fangka Panjang IRPJP) Daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan

sebagaimana mestinya.

2020

DPW / DPD / DPC Partai Politik atau sebutan lain * ) /
Gabungan DPW/DPD/DPC Partai Potitik atau sebutan lain *f

Kabupaten Labuhanbatu Utara

Yang Mengajukan Pasangan Calon *)

Partai

Materai

Ketua Sekretaris



)

Partai

Materai

Ketua Sekretaris

Partai

Materai

Ketua Sekretaris

Keteranqan:

1. *) Pilih salah satu.
2. Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik.

(..........................)



MODEL B-KWK
PERSEORANGAN

SURAT PENCALONAN BAI(AL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
PEMILITIAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

I(ABUPATEN LABUHA}IBATU UTARA TAHUN 2O2O

Berdasarkan ketenttran Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum,

bersama ini kami Pasangan Calcln :

1. Nama Bakal Calon Bupati :

2. Nama Bakal Calon Wakil Btrpati

menyatal<an:

1. mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2O2O dengan jumlah pendukung

orang (........."/"\ dari jumlah pemilih, .y-ang tersebar di ............
(.......%l Kecamatan*) dan telah memenuhi ketentuan jumlah minimal dukungan
dan sebaran sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

2. bahwa naskah visi, misi, dan program yang kami susun, telah sesuai dengan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.

Surat pencalonan ini sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Bakal Pasangan

Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan dilampiri dokumen lainnya sesuai ketentuan

Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pencalonan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan
sebagaimana mestinya.

2020

Bakal Calon Bupati Bakal Calon Wakil Bupati

Materai ( ) t )

4slsggsgq:
*) Pilih salah sattr.



"F otokopi e-KTP Pendukung

ditempel di sini"

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

I{ABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2O2O

Kelurahan / Desa*)
Kecamatan

Kabupaten
Provinsi

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

1. Nama
2. NIK
3. Jenis Kelamin
4. Alamat
5. RT/RW (apabila ada)
6. Tempat Lahir
7. Tanggal Lahir
a. Pekerjaan
9. Status Perkawinan Belum Kawin/Sudah Kau'in/Pernah Kalvin*)

dengan ini menyatakan dengan sebenarnva dan secara sukarela mendukung Bakal
Pasangan Caion Perseorangan dalarn Pernilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2O2O, atas rtarna:

r. Calon Bupati :

z. Calon Wakil Bupati

Sebagai bukti clukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, dalam Surat
Pernyataan dukungan ini saya tempelkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik
atau saya lampirkan Fotokopi Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana
mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya
mengingkari pernyataan dukungan ini, saya bersedia mempertanggungjawabkan
secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....2020

Yang Membuat Pernyataan ,

tsslsgeg@:*) Pilih salah satu.

t

MODEL B.I.KWK
PERSEORANGAN

)



MODEL B.1.I.KWK
PERSEORANGAIT

SURAT PERI'IYATAAN DAFTAR NAMA PENDUKUNGAN BAI(AL

PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI

DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA 2O2O

Nama Bakal Calon Bupati

Nama Bakal Calon Wakil Bupati

menyatakan daftar nama pendukung Bakal Pasangan Calon
Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada wilayah:

Provinsi :

Kabupaten :

Kecamatan :

Kelurahan/Desa:

sebagai berikut

10 11 1,25 6 7 B o
I 2 3 4

I

Bersama ini kami, atas nama Bakal Pasangan Calon Perseorangan:

Belum/
Sudah/
Pernah
Kaudn
rBls/Pl

Ket.RW
{Jika
ada)

?empat
Lahir

Tanggal
Lahir

PekerJaan
Nama NIK Jenis

Kelamin Alamat RT
{Jika
ada!

No

I

I

I

I



[)arr

Scterrrsrrr a

Demikan daftar nama pendukung ini dibuat untuk digunakan sebagaimana
mestinya. Apabila ternyata dikemudian hari ditemukan l<etidakbenaran terhadap
data tersebut di atas, kami bersedia diberikan sanksi sesuai ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

Bakal Calon Bupati

Materai

(

Bakal Calon Wakil Bupati

( .)

tsglgggnsan:
*J Pililr salalr satu.

I

.I



MODEL 8.1.2-KWK
PERSEORANGAN

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini, Bakal Pasangan Calon Perseorangan:

1 Nama
Jabatan

2. Nama
Jabatan

: Calon Bupati

: Calon Wakil Bupati

dengan ini menyatakan:
Bahrru'a kami memiliki integritas dan komitmen -vang tinggi untuk tidak melakukan
tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme atau melakukan pelanggaran hukum.

Demikian PAKTA INTEGRITAS ini dibuat dengan sesllngguhnya sebagai bukti
pcmenuhan persyaratan pencalonan dalam Pemilihan Bupati clan Wakil Bupati
Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2O2O sesuai ketentuan yang berlaku dan
dibr.rat dalam I (satu) rangkap asli untuk dapat dipergunakan sebagaimana
sernestinya.

2020

Yang Menyatakan,

Bakal Calon Bupati Bakal Calon Wakil Wakil Bupati,

MATERAI

Ss&@:
*) Pilih salah satu.

(.. .) (..... ..)



MODEL 8.2-KWK
PERSEORANGAN

REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN BAI{AL PASANGAN CALON PERSEORANGAN

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

I(ABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2O2O

Rekapitulasi jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun
2O2O atas nama:

1. Bakal Calon Bupati:

2. Bakal Calon Wakil Bupati

dengan rincian data sebagai berikut

Tabel Rincian Jumlah Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan

No Nama Kelurahan/Desa

1 3 4 5

1 1 orang

2 orang

3. dst orang

l 2 1, orang

2 orar-lg

3. dst orang

dst 1. clst orang-)

Demikian Rekapitulasi dukungan ini d isusun untuk digunakan

sebagaimana mestinya.

Materai

Calon Bupati Calon Wakil Bupati

( ......) )

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

Jumlah
Pendukung

I

1. I

I

I

I



MODEL 8.3-KWK
PERSEORANGAI{

PERNYATAAN KESESUAIAN
NASKAH VISI, MISI, DAN PROGRAM PASANGAN

CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
I(ABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2O2O DENGAN RPJP DAERAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Calon Bupati

Nama Calon Wakil Bupati

menyatakan bahwa naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon

Perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara

Tahun 2O2O, telah sesuai dengan Rencana Pembangunan fangka Panjang (RPIP)

Daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk

digunakan sebagaimana mestinya.

..2020

Calon Bupati Calon Wakil Bupati

M aterai

( t )

Ketetang4al
*) Pilih salah satu.



MODEL BA.I-KWK
PERSEORANGAN

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL DAN SEBARAN

DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2O2O

Pada hari ini ....... tanggal bulan Tahun dua
ribr.r ,.... berternpat di , KPLI Kabupaten Labuhanbatu
Utara telah melakukan verifikasi terhadap jumlah dan sebaran dukungan
Pasartrgan Calon Perseorangan dalam penrilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabr,rpaten I-:rbr-rhzrnbatu Utara Tahun 2O20, zrtas nzrma :

1. Calon Bupati

2. Calon Wakil Bupati

Dalam verifikasi jumlah dan sebaran dukungan Pasangan Calon

Perseorangan, KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara melakukan kegiatan

sebagai berikut :

a. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang

terdapat dalam dokumen asli hardcopy formulir Model 8.1-KWK

Perseorangan;

b. melakukan verifikasi terhadap jumlah lampiran formulir Model 8.1-KWK

Perseorangan.

c. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang

terdapat dalam softcopy formulir Model 8.1-KWK Perseorangan;

Hasil verifikasi administrasi jumlah minimum dukungan dan sebaran
dukungan Pasangan Calon tersebut, sebagai berikut:

1. f umlah dukungan yang terdapat dalam hardcopy formulir Model 8.1- KWK

Perseorangan sebanyak ....... orang dan tersebar di ,,..,.,..,...o/o Kecamatan

di Kabupaten Labuhanbatu Utara atau sebanyal<

Kabupaten/Kota/Kecamatan*), serta dinyatakan kurang dari/sama

dengan/lebih dari*) jumlah minimal dan sebaran dukungan.

2. Jumlah fotokopi identitas kependudukan atau surat keterangan dari Dinas

Kependudukan Catatan Sipil yang menjadi lampiran Formulir Model B.1-

KWK Perseorangan sebanyak pendukung, *), serta dinyatakan

kurang dari/sama dengan/lebih darix) jumlah minimal dukungan.
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3. fumlah dukungan yang terdapat dalam softcopy formulir Model

KWK Perseorangan sebanyak ....... orang dan tersebar di

Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Utara atau sebanyak

.. Kabupaten/ Kota/ Kecamatan*).

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana tersebut angka 1 dan angka 2,

dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan Memenuhi

syarat/Tidak Memenuhi Syarat.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empatJ/5 flima) rangkap, dan

masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU

Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon perseorangan;

2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara;

3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN

*) Pilih salah satu;

8.1-

,... o/o

2

1 I(etu a

Anggota

3 Anggota

4 Anggota

5 Anggota
I



MODEL BA.2-KWK
PERSEORANGAN

BERITA ACARA

HASIL VERIFII(ASI ADMINISTRASI TERHADAP

KESESUAIAN DATA PENDUKUNG DENGAN PERNYATAAN

DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2O2O

Pada hari ini ...... .. tanggal bulan Tahun dua

ribu bertempat di Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Labuhanbatu Utara telah melakukan verifikasi administrasi
terhadap kesesuaian data pendukung dengan bukti pernyatan dukungan
dalam pemilihan Bupati dan WakilBupati Kabupaten I-abuhanbatu Utara,
atas nama :

1. Bal<al Calon Bupati

Dalam verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Bakal
Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyatan dukungan, KPU

Kabupaten Labuhanbatu Utara melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis

kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir

Model 8.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk

atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan

catatan sipil;

2. verifikasi kesesuaian antara alamat pendul<ung dengan daerah Pemilihan;

3. verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;

4. verifikasi l<esesuaian alamat pendul<ung derrgan wilayah administrasi

PPS;

5. verifikasi identitas kependudukan untul< memastil<an pemenuhan syarat
usia pendukung dan/atau status perkawinan.

2. Bakal Calon Wakil Bupati :



)

Hasil verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Bakal
Pasangan Calon Perseorangan dengan bul<ti pel'nyatan dul<ungan tersebut di
atas sebagai berikut:

HASIL VERIFIKASI ISI FORMULIR MODEL 8.1 KWK PERSEORANGAN

(1)

Selanjutnya, pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat sebagaimana

tersebut pada kolom (2) tabel di atas, dilakukan verif ikasi:

1. kesesuaian data pendukung dengan DPT dan/atau DP4; dan
2. kegandaan dukungan pasangan calon perseorangan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing-
masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten
Labuhanbatu Utara,

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1,. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon perseorangan;
2. 1 [satu) rangkap untuk PPL melalui Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
I(ABUPATEN LABUHANBATU UTARA

Keterangan :

*) Pilih salah satu

(3)t2t

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN

1 Ketua

2 Anggota

3

4 Anggota

5 Anggota

Awal MS MS

Anggota 
I



MODEL BA.s.KIVK
PERSEORANGAIT

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA
PENDUKUNG DENGAN DAFTAR PEMILIH TETAP DAN/ATAU DAFTAR
PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2O2O

Pada hari ini bulan Tahun dua
ribu

tanggal
bertempat di , KPU Kabupaten Labuhanbatu

Utara telah melakukan verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data
dukungan Pasangan calon Perseorangan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan [DP4) dalam
Penrilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabr-rpaten l,abuhanbatu LJtara, atas
nama :

1. Calon Bupati

2. Calon Wakil Bupati

Dalam verilikasi adn-rinistrasi terhadap l<esesuaian data dukungan

Pasangan calon Perseorangan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau
Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan IDP4), KPU Kabupaten
Labuhanbatu Utara melakukan kegiatan verilikasi kesesuaian antara

formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan daftar pemilih tetap pada

Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih
Pemilihan;

Hasil verifikasi administrasi kesesuaian data dukungan pasangan calon

sebagaimana tersebut di atas, diperoleh jumlah pendukung sebanyak .............

Orang yang tidak tercantum dalam DPT dan/atau DP4 sebagaimana daftar
terlampir. Selanjutnya terhadap daftar pendukung tersebut dilakukan
koordinasi/klarifikasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Sedangkan terhadap pendukung yang tercantum dalam DPT dan/atau DP4

dilakukan verifikasi faktual.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 flima) rangkap, dan masing-
masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten
Labuhanbatu Utara.
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Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1. (satu) rangkap untuk pasangan calon perseorangan;

2. 1 (satuJ rangkap untuk PPK;

3. 1 (satuJ rangkap untuk PPS melalui PPK dengan dilampiri hasil klarifikasi

dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

4. 1 [satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara;

5. 1 fsatu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara.

KOMISI PEMILIHAN UMUM

I(ABUPATEN LABUHANBATU UTARA

Kete

*) Pilih salah satu;

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN

1 Ketua

2 Anggota

3 Anggota

4 Anggota

Anggota5



MODEL BA.3.1.KWK
PERSEORANGAIiI

BERITA ACARA
HASIL KLARIFIKASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Pada l"rari irri .............. tallggal bulan Tahun dua

ribu .... bertempat di ......, Ditras Kependudukan dan

Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara telah melakukan penelitian

kesesuaian antara data kependudukan yang dimiliki oleh Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil dengan data dukungan Pasangan Calon

perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu

Utara atas nama :

1. Bakal Calon Bupati

2. Bakal Calon Wakil BuPati

Hasil klarifikasi terhadap jumlah pendul<ungyang tidak tercantum dalam

DPT dan/atau DP4 sebagai berikut:

3 fumlah Pendukung Yang tidak dapat dinyatakan

status kepend udukannYa

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 2 [dual rangkap, dan masing-

masing rangkap ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untttk KPU Kabupaten Labtrhanbattr LJtitra; dan

2. 1 [satu) rangkaP untuk arsiP.

No

1 f umlah Pendukung yang status kepen

benar

dudukannya

Jumlah Pendukung yang status kependudukannya2

I

I tidat< benar.

Uraian
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Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabupaten Labuhanbatu Utara

Keterangan :

*l Pilih salah sattt

t



MODEL BA.4-KWK
PERSEORANGAN

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN DUKUNGAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM

PEMILIHAI{ BI]PATI DAN WAKIL BT'PATI

I(ABUPATEN LABUHAITBATU UTARA TATIUN 2O2O

Pada hari ini tanggal bulan .".... Tahun dua

ribu bertempat di , KPU KabuPaten

Labuhanbatu Utara telah melakukan verifikasi dugaan kegandaan terhadap

dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati atas

nama :

1. Calon Bupati

2. Calon Wakil Bupati :

Verifikasi terhadap dugaan kegandaan dukungan Pasangan Calon

Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati, meliputi :

1. Satu orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu)

Pasangan Calon perseorangan;

2. Satu orang memberikan dukungan kepada lebih dari I (satu) Pasangan

Calon perseorangan; atau

Hasil verifikasi dugaan kegandaan terhadap pendukung yang dinyatakan

memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Be rita Ac"rra Model BA.1 KWK

Perseorangan), sebagai berikut :

TABEL I
HASIL VERIFII(ASI DUGAAN KEGANDAAN

No

I Pendukung
sebagaimana
Perseorangan

yang dinyatakan
tercantum dalam

memenuhi syarat (MS)

Formulir Model BA.2-KWK

2 Pendukung yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali

kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan dukungan

tersebut harus dihitung i (satu) dukungan'

Uraian Jumlah
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3 Pendukung yang membenkan dukungan kepada lebih dari I

(satu) pasangan calon, dan sementara tetap dinvatakan
mendukung untuk dilakukan verifikasi faktual statu s

dukungannya oleh PPS.

4 Pendukung Pasangan Calon Perseorangar \/ang dinvatakan

memenuhi syarat setelah dikurangi iumlah dukungan ganda

yang hanya dihitung 1 (satu) dukungan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat)/5 (lima)*) rangkap, dan

masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU

Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon perseorangan;

2. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPS melalui PPK;

3. 1 (satu) rangkap untuk arsip; dan

KOMISI PEMILIHAN UMUM

I(ABUPATEN LABUHANBATU UTARA

Keterangan :

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN

1 Ketua

2 Anggota

J Anggota

4 Anggota

5 Anggota

*) Plih salah satu.



MODEL BA.s-KWK
PERSEORANGAI{

BERITA ACARA

HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN BAI(AL PASANGAN CALON

PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN

LABUHANBATU UTARA TAHUN 2O2O OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Pada hari ini ...... tanggal .. ...... bulan......... '..'.. tahun dua

ribu . ..... bertempat di .. Panitia Pemungntan Suara (PPS)

telah melakukan penelitian faktual terhadap dokrrmen dukrtngan dan hasil

penelitian dugaan kegandaan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara atas nama:

2. Bakal Calon Wakil Bupati

Dalam penelitian faktual, Panitia Pemungutan Suara telah melakukan

kegiatan sebagai berikut :

a. Mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah 
- 
dinyatakan

memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama dan

alamat pendukung, serta dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon

Perseorangan;

b. Berkoordinasi dengan bakal pasangan calon dan/atau tim penghubung

bakal pasangan calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah

desa/kelurahan *) pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk
mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan, apabila pendukung tidak

dapat ditemui di alamat yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sejak

pendukung tidak dapat ditemui, guna mencocokkan dan meneliti

kebenaran dukungan;
c. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya

kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan, bagi pendukung yang tidak

hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan sebagaimana tersebut

pada huruf b, dan datang langsung ke PPS paling lambat sebelum batas

akhir verifikasi faktual;
d. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya

kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan terhadap dugaan dukungan

ganda pada Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan.

Hasil penelitian faktual dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan

dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut :

1. Bakai Calon Bupati :



A. Hasil Penelitian Faktual

Selanjutnya, terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui sebagaimana

tersebut pada kolom (3) tabel di atas, dilakukan koordinasi dengan Bakal
Pasangan Calon dan/atau Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon untuk
dilakukan penelitian faktual lanjutan pertama dengan menghadirkan yang

bersangkutan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Adapun hasil
penelitian faktual lanjutan pertama tersebut sebagai berikut:

B. Hasil Penelitian Faktual Lanjutan Pertama

Selanjutnya, terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui sebagaimana
tersebut pada kolom (3) tabel di atas, diberikan kesempatar-r datang ke Kantor
PPS untuk dilakukan penelitian lanjutan kedua. Adapun hasil penelitian
faktual lanjutan pertama tersebut sebagai berikut:

C. Hasil Penelitian Faktual Lanjutan Kedua

Berdasakan hasil penelitian faktual sebagaimana tersebut pada Huruf A, Huruf

B, dan Huruf C, disimpulkan hasil sebagai berikut :

KESIMPULAN HASIL PENELITIAN FAKTUAL

(s)(2)(1)

(2) (s)(1)

Kolom (L) Tabel A + Kolom (1)

Tabel B + Kolom [1J Tabel C

Kolom (2J Tabel A + Kolom (2)
Tabel B + Kolom (2J Tabel C +

Kolom (3) Tabet C

lumlah Keseluruhan hasil
penelitian fal{tual

JUMLAH

IVTS TMS TIDAK DAPAT DITEIVruI
(2) (3)

(2\

(1)

MS

JT'MLAH

TMS TIDAK DAPAT DITEMUIMS

rMS KARENA TIDAX DAPAT
DITEMUITMS

Uriian MS TMS

I



Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap, dan masing-

masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk bakal Pasangan Calon Perseorangan;

2. 1 (satu) rangkap untuk PPK dilampiri semua dokumen dukungan setiap

bakal Pasangan Calon Perseorangan;

3. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara melalui PPK;

4. 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan

5. i (satu) rangkap untuk arsip PPS.

PPS

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN

1 Iietua

2 Anggota

J Anggota



LAMPIRAN MODEL 8A.5.
KWK PERSEORANGAIY

SURAT PERNYATAAN
TIDAK MENDUKUNG BAI(AL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
I(ABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2O2O

Yang bertanda tangan dibawah ini :

a. Nama

b. Nomor KTP/NIK

c. Alamat

d. TTI-lUmur

e. lenis Kelamin

/... .. ..tahun

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tida.k perna.h

ntend.ukung dalam bentuk apapun terhadap pencalonan Bakal Pasangan

Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Labuhanbatu Utara,

atas nama:

1. Bakal Calon BuPati

2. Bakal Calon Wakil BuPati

dan bersed.ia./tid.ak bersedia*) membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada

Surat Pernyataan ini

..........20

Yang membuat PernYataan

KeteranEan:
*) Pilih salah satu.

( l



MODEL BA.6.KWK
PERSEORANGAIII

REKAPITULASI DUKUNGAN BAI(AL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI I(ABUPATEN LABUHANBATU UTARA

TAHUN 2O2O DI TINGI(AT KECAMATAN

Pada hari ini ...... tanggal .... .... bulan Tahun dua ribu

bertemPat di PPK. "'telah

melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon

perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu

Utara berdasarkan hasil penelitian faktual yang dilakukan oleh PPS terhadap

dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama :

1. Bakal calon Bupati

2. Bakal calon Wakil BuPati

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon

Perseorangan di tingkat kecamatan, PPK telah melakukan

kegiatan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan caion Perseorangan di tingkat

kecamatan berdasarkan hasil penelitian faktual yang telah dilaksanakan oleh

PPS dan mengumumkan hasil rekapitulasi;

2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan calon Perseorangan

sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/tidak ada *) keberatan dari

pasangan bakal calon/tim penghubung/Panwas Kecamatan.

3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana terebut pada angka 2 **\:

PPK menerima dan melakukan pembetulan'

Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan calon
perseorangan atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta

bersedia/tidak bersedia *) mengisi Formulir Keberatan di tingkat

Kecamatan.

4 Mencatat keberatan d,anlatau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir

Model BA.6 KWK -Perseorangan

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan calon

Perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil penelitian faktual yang

telah dilaksanakan oleh PPS, sebagai berikut :



TABELI.HASILRAPATPLEI{oREKAPITULNiIDI,I(UNGANPASAI{GANBAxArcAI,o[PERSEoRAI{GANDITII{GXATKECA.IiIATAI{

JUMLAHDESA Dst.DES4......DESADESADESAURAIANNO

Perseorangan yang memenuhi syarat berd:rsarkan

hasil penelitian taktual oleh PPS setrag:riman:r

tercantum clalam .ir'rmlah akhir pada tabel IV

kolom MS pacla Formulir Model BA 5-KWI{

Perseorangan untuk setiaP desa.

['asangan calotrJumlah Pcnclukutrg Bakal

Perseorangan yang clicoret ctan ticlak memet-tt'thi

syarat karena aclanya keberatan dan dilakukan

Jumlah pendukung Elal<al I'asangirn <::tlot't

pembetttlan oleh ['PK.

)

pendukung tsakal I'asangitn

Perseorangan yang ditambah dan memenuhi

syarat karena adanva keberatan clan clilitktrkzrr-r

r:alou

pembetuian oleh I'PK

3

1+ pendukung Bakal Pasangan

Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan

tingkat kecamatan yang dinyatakan memenuhi

syarat.
((No.l+No.3) - No.2)

calonJumlah

DESA......
I

DESA......

I

I

I

I



Demikian Berita Acara tni dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap

ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

l 1 (satu) rangkap untuk pasangan bakal calon perseorangan:

2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara;

3. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan;

4. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.

PPK

Keterangan :
*) Pilih salah satu.

**) Beri tanda [r{ pada kotak vang tersedia terhadap rtraian vang sesuai

NO NAMA JABATAN TANDA TAIYGAN

i Ketua

2 Anggota

3 Anggota

4 Anggota

5 Anggota



Lampiran MODEL
BA.6-KIVK

PERSEORAIiIGAIT

PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN

DALAM PROSES REI(APITULASI DUKUNGAN BAI(AL PASANGAN

CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN

WAKIL BUPATI I(ABUPATEN LABUHANBATU UTARA

TAHUN 2O2O DI TINGI(AT KECAMATAN

Dalam proses Rekapitulasi Dr:kr.r ngan Bakal Pasangart (lalon [)erseoratrgarl dalatn pemilihan

Bupati Dan wakil Bupati Kabupaten l,abuhanbattr LItara di Kecamatan

.. Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Surnatera Utara telah

teriadi/tidak ter'ladi *) kejadian khusus clan/atau pel'rlyataan kebcratarr oleh Bakal Pasangan

Calon Perseorangan/Tirn Bakal Pasangan Calon Perseorangan *) :

BAKAL PASANGAN CALON / TIM

BAKAL PASANGAN CALON *)

2020

PANITIA PEMILIHAN KECAIVIATAN

KETUA

Keterangan :

*) Coret yang tidak Perlu.

**) Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Kettta PPK, dan apabila terdapat

keberatan dari Bakal pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon

Perseorangan ditandatangani bersama oleh Bakal Pasangan calon Perseorangan/Tim Bakal

Pasangan Calon Perseorangan dan Ketua PPK'



MODEL BA.7-KWK
PERSEORANGAI'[

REI(APITULASI DUKUNGAN BAI(AL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

DI TINGI(AT KABUPATEN

Pada hari ini tanggal bulan Tahun duaribu

Dua puluh bertempat di KPU Kabupaten

Labuhanbatu Utara telal-r melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan

Bakal pasangan calon Perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Labuhanbatu Utara berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh

PPK terhadap dokumen dukungan Bakal pasangan calon Perseorangan atas

1. Bakal Calon BuPati

2. Bakal Calon Wakil I3uPati

DalamrapatplenorekapitulasidukungantingkatKabupaten,KPU
Kabr.rpaten Labuhanbatu LItara telah melakukan l<egiatan sebagaiberikut :

1. Rekapitulasi dukungan Bakal pasangan calon Perseorangan di tingkat

Kabupaten berdasarkan hasil rekapitulasi dukungarr oleh PPK dan

mengumLtml<an hasil rel<apitr'rlasi;

2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Bal<al pasangan calon Perseorangan

sebagaimana tersebut pada angka 1,, ada/tidak ada*) keberatan dari bakal

pasangan calon/tim penghubung/Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu utara'

3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka 2 **):

D Kpu Kabupaten Labuhanbatu Utara menerima dan melakukan

pembetulan.
Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal pasangan calon atau

Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia *)

mengisi Formulir Keberatan di Tingkat Kabupaten Labuhanbatu Utara'

4. Mencatat keberatan dan/atau keiadian khusus ke dalam Lampiran Formulir

Model BA.7-KWK -Perseorangan'

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan calon

Perseorangan di tingkat Kabupaten Kabupaten Labuhanbatu Utara' berdasarkan

hasil rekapitulasi dukungan oleh PPK, sebagai berikut:

nama :



TABEL I. HASTL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT KABUPATEN
*)

NO URAIAN KEC....... KEC....... KEC....... KEC. KEC. KEC. ...... KEC. Dst. JUMLAH

1, funrlah pendukung ll:tkal pasangan c;r lon

Perseoratrgan yang memenuhi syarat

berdasarkarr hasil rekapittrlasi dtrktrngarr cli

tingkat Kccanratatr scbagainratra tercalltum

dalam Tabel t angka 4 Forrnulir M<ldel 8A'6-

KWK Perseor:rng;rn dikurangi dengan dul<trngan

yang dinyatakan 'l'iclak Mementrhi Syarat

berdasarkan lrasil koordinasi dengan

Disdukcapil (T M S D tr kca pil), dari st--tia p

kecamatan.

Catatan : khusus untuk Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gtrbernttr tidak perlu clikurangi 'l'MS

Dukcapil
2 funrlah pcrttltrklt trg I-l;rkal p.ls.lltgan cil I rr t't

Perseorangatl yallg dicore t dan tid:rk memcrtuhi

syarat karetra ;rdarrya ke'beratan d:.rn dilakukan

pentbetular.r oleh Kt'Ll h.tbttpaterl l'abuh:rnllatr't
lJ ta ra.

3 funrlah pcnclnklttrg llal<al pasangan cir lon

Perseorang;lrl yallg tlitanrbah dan tnenrettttlri

syarat kat'etta adarrya kebe ratan darn clilakuk:rrr

penrbetulatr oleh KPIJ Kabupater.r ['abuhattlla
tl ta ra.
Jumlah pendukung Bakal pasangan calon

Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan

tingkat Kabupaten Labuhanbatu Utara.

((No.1+No.3) - No.2)

4



TABEL II
REI(APITULASI JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN

Berclasarkan Tabel I dan Tabel II rel<apitulasi clinyatal<;tn:

1. Memenuhi / tidal< menrenuhi*) jtrnrlalr nrinimttnr dltl<ltngilrl,

2. lumlah kekurangan dukungan terhadap jun-rlah mininrum dukungan

sebanyak.'''..........'..pendukung,yangwajibdiperbaikipadamasa
perbaikan sebanyak 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan dukungan

sebanyak Pendukung'
3. Memenuhi/tidak memenuhi*) jumlah sebaran dukungan.

4. fumlah kekurangan sebaran dukungan yang harus diperbaiki pada masa

perbaikan sebanyak """'Kecamatan'

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing

rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota'

Berita Acara ini dibuat 4 [empat) rangkap, dan masing-masing rangkap

ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Labuhabatu Utara'

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. L [satu) rangkap untuk Bakal pasangan calon Perseorangan sebagai

dokumen untuk melakukan pendaftaran;

2, 1 (satu) rangkap untul< Panwaslu Kabupaten l,abtrhanhattr [ltara;

3, 1 (satuJ rangkap untul< arsip KPU Kabupaterl I-abtrhabattr lJtara; dan

KOMISI PEMILIHAN UMUM

I(ABUPATEN LABUHABATU UTARA

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

**) Beri tanda Ir/] pada kotak yang tersedia terhadap ttraian yang sesuai

. oranga.
1

.. oranh

......................... orac. dst......................,

NO NAMA JABATAN TANDA TAI{GAN

1
Ketu a

2 Anggota

3 Anggota

4 An ggota

5 Anggota

JUMLAH PERSEORANGAN

(S eb a gai mana tercantliryPd
nomor 4 Tabel I unttrk setieP':

KABUPATEN/KOTA KECAMATANNO



Lampiran MODEL
BA.7-KWK

PERSEORANGA}I

PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN

DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN BAI(AL PASANGAN

CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN

WAKIL BUPATI I(ABUPATEN LABUHABATU UTARA

DI TINGI(AT KABUPATEN

Dalam proses Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan

Bupati Dan Wakil Bupati KabupaterTLabuhabatu Utara Provinsi Sumatera Utara telah

terjadi/tidak ter;adi *J keladiarr khusus dan/atau pel-nyataan keberatan oleh Bakal Pasangan

Calon Perseorangan/Tirn Bakal Pasangan Calon Perseoratrgan*) :

2020

BAKAL PASAIiIGAIT CALON/TIM

BAKAL PASANGAIY CALON *)

Keterangan :

*) Coret yang tidak Perlu.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHABATU UTARA
KETUA

**) Kejadian Khusus dicatat dan ditanclatangani oleh Ketua KPtl KabuPatcn/Kota, dan apabila

terclapat keberatan clari tlal<al Pasangai Calon ['ct'scorartgan/Tirrr I]akal Pasangan Calotr

perseorangan ditanclatangani bersarna oleh Bakal Pasangan Calon Pcrseorangan/Tim Bakal

pasangan Calon Perseorangan dan Ketua KPU Kabupaten Labtrhanbatu lltara.



MODEL BA.I-KWK
PERSEORANGAII PERBAIKAN

BERITA ACARA

HASIL VERIFII{ASI PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL DAN SEBARAN

DUKUNGAN PERBAII(AN DALAM PEMILIHAN BUPATI

DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LABUHABATU UTARA

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua

ribu ..... bertempat di ... .... , KPU Kabuparerr Labuhanbatu

Utara telah melakukan verifikasi terhadap jumlah dan sebaran dukungan

perbail<an Bakal Pasangan calon Perseorangan dalam pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara, atas nama :

1. Bakal Calon BuPati

2. Bakal Calon Wakil BuPati

Dalam verifikasi jumlah dan sebaran dukungan perbaikan Bakal

Pasangan Calon Perseorangan, KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara

melakukan kegiatan sebagai berikut :

a. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan perbail<an dan persebaran

yang terdapat dalam dokumen asli hardcopy formulir Model B'1-KWK

Perseorangan Perbaikan ;

b. melakukan verifikasi terhadap jumlah larnpiran formulrr Model B'1-KWK

Perseorangan Perbaikan.

c. melakukan verifikasi terhadap jumlah dul<ungan perbaikan dan persebaran

yangterdapatdalamsoftcopyformulirModelB.l-KWKPerseorangan
Perbaikan;

Berdasarkan Hasil Pleno Rekapitulasi Dtrkungan Bakal Pasangan Calon

Per-seor-angan di tingl<at KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara jumlah

kekurangan dukungan sebagaimana terdapat dalanr BA'7-KWK

Perseorangan/BA.B-KWK Perseorangan*) sebanyak

pendukung dan tersebar di....,....................kecamatan/l<abupaten/kota*J'

Hasil verifikasi administrasi jumlah minimum dukungan perbaikan dan

sebaran dukungan Pasangan Calon tersebut, sebagai berikut:
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1. fumlah dul<ungan yang terdapat dalam hardcopy formulir Model B.1-
KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak ....... orang dan tersebar di
....................(yo Kabr-r patenf Kota/ Kecamatan*) cli Kabupaten
Labuhanbatu Utar';r atau sebanyal< .........Kabupaten/ Kota/
Kecamatan*), serta dinyatakan kurang dari/sama dengan/lebih dari*)
jumlah kekurangan dan sebaran dukungan.

2. Jumlah fotokopi identitas kependudul<an atau surat l<eterangan dari

Dinas Kependudukan Catatan Sipil yang menjadi lampiran Formulir

Model 8.1-KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak pendukung,*),

serta dinyatakan kurang dari/sama dengan/lebih dari*) jumlah

kekurangan dan sebaran dukungan.

3. fumlah dukungan perbaikan yang terdapat dalam softcopy formulir
Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sebanyal< orang dan

tersebar di ....................o/o Kabupaten/ Kota/ Kecamatan*) di

Kabupaten Labuhanbatu Utara atau sebanyak

Kabupaten/ Kota/ Kecamatan*).

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana tersebut angka 1 dan

angka 2, dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan
dinyatakan Memenuhi Syarat/tidal< Memenuhi Syarat*)

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 [tiga) rangkap dan masing-

masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dau anggota KPU Kabupaten

Labuhanbatu Utara.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

L. 1 (satuJ rangkap untuk Pasangan Calon perseorangan;

2. 1 fsatu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Labuhanbattr lJtara;

3. 1. [satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara

KOMISI PEMILIHAN UMUM

I{ABUPATEN LABUHANBATU UTARA

Keterangan :
*) Pilih salah satr-r;

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN

1 Ketua

2 Anggota

3 Anggota

+ Anggota

Anggota5.



MODEL BA.2-KWK
PERSEORANGAI{ PERBAIKAN

BERITA ACARA
HASIL VERIFII(ASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN

DATA PENDUKUNG PERBAII(AN DENGAN PERNYATAAN

DUKUNGAN PERBAIKAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN

WAKIL BUPATI I(ABUPATEN LABUHANBATU UTARA

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua

ribu bertempat di KPU Kabupaten Labuhanbatu

Utara telah melal<ukan verif,ikasi administrasi terhadap kesesuaian data

pendul<ung perbail<an dcngan bul<ti pernyatan dtrl<utrgarr ltet'baikan dalam

pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhatrbatu Utara, atas

nama:

1. Calon Bupati

2. Calon Wakil Bupati:

Dalam verifikasi administrasi terhadap kesesuaiatr data dukungan

perbaikan Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyatan dukungan

perbaikan, KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara melakukan kegiatan sebagai

berikut :

1. mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis

kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir

Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dengan fotokopi Kartu Tanda

Penduduk atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas

kependudukan dan catatan sipil;

2. verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;

3. verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan perbaikan;

4. verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi

PPS;

5. verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat

usia pendukung dan/atau status perkawinan.
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Hasil verifikasi adnrinistrasi terhadap kesesuaian data dukungan Perbaikan

Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyatan dLrl<ungan perbaikan

tersebut di atas sebagai berikut :

HASIL VERIFIKASI ISI

FORMULIR MODEL B. I-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

Terhadap pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat,

verifikasi:
1. kesesuaian data pendukung dengan DPT dan/atau DP4; dan

2. kegandaan dukungan pasangan calon perseorangan.

dilakukan

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 [tiga) rangkap, dan masing-

masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten

Labuhanbatu Utara.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 fsatu) rangkap untuk Pasangan Calon perseorangan;

2. 1 (satu) rangl<ap untuk Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara;

3. 1 [satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Labuhabatu Utara.

KOMISI PEMILIHAN UMUM

I(ABUPATEN LABUHANBATU UTARA

Keterangan :

*) Pilih salah satu

MS MSAwal
(21 (3)(1)

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN

L Ketua

2 Anggota

)5 Anggota

4 Anggota

5 Anggota

Jumlah



MODEL BA.S-KWK
PERSEORANGAN PERBAIKAN

BERITA ACARA

HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA

PENDUKUNG PERBAII(AN DENGAN DAFTAR PEMILIH TETAP DAN/ATAU

DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

ribu
Pada hari ini tanggal

bertempat di

bulan Tahun dua

KPU Kabupaten Labuhanbatu

Utara telah melakukan verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data

dukungan perbaikan Pasangan calon Perseorangan dengan Daftar Pemilih

Tetap iDPT) dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan

[DP4) dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu

Utara, atas nama :

1. Calon Bupati

2. Calon WakilBupati

Dalam verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan

perbaikan Pasangan calon Perseorangan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4), KPU Kabupaten

Labuhanbatu Utara melakukan kegiatan verifikasi kesesuaian antara formulir

Model 8.1-KWK Perseorangan Perbaikan dengan daftar pemilih tetap pada

Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih

Pemilihan;

Hasil verifil<asi administrasi kesesuaian data dukungan perbaikan

pasangan calon sebagaimana tersebut di atas, diperoleh jtrrttlah pendukung

sebarryal< orang yang tidak tercan[urn dalaltt DI']T dan/atau DP4

sebagaimana daftar terlampir. Selanjutnya terhadap daftar pendukung

tersebut dilakukan koordinasi/klarifikasi dengan Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil. Sedangkan terhadap pendukung yang tercantum dalam DPT

dan/atau DP4 dilakukan verifikasi faktual.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalan.r 5 flima) rangl<ap, dan masing-

masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten

Labuhanbatu Utara.
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Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangl<ap untul< patsangan calon pe I'seol'altgan;

2. 1 [satu) rangkap untuk PPK;

3. 1 [satuJ rangkap untuk PPS melalui PPK dengan dilampiri hasil klarifikasi

dari Dinas Kependudul<an dan Catatan Sipil;

4. 1 [satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara;

5. 1 (sattr) rangl<ap untrrl< arsip KPIlKahupatcrl l.abuhrnhattt IItara.

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

Keterangan :

*) Pilih salah satu;

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN

1 Ketua

2 Anggota

3 Anggota

4 Anggota

5 Anggota



MODEL 8A.3.1-KWK
PERSEORANGAN PERBAIKAN

BERITA ACARA
HASIL KLARIF'II(ASI DINAS KEPENDUDUI(AN DAN CATATAN SIPIL

Pada hari ini tanggal bulan .. ..... Tahun dua ribu
... bertempat di. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabupaten Labuhanbatu Utara telah melakukan penelitian kesesuaian antara data

kependudukan yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan

data dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara, atas nama :

1. Caion Bupati

2. Calon Wakil Bupati

Hasil klarifikasi terhadap jumlah pendukung perbaikan yang tidak tercantum

dalam DPT dan/atau DP4 sebagai berikut :

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, dan masing-masing

rangkap ditandatangani oieh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabupaten Labuhanbatu Utara

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara; dan

2. 1 (satu) rangkap untuk arsip.

Kepara Dinas *"r";;;;;*;; ;.; ;;.;..;::;:
Kabupaten Labuhanbatu Utara

Keler44gq4 1

Jumlah Pendukung Perbaikan

kependudukannya tidak benar.

yang status

Jumlah Perbaikan

kependudukannya benar
Pendukur-rg yang status

Jumlah Pendukung Perbaikan yang tidak dapat

dinyatakan status kependudukannya.
J

") Pilih salah satu

Uraian

1l
JumlahNo

2



MODEL BA.4-KWK
PERSEORANGATiI

PERBAIKAN

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN DUKUNGAN

PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

Pada hari ini tanggal bula n

ribu bertempat di... KPU

Labuhanbatu Utara telah melakukan verifikasi dugaan

terhadap dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan

Wakil Bupati atas nama :

Tahun dua
Kabupaten
kegandaan

Bupati dan

1. Calon Bupati

2. Calon Wakil Bupati

Verifikasi terhadap dugaan kegandaan dukungan perbaikan Pasangan

Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati, meliputi:

1. Satu orang memberikan dukungan lebih dari 1 [satu) kali kepada 1 (satu)

Pasangan Calon perseorangan;

2. Satu orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 [satu) Pasangan

Calon perseorangan; atau

Hasil verifikasi dugaan kegandaan terhadap pendukung yang dinyatakan

nlemenr-thi syarat sebagainrana dimaksud dalam Berita Acar;r Model BA.1 KWK

Perseorangan Perbaikan), sebagai berikut :

TABEL I
HASIL VERIFII(ASI DUGAAN KEGANDAAN

Uraian Jumlah

1 Pendukung yang dinyatakan
sebagainrana tcrcanttrm dalatrr

Perseora nga n Perbaika n.

mernenuhi syarat (MS)

Forrnulir- Moclcl BA.2'l(WK

2 Pendukung yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali

kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan dukungan

tersebut harus dihitung 1 (satu) dukungan.

No

I



2

Pendukr.rng yang memherikan dukungan kepada lehilr dari 1

(satuj pasangan calon, dan sementara tetap dinyatakan
rnendukur.rg untr-rk clilakukan verifikasi 29actr"ral stattls

dukungannya olclr PPS.

4 Perrdukurrg yang telah rnernberikan dukungan l<etrtacla pasangall

calon perseorangalr yarrg telah clinyatakan tnentettrthi syal'at

5 Pendukung yang telah memberikan dukungart kepada pasangan

calon lain dan telah dinyatakan memenuhi syarat

6 Pendukung Pasangan Calon

memenuhi syarat

Perseorangan yang dinyatakan

3

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 [empat)/5 [linraJ*) rangkap, dan

masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU

Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

L. 1 fsatu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon perseorangan;

2. 1 fsatu) rangkap disampaikan kepada PPS melalui PPK;

3. 1 [satu) rangkap untuk arsip; dan

KOMISI PEMILIHAN UMUM

I(ABUPATEN LABUHANBATU UTARA

Keteranqan :

*) Plih salah satu

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN

1 Ketua

2 Anggota

3 Anggota

4 Anggota

5 Anggota

I



MODEL BA.s-KWK
PERSEORAN GAI{ PERBAIKAIiI

BERITA ACARA

HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN PERBAIKAN

PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI I{ABUPATEN LABUHANBATU UTARA

OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua

ribu . .... bertempat di .. Panitia Pemungutau Suara (PPS)

telah melakukan penelitian faktual terhadap dokumen dukungan perbaikan

dan hasil penelitian kegandaan dukungan perbaikan Pasangan Calon

Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Labuharrbatu Utara. atas ltama :

1. Calon Bupati

2. Calon Wakil Bupati :

Dalam penelitian faktual, Panitia Pemungutan Suara telah melakukan

kegiatan sebagai berikut :

a. Berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Pasangan

Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah

desa/kelurahan*) pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk
mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan perbaikan;

b. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya

kepada Pasangan Calon Perseorangan, bagi pendukung yang tidak hadir

pada waktu dan tempat yang telah ditentukan sebagaimana tersebut pada

huruf a, dan datang langsung ke PPS paling lambat sebelum batas akhir

verfikasi faktual;
c. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya

kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan terhadap dugaan dukungan

ganda pada Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan perbaikan.

d. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya

kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan terhadap dugaan dukungan

ganda pada Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan'

Hasil penelitian faktual dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagai berikut :



TIDAK DAPATMS
(21 (3)(1)

A. Hasil Penelitian Faktual

Selanjutnya, terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui sebagaimana

tersebut pada kolom (3), diberikan kesempatan datang ke kantor PPS untuk
dilakukan penelitian faktual lanjutan. Adapun hasil penelitian faktual lanjutan

tersebut sebagai berikut :

B. Hasil Penelitian Faktual Lanjutan Pertama

Berdasarkan hasil penelitian faktual sebagaimana tersebut pada Tabel Huruf A

dan Huruf B, disimpulkan hasil sebagai berikut :

KESIMPULAN HASIL PENELITIAN FAKTUAL

I Lrnrllh KcselLrrttlt.ttt hltstl
penelitiarr fal<tual

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap, dan masing-

masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS'

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk bakal Pasangan Calon Perseorangan;

2. 1 (satu) rangkap untuk PPK dilampiri semua dokumen dukungan setiap

bakal Pasangan Calon Perseorangan;

3. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara melalui PPK;

4. 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan

5. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

(3)(2\(1)

(s)(2)(1)

Koloru (1J Tabel A + Kolorr ( I )

Tahel B

l(oiorrr (l) Iahcl A + Kolom (2)
'labcl R + Kolom [3) Tabel B

JIIMLAH

TMS

MS TMS

TMSMSUraian



NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN

I Ketua

2 Anggota

3 Anggota

Keteranqan :

*) Pilih salah satu.

PPS



LAMPIRAN MODEL BA.s-KWK
PERSEORANGAIiI PERBAIKAN

rrDAK MEND;urffi 'J^iI'T'#X"NGAN cALoN
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN

WAKIL BUPATI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

a. Nama

b. Nomor KTP/NIK

c. Alamat

d. TTL/Umur

e. Jenis l(elamin

tahun

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak pernah

mendukung dalam bentuk apapun terhadap pencalonan Bakal Pasangan

Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Labuhanbatu Utara Tahun 2O2O,

atas nama:

1. Bakal Calon Bupati :

2. Bakal Calon Wakil Bupati

dan bersedidtidak bersedia*) membubuhkan tanda tanganf cap jempol pada

Surat Pernyataan ini.

Yang membuat pernyataan

Kete rangan:
.) Pilih salah satu



MODEL BA.6-KWK
PERSEORANGAIT PERBNKAN

REI(APITULASI DUKUNGAN PERBAII(AN BAKAL PASANGAN CALON

PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

I(ABUPATEN LABUHANBATU UTARA DI TINGKAT KECAMATAN

Pada hari ini ...... tanggal .... .... bulan Tahun dua ribu

.. .... .. . .... bertempat di PPK . .. ' telah

melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon

Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu

Utara berdasarkan hasil penelitian faktual yang dilakukan oleh PPS terhadap

dokumen dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan atas nama :

2. Calon Wakil Bupati

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon

Perseorangan di tingkat kecamatan, PPK telah melakukan

kegiatan sebagai berikut :

1 , Rekapitulasi ciukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat

kecamatan berdasarkan hasil penelitian faktual yang telah dilaksanakan oleh

PPS dan mengumumkan hasil rekapitulasi;

2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon

Perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/tidak ada *) keberatan

dari pasangan Calon/tim penghubung/Panwas Kecamatan.

3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana terebut pada angka 2 **l:

D PPK menerima dan melakukan pembetulan.

Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon

Perseorangan atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta

bersedia/tidak bersedia *) mengisi Formulir Keberatan di tingkat

Kecamatan.

4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir

Model BA.6 KWK -Perseorangan Perbaikan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon

Perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil penelitian faktual yang

telah dilaksanakan oleh PPS, sebagai berikut :

l. Calon Bupati :



TABEL I. HASIL RAPAT PLENO REKA.PITULASI DIJXIJI|GA.}I PERBAIKAJT PASAIGA.II CAION PERSEORT.IIGAN DI TINGKAT KECA.UATAIT

URAIANNO DESA DESA DESA...... DESA DESA.. DESA.. DESA Dst. JUMLAH

I Jumlah pcndukung pcrbaik:ur I'ils:rngarl Calon

Perseorangan )'ang memcnuhi svarat berrlarsarkan

hasil pene [itian l'al<tuzrl oleh ['['S scb:rgaimana

tercantLrm dalam iumkrh akhir paciir l<olom (2)

Tabet kesimpulan pada F-ormultr Mocle I RA.5-KWK

Perseorangan untuk setillp clesa.

2 Jumlah pcndukung pcrbaikzur l'astrngan Calon

Perseorangan yang ditamlt:rh tl:rn memenuhi

syarat kart'na adanya kt't)cr?rt?rn dan t.lilakul<an

pembetulan oleh PPK.

Jumlah pt'ndukung per-baikiur I'asangan Calon

Perseorangan -r'ang dicorct deu-r titlak mcmenuhi

syarat karena adanya keberatan <lan dilakukan
pembetulan oleh PPK.

I Jumlah pendukung perbaikan Pasangan Calon

Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan

perbaikan tingkat kecamatan yang dinyatakan
memenuhi syarat.

{(No. 1 + t'r..o.2) - No.3}



Berdasarkan hasil rapat pleno sebagaimana tersebut pada tabel di atas. .jr-rmlah pendukukng

Pasangan Calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukr-rngan tingkat kecamatan yang

dinyatakan memenuhi syarat adalah sebanyak orang.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap

ditandatangani oleh Ketrta dan Ar-rggota PPK.

Berita Acara ini disampaikar-r kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan Calon perseorangan;

2, 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara;

3. 1 (satu) rangkap urrtuk Panrt'as Kecamatan;

4. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.

PPK

KeteranEan :

*) Pilih salah satu.

**) Beri tanda [r/] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN

1 Ketua

2 Anggota

3 Anggota

4 Anggota

5 Anggota 
I



LAMPIRAN MODEL BA.6-KWK
PERSEORANGAN PERBAIKAN

PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN

DALAM PROSES REI(APITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAI(AL

PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI

DAN WAKIL BUPATI I{ABUPATEN LABUHANBATU UTARA

DI TINGKAT KECAMATAN

Dalam proses Rekapitulasi Dukungan Perbarkan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam

Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara di Kecamatan

Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara telah

terjadi/tidak ter;acli *) keiadran khusus dan/atau pernvataan keberatatr oleh Bakal Pasangan

Calor-r Perseorangar-r/Ttm Bakal Pasangan Calon Perseorangan n) 
:

BAKAL PASANGAN CALON/TIM

BAI(AL PASANGAN CALON *)

.... 2020

PANITIA PEMILIHAN KECAIVIATAN

KETUA

Keterangan :

*) Coret yang tidak Perlu
**) Kejadian Khusus dicatat dan clitandatangani oleh Kctua PPK. dan apabila terdapat

keberatan dari Bakai Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon
Perseorangan ditandatangani bersama oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal
Pasangan Calon Perseorangan dan Ketua PPK.



MODEL BA.7-KWK
PERSEORANGAIY PERBAIKAN

REKAPITULASI DUKUNGAN BAI(AL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI I(ABUPATEN
LABUHANBATU UTARA DI TINGI{AT KABUPATEN

Pada hari ini tanggal bulan Tahun duaribu

Dua puluh bertempat di KPU Kabupaten

Labuhanbatu Utara telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan

Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Pernilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Labuhanbatu Utara berdasarkan l-rasil rekapitulasi dukungan oleh

PPK terhadap dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan atas nama :

1. Bakal Calon Bupati

2. Bakal Calon Wakil Bupati

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan tingkat Kabupaten,

KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi dukungan Perbaikan Bakal pasangan calon Perseorangan di

tingl<at Kabupaten berdasarl<an hasil rel<apitulasi dr-rl<utlgart oleh PPK dan

mengumumkan hasil rel<apitulasi;

2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Perbaikan Bakal pasangan calon

Perseorangan sebagaintana tersebut pada angl<a 1, ada/tidal< ada*) keberatan

dari bakal pasangan calon/tim penghr.rbung/Bawaslu Kabr,rpaten Labuhanbatu

lltara.
3. Terhadap keber"atan yang diajukan sebagairnana tersebut pada angka 2 **),

KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara menerima dan r-r]elakukan

pembetulan.
Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal pasangan calon atau

Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia *)

mengisi Formulir Keberatan di Tingkat Kabupaten Labuhanbatu Utara.

4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir

Model BA.7-KWK -Perseorangan Perbaikarl.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukr.rngan Bakal Pasangan Calon

Perseorangan di tingkat Kabupaten Kabupaten Labuhanbatu Utara, berdasarkan

hasil rekapitulasi dukungan oleh PPK, sebagai berikut:



TABEL I. HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKI'NGAN BAI(AL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT KABUPATEN
*)

NO URAIAN KEC....... KEC....... KEC...... KEC KEC..... KEC. KEC. Dst. JUMLAH

1 frrrrrlah pendukung Bakal pasangan calon

I)erseorangan yallg memetruhi syarat

llerclaslrkan hasil rekapitulasi dr'rkungan di

tirrgkat Kcclrmatatr sebagaimatra tercantum

clal;rm 'l'abcl I kolonr jumlah angka 4 Formulir

Mrlrlel BA.6-KWK ['erseorangan perbaikan

clil<urangi dengan dtrl<trngan yang dinyatakan

Ticlak Mernenuhi Syarat berdasarkan hasil

koorclinasi dcr.rgan Disclurkcapil [TMS Dukcapil),

da ri setizrp kecantatatr.

Catatan : khttsus r-rntuk Pemilihan Gubernur

clan W:rkil Gubernttr tidak perlu dikurangi TMS

Dtr kc:rp il

2 ftrrrrlah pcntlttktttrg Ilal<al pasangall c:rlon

Perseorangarl yang ilitarnbah clan memenuhi

sy;rrat karena zrdanya l<eberatan clan dilakukan

perrrbetularr oleh KPtl l(abupaten [.abuharrbatu
[J trr ra.

f u rrrlah petrclr.tkutrg tJal<al pasangan calon

Perrseorangan yang dicol'ct dan tidak memenuhi

sy;rr-at karctra adanya kelleratan dan dilakukan

pcrrrbetulan rrleh KPt) Kabupaten Labuhanb
Uta ra.

3

Jumlah pendukung Bakal Pasangan calon

Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan

tingkat Kabupaten Labuhabatu Utara.

((No.1+No.2) - No.3)

4



Berdasarkan hasil rapat pleno sebagaimana tersebut pada tabel di atas, jumlah
dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat
Kabupaten Labuhanbatu Utara yang dinyatakan memenuhi syarat adalah
sebanyal< orang,

Selanjutnyd, untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dukungan Bakal Pasangan
Calon Perseorangan dinyatakan sebagai berikut:

1

2

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing

rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPLI Kabupaten Labuhabatu

U ta ra.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan calon Perseorangan sebagai

dokumen untuk melakukan pendaftaran;

2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu utara;

3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Labuhabatu Utara.

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

Keterangan :

*J Pilih salah sattt

Pendukung yang Menrenuhi
Syarat Berdasarkan Hasil
Rekapitulasi Drrktr ngan Paslor-r
Perseora nga tr

Pendukung yang Memenuhi
Syar-at Berdasarkan Hasil
Rekapitulasi Duktr ngan Perbaikan
Paslon Pet'seoratrgatr

3
Pendukung yang Memenuhi
Syarat

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN

L Ketu a

2 Anggota

3 Arrggota

4 Anggota

5 Anggota

**) Beri tanda [./] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai

I

I

I

fumlah DukunganNo



LAMPIRAN MODEL BA.7-KWK
PERSEORANGAN PERBNKAN

PERNYATAAN KE.'ADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN

DALAM PROSES REI(APITULASI DUKUNGAN PERBAII(AN BAI(AL

PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI

DAN WAKIL BUPATI I(ABUPATEN LABUHANBATU UTARA

DI TINGI(AT I{ABUPATEN

Dalam proses Rekapitulasi Dukungan Perbarkan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam

Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati ........ Kabupaten Labuhanbatu

Utara Provinsi Sumatera Utara teiah terjadi/tidak ter.ladi -) kejadian khusus dan/atau

pernyataan keberatan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon

Perseorangan n) 
:

BAKAL PASANGAN CALON/TIM

BAI(AL PASANGAN CALON *)
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
KETUA

Keterangan :

*) Coret yang tidak Perlu.
**) Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua KPU I(abupaten Labuhanbatu

Utara, dan apabila terdapat keberatan dari Pasangan Calon Perseorangan/Tim Pasangan

Calon Perseorangan ditandatangani bersama oleh Pasangan Calon Perseorangan/Tim
Pasangan Calon Perseorangan dan Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara.

20..........



MODEL TT.I-KWK

TANDA TERIMA PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI DAN

WAKIL BUPATI I{ABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2O2O

Bahwa pada hari .............. tanggal ......... bulan'.".."... tahun .

telah diterima dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara, atas nama :

1. Natna Bakal Calon BuPati

2. Nama Bakal Cal<ln BuPati

yang berisi jenis dokumen dalam bentuk hardfile dan softfile yang akan diperiksa

dan akan dicatat dalam Lampiran Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon

Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana terlampir'

Yang Menyerahkan, Yar-rg Menerima,

, CAP

t ....)

Nama lengkap dan tanda tangan

Keterangan:
.J pilih salah satu

Nama lengkap dan tanda tangan

kpu.labura



LAMPIRAN
MODEL TT.1-KW'K

LAMPIRAN TANDA TERIMA PENDAFTARAN

BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2O2O

1 Identitas Bakal Calon BuPati

Nama :.............
Alamat :.............
Nomor Telp. : .............

Identitas Bakal Calon Wakil Bupati:
Nama : .......
Alamat : .......
Nomor Telp. : .......

Waktu Penerimaan Dokumen Pendaftaran

Hari :.......
Tanggal :.......
Pukul : .......

(Nomor 4 diisi apabila Bako,l pasangan calon Diusulkan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politikl

4. Partai Politik atau Gabungan Parrteri Politik *'') pengusltl:

2

3

1

PARTAI
POLITIK

NOMOR TELEPON
KANTOR DEWAN

PIMPINAI{ PARTAI
POLITIK

2

1

4

5

NO

ALAMAT KANTOR
DES/AN PTMPINAN
PARTAI FOLITIK

NbIvIoN & TANGGAL KEPUTUSAN PIMPINAN PARTAI
POLITIK KEPUTUSAN

PIMPINAN
TENTANG

PIMPIITTAN PARTAI POLITIK TINGKAT
BAKAL

PASANGAN CALON



2

A. SYARAT PENCALONAN

B. SYARAT CALON

1. CALON BUPATI:

I

2 K-Parpo
3
4

(Keabsahan
dokumen ditelitl
pada masa
verilikasi)

Model8.4 KWK-ParPol5

6 Keputusal tentang KePengurusan Partai Politik
sesual

7
pe ndaftaran pasangart calo n
Catatan : diisi bagi Pasangan Calon yang
pendaftarannya tidak dilakukan oleh Pimpinan
Partai Politik tingkat provinsi atau tingkat

Surat Keputusan wewenang dalam

1- BA.8-KWK PerseoranganBA. 7-KWK [)erseorangan /
Model B2

(Keabsahan
dokumen diteliti
pada masa

Model ts.3 KWK-Perseorallgan3

1 Mode
2

Ke tusan pe r\\renang aptian.)_

KET

NO JENIS DOKIIIT,IEN ADA TIDAK
ADA SYARAT

SYARAT
MEM

Model8.2 KWK-Parpol

HASIL PEMERIKSAAN
DOKTIII{EN

DOKIIMENNO
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Provinsi /KIP Aceh, KPU/KI ['Kabr"tpaten/Kota, F3awaslu, Ba'w-aslu Provinsi, Panwas
Kabu aten / Kota.
Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana
berkekr,ratan hukum tetap cl:rri pengadilan negen

berdasarkan putusan pengadilan yang telah

)'ang wilavah hukumnya meliputi tempat
calon

4

dalamtrdak mestatus teBakal
a. Bukti telah n-rengenrukaka.tr kepa<la pLL rbuka dan jujur pada surat kabar lokalblik secara te

atau nasional
b. Salinan putllsan atan mvilng

dalam illaalaninle nai tidak penjte dari aksaan pidanamenJke ge terpidanaSU ratC rangan keJ
h umuk telahte rbe ku'ke ata:-rclilankcrn santuasarberrl

5

Bagi Bakal Calon yar-rg telah telah selesai menjalani masa p

tahun sebelum jadwal pendaltaran dan bukan mantan terp
idananya paling singkat 5 (lima)
iclana Bandar t-rarkoba atau

antrktan seksttal te

a. surat keterangan telah selesai menlalani pidana penjara dari kepala lembaga

atan l-rurkum tetaptusan pen

6

l<ej

araselesaitelah me?inM Tetan penjCalonbakal ada-lah njalani pidanahal )'angrpidaniiDalam
btr kanwal ndaftaran dan5 Llnterh beSC rlum adJ pemtrelu (lima)palingmelampaui singkattetapi

anak:ahatalr seksualaldarb banarlco dan terhadaptar rman te

a. Bukti telah mengemukakan kepacla plt blik secnra terbuka danjujur pada surat kabar lokal
atau nasiona.l

rat keterangan
laku kejahatan

bersangkutan bukan sebagaiBaka-lbahwa CalonnlC atakan angSLIb yang lll'
bt'r'ttlzutg d:rrr Ke lisian sesuai

surnt keterarlgan telah selesai menjalauri pidana penjaraC dari kepala lembaga
arakatanpe

,uata tiCU(lb basan t1CU1t'SC ITICsal llt bersyaratLI kete ral) tr' ah bers-t'arat,S perlalanid. gan
thal CaloBakal n mendapadalambbt' dariAS badan pc masl'arirkatankepalalangmen.l(}

basbeuata trcLtuC trebe t.lret-n basan

7

bahi,va

kumbe tetaplal'rtetLl sane ]'ang
()nC;rlktr n1n ti nttehuel1 l-l all vl.i l; 'ah tinggalclari an _\'a melipu patSr-rr:r kt e ge t) I\terangan pengzrtl

a. tidak sedang dicaburt hak pilihnva tusan pengadilan yang telah mempunyaiberclasarkan pu
kekrratan hukum

carase badandan atauuh SC czrrased miIme ki pe rseorangantictal< gan tanganggunb ang
keuanganal\-aadin yangLrkl-th m me tangglt

Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakai Calon pernah/tidak pernah
sesrraitercela dari Kemelakukan

9

Surat tanda terima penyerahan laporan penyelenggara negara dari Komisi
Pemberantasan

harta kekayaan10

lahtetusanu yanglrerdasarkansedantidak pengadilanptSura dinyatakan pailitketerangan o
t)

atau tinggilandarite nlagahkekuatan ukunt tap11VA1

11

8.
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t) i)okumen -r,ang dikelttarkau oleh Kantor Pelayanan Paj

ib ak
akme

hu kttmnt'a me uti tempat
ak tempat calon'u'ang bersangkutan

pajak:
ak NPWP) atas nama calon

Penghasilan W, akTahuarr nantt akratSur tah ajib PajPemberimateri Paj-l'anda
b enyamparanp

calontetahun rakhir ataumasauntuk 5 sejak( Iima)atas calonbakalPribadi narnaOrang
rnen adi

c

terclaftar se
Nomor Po

bukti

a. Poto

t3

l4
l5

16

17

Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), -,-ang

njabaperu
ati tau abatLIbenr r tba BubSE tba Gu pe njsan mberhen tian njape papenjaagaipe

But ri atau abattaba bcrrruGu r rurstatusbe SC pa pealonC peanlg bagaiv

mPe narRencana Jangkaalot-tC banguitN \/lskah dann'risi padamengacui, Pasangan
11zrloCdiaeD tandatanganiRPJP)

n, dan atau cantatan

Pas to itam Pu
2 IembarbanSC4C xIN 5 C.2 mI R)toI.'o ukuca-lon ran 01 2C

telah dilegalisasi oleh instansi vang
Ile

I) nama Tim
Foto

CIrl SCBerwarnaa.
afrall cm se

aPe

Strrat keputu
W:rlikota bagi
Wirlikota

Keterangan :

"1 lrtlth s:rlirh satlt

2- CALON WAKIL BUPATI

l

HASIL PEMERIKSAAN
KELENGKAPAN DOKTNUEN

TTDAK ADA

KETERANGAN
NO

Model BB.11

odel BB.2
3

Kota.Kabu

An KPU KPUCalonila adalahclari t ggotasan beITI ntian berwenang apabrheKe tu pejabapel)u
Provinsi \\'asPan'rluBanvas ar,vasluI]KPU PKI Ka nProvin KIP Aceh, bupate /Kota,si/

Surat keterangan tidak Pernah
berkekuatan hukum tetaP clari

sebagai terpidana berdasarkan
pengadilan negeri Yang wilat'ah

putusan pengadilan yang telah
hukumn-r,a meliputi tempat

tin calon

4

status te me peBa5
a. lrukti telah me ngemukakan pu seca-ra terbuka ujur surat lokal

l

I

I

C.

18.

JENIS DOKT]MEN
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atau nas
tusan pe r tan hukum tetal'l

SLI rat ke te rangan dart kej aksaan me ngenat te rpidana tidak menJ alani 1l iclana <l:r Iam penJ arel

be rdasarkan pu tn san yang te lah be rkekuatan h LI krr m teta
Bagi Bakai Calon yang te lah te lah SE le sal menj alani masa pid :It1at1va pali 11g singka t 5 (r ima)

tah un SC belum jadwal pendaftaran dan bukan man tan terpidana Bandar narkoba atau

ahatam seksual anak:
a. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lernbaga

rttusan telah berkekutatan te

Dalam hal baka-l Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menli.rlani pidana peryara

te tapt be lum me lampaui paling singkat 5 (lima) tahun SC belum J ac1 r.r'aI pe rrdaltaran clan bttkirr-t

mantan idana bandar narkoba dan ahatan SCksual te r anak

6

a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pacla surat kabar lokal
atau nasional

b SLI rat keterangart yang menyatakan bahwa Baka-l Calon bersangktr tan bukan SC bagar

laku kej ahatan berur lang dari Kc slan sesuar

c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lernbaga

d. SU rat kete rangan te lah SC 1e sal menjalani pembe basan be rsVarat, cuti bt'rsyarat a tau C LI ti
menJ elang bebas dari kepala 1tadan pemasyarakatan, dalam hal Elakal Calon me ndapa t

mbe basan CU ti afat ata,LI cu ri be bAS

e. putusan te berkekuatan
Surat keterangan dari pengadilan negeri 1'ang wilal'ah hukumnl'a melipurt I tempat tinggal Calon

)' bahwzr:

a. ticlak seclang dicabut hak pilihnya be rdasarkan putusan pengadilan -r'uurg telah mempunl'ai
kckuatnn hukttm tetap

b. ticlak seclang memiliki tanggur.rgan hutang seca-ra perseorangan dan/at:rr-t secara badan
htrkum me awa me keu n

8

9 Sura t kete rangan CAtatan kepo Iisian yang me ne rangkan tJakal Calon perrrah/tidak pernah
melerkukan uatan tercela dari olisian sesuai a

Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara ncgara dan Komisi
Pemllerantasan Korttpsi
Su rat ke te rangan tidak SC dang clinyatakan pailit be rdasar kan plttttsan pengaclilan -yang telah

atau pengadilan tinggi 1'ang wrlayzr-trme mpu ny-al kekuatan huktt m tetap dari
tinggal calon

pengadilan nlaga
hukumnl'a me ti
Doktrmen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon _vang bersangkutan

SC b
a. Nomor atas nama calon

Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Paj ak Penghasilan wajib Pajak

Orang Pribadi atas nama
b

adi r,vajib ak
bakal calon, Lln tuk masa 5 (lima) tahu n terakhir atau SCJ ak calon

10

t2

11.
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c. Foto calon ukttran 1O.2 r:nr x I CITI 4 seb:rnvak 2 lerr ar
Foto se hu rrruf b, dan humf c

Keterangan :

Pilih salah satu.

Yang Menyerahkan
Tim Bakal Pasangan Calon/Bakal Pasangan Calon *)

tn akme

Surat keputusan pemberhentian sebagai penjabat (iubenrr-tr, penjabart Bupati atau pe

Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pen;abat Gubt:mur, penjabat Bupati atau
njabat
penjabat

Walikota

13.

Tanda Per-rrlu nit4
15.

16

Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belalar (STTts), yang telah

Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon Inel)gzlcu Jangka

dilegalisasi oleh instansi yang

pacla Rencana Pembangunan
i Pasan CalonDaerah

t7

4 lembeir

ll stt camake tankt-r rlei r r alaLtta,Daftar narrra
Foto Terbaru

d. Softcopy bagarr

20......

Yang Menerima
Ketua/Anggota KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara/Ketua Pokja Pencalonan *f

c.

a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak
--5-as Fo-to Hit'am Putih uktrran 4x6 cm sebanyak 4 lembar

18.

a,



MODEL TT.2-KWK

TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAII(AN PASANGAN CALON

BUPATI DAN WAKIL BUPATI I(ABUPATEN LABUHANBATU UTARA

Bahwa pada hari tanggal bulan ......' tahun

...., telah diterima dokumen perbaikan persyaratan Pasangan Calon

Bupati dan Wakii Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara, atas nama :

1. Nama Bakal Calon BuPati

2. Nama Bakal Calon Wakil BuPati :

yang berisi jenis dokumen dalam bentuk ha.rdfile d'an softfrle vang akan diperiksa

dan akan dicatat dalam Lampiran Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan

CalonBupatidanWakilBupatisebagaimanaterlampir.

Yang Menyerahkan, Yang Menerima,

CAP

(....)
Nama lengkaP dan tanda tangan

Keteranqan:
.)pilih salah satu

(........"')
Nama lengkaP dan tanda tangan

kpu.labu ra

\-/



LAMPIRAN
MODEL TT.2-KWK

LAMPIRAN TANDA TERIMA PERBAIKAN

BAKALPASANGANcALoNBUPATIDANWAKILBUPATI
I(ABUPATEN LABUHANBATU UTARA

1 Identitas Bakal Calon BuPati

Nama : .............
Alamat :.............
Nomor Telp. : .............

Identitas Bakal Calon Wakil Bupati

Nama : .......
Alamat :.......
Nomor Telp. :.......-

Waktu Penerimaan Dokumen Perbaikan

Hari :.......
Tanggal : .......
Pukul : .......

A. SYARAT PENCALONAN

2

.)

AN DAN
MEMENUHI

SYARATJENIS DOKTIIVIEN

(Keabsahan
dokumen diteliti
pada masa

1 Model B.4 KWK-ParPol

Digunakal
SE dasar2 tikPolrPartaisal-Itu tentang KepengurusanKepu

bahanadihaldalamsuanSC tin

KET

NO ADA
TTDAK

MEMENUHI
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kepen gu ru san setelah pendaltaran
untttk
melakukan
koordinasi dalam
proses
pencalonan

Penelitian
dilakukan pada
masa verifikasi
administrasi dan

I ramu^t

1 Model B. 1 KWK-PerseoraJrgan Perbaikan

Penelitian
dilakukan pada
masa verihkasi
administrasi dan
faktual

Model 8.2 KWK- Perseorangan Perbaikan2

(Keabsahan
dokumen diteliLi
pada masa
verilikasi)

Model B.3 KWK-Perseorangan3

B. SYARAT CALON

1. CALON BUPATI :

KETERANGAN
NO

I1

.)

/Kota.Kzrbu

il
KWK.,2M

Ii UI) KPUrth \n taCalorr ir.<lalbe I) I ]r\\'c ggodarrt baa tni nbe r'Ire tian pabilaKe trt san pejpepu
wu.s['arr rl'rol'tn s tLI rvaslttBan BaUP KI KabuP Kota,KPKI hAce pateSIProvin

4 putllsan pengaclilarl -vang telah
hukumn-\,a meliputi temPat

calon

rclasarkanbr'SC terpidanaticlakratSu teke bagaipernahrangan
n

"vila1'erhuh kum dari nege v2t rl gkekuatan pengadilat"tbe r tetap

ara:menJstatus te

a. Bukti telah mengemukakan ke blik secara terbuka dan jujur
atau nasional

pada surat kabar lokalpada pu

tetusan
nJaraaksaan me te tidakc. surat

5.

HASIL
DOKI]MENJENIS



)
J

sarkan tllsan pe ilarn 1'ang te rkekuatan u lt1

Bagi Bakal Calon -r'aug telah te ah selesai mt:n;arlani masa Pidanan1'a paling singkat 5 (lima)

tah ur1 SC l;elu nl J actrval pe nclattaran clan bukan ITlall tan terp idana Bandar narkoba atau

ke ahatan seksual terhada anak:

6

a. surat keterangan telah se Iesai rner.rjalani piclana penjara dari kepala lembaga
pemasyarakatan

pu tusan te 1ah be rke atat'r ukum te tap

Dalarn hal bakal Calon adalah I\I an tat-t Terp rlana yal-Ig telah selesal menjalani pidana penjara

tetap I be1u m melampa.u i paling singkat 5 (lima) tahun SC belu m jadwal pendaftaran dan bu kan
man tan te rpidanar bzrndar lr al'ko ba rla n seksua-l anak:

7

a. Bukti telah mengemr-rkakan kepacler pr-rblik seca-ra terbuka dan jujur pada surat kabar lokal
atau nasional

b SLI rat ke te rangatr -vang tne n-vatakan bahwa Baka-l Calon bersangkutan bukan sebagai

aku k.J ahatat-t be rLl an i clari Ke li siar-r SC SLI AT

c. surat keterangatr telah selesar merlalani 1r idana penjara dari kePala lembaga
tan

d SU ra t keterangat-t telah SE 1e sa.l m(l nlalani pe Itt bebasan bersyarat, C u ti bersyarat atau cu ti
nrenje lalg bebas dari kepala ba<latr pemasvarakatan dalam hal Bakal C a-lon mendapat

bebasan CU ti be r atau cu ti me bebas

e pu tusan _vang rkekuatatr u

Surat ke te rarlgan dari pengadilan nege rt yang .,r'ilayah hukumnya melipLl ti tempat tinggal Calo n

yang bahrr,'a:

a. tidak sedang dicabut hak pilihnr
keku:r.tan hukum tetap

AI be rclasar kan pu tu san pengadilan yang telah mempunyai

b. tidak sedang memiliki tanggung:rn hutang secara perseorangan dan/atall secara badan

h r.rkum acli N

S LI r?l t kete rarlgan catatan ke po r sizu I l'ang nte ne rangkan Bakal Calon pernal-r /tidak pernah

me ak r rkan te rce 1a dari he SE suai

8

9

10 Surat tanda terima penl'erahan laporan har-ta I<eka-r'aau penyelenggara neg€u'a dari Komisi
Peml;erantasan Kortt SI

t1 St"t l'a T keteran gan ticlak seclar-rg rlin i.t t:rkan l).il be rdasar 'l<an pu tLl san pengadilan yang te lah

me I I-I p u 11\'al kekua tan h ukLl m teta l) rlari pengarlilan niaga atau pengadilan t rnggi yang vr,ilay ah

htt krr mn,va nle I tr te t tinggal cerlon

Doktrmen yang dikeluarkal oleh Kantor Pela,v*anan Pajak tempat calon yang bersangkutan
terclaltar se ak:
a. Foto ib (N atas nama

l2

b Tancla te rima peny'arnpalan Surat Pembe ritahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak
tahun terakhir atau sejak calonOrang Pribadi atas nama bakal c masa 5 (lima)

me
c. tidak mem

rat tusan SC

alon, untuk

Gubemur atau13.
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Walikota bagi calon yang berstatus sebagai per-rjabat Gubernur, Pen1abat Bupati atau penjabat

Walikota
l4 Kartu'oto

Fotokopi Ijazah / Surat Tanda (STTB), \,ang telah dilegalisasi oleh instansi yang

Benrrenang
Tamat Belajarl5

t6 nanPemRencana bangu JangkaCalondanm1sl mengacu padaPasanganaskahN program
alonLaeD rahRPJ

atau amatannarna Tim KampanD

mbarcm seban'rwarna ukurana. Pas Foto
Foto

4 lembarcm seb. Pas Foto Pr-rtih trkuranam
2 lembarran 10.2 cm xc. Foto calon u cm 4R) se
nrf ca, hurul b an

18

to seSo

Keterangan :
.) Pilih szrlah satu

2. CALON WAKIL BUPATI

TIDAK ADA

1 1 BB.1
2 8.2 KWK

I

calonri

Kota.buKa nte
te lahnila :1nrd sar:l 'katr santu oDte idana lte ngadpe vridak SCrnrth puuS rat bagai rppeketerangan

li teri nl ,thuku mene \rann w'il pamn,\'a puhukum dari ge ayahkuatan pengadilanbe rke tetap

KPUlah KPUlabi erlonC adabeabat Anggotaht:r tian11 i t11d aparwellangKe sal-Itu peJpLl pembe
P rwas'arE] uawasl ProvinsiKoK PU PKI aten ta,KIP Kabup[)rovinsi

nJara:tirlak me aIaIlstatusCalon
a. Bukti telah mengemukakan kePada publik secara terbuka ttan jujr-rr pada surat kabar lokal

atau nasiona-l
tan hukum tetapbertusan v

5

menJ araal:rni :I dalam penjpidan
hukum terdasarkanbe

seksual anak:

menJ 5alan singkat (lima)masalahte salsele palingalonC telah pidananyaBakal yangBagi
dar bnarko atauatan Banmarlbukan terpidanadannu belumSC adweiltah pendaftaranJ

njara dari kepala lembagaa. surat keterangan telah selesai menjalani pidana Pe
pemasyarakatan

utusan pe rkekuatan m tetap

visi,

KELENGKAPAN DOKI'trIEN
HASIL

)J.
Barvaslu,Aceh,

c. surat keterangan dari

6.
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7 Da-lam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana -vang telah se leseu menjaliani piclana penjarit
te tap i be Iu rn melamp all I palinc singka ,t -.) (lima) tahun SC be Ium jad'wal pe IIdal'tararr dan bukarr

mantan te bandar narkoba dan seksual terhada anak:

a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara te rbuka dan jujur pada surat kabar lokal
atau nasional

b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai
laku dari Ke lisian sesuai a.

c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga

d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan
menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan,

bersyarat, cttti bersl'arat atau cttti
dalam hal Bakal Calon mendaPat

nrbebasan cuti atau cuti bebas
e tusan te kuatan hukum teta

dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tir.r ggal Calon
bahrva:

8

a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pe ngadilan vang telah mempunYai
kekuatan hukum te

b tidak SC clang me miliki tanggungan hutang secara perseorangan dan ata,LI sec ara badan
hukum adi merugikan ke ne

9 Surat ke te rangarl catatan kepolisian yang Bakal Calon pe rnah tidak pernah
melakukan te rcela dari Ke lstan SC SLIAl

10 Surat tanda terima pen-verahan laporan harta kekayaan penve lenggara negara dari Komisi
Pemberantasan Koru

11 Surat keterangan tidak sedang din-r
mempullyai kekuatan hukum tetap

'atakan pailit berdasarkan putllsan pengadilan -vang telah
, dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang u'ilayah

te calon
t2 Dokumen vang dikeluttrkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon r,attg bersangkutan

terdafterr seb ak:
a. 'oto kartu Nomor ib ak (N atas nama calon

b. Tanda terima penyarnpaian Surat Pemberi
Orang l'ribadi atas nama bnkal calon, ttn'

tahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak
tuk masa 5 (lima) tahun terakhir atatt sejak calon

mell acli b al<

c. Tanda mem ttr ak

Surat keputusan pemtlerhentian sebagar pe

Walikota bagi calon yang berstertus sebagai
njabat Gubemur. pen;abzrt th-rpati atau penjabat
penjabat Gubernur, penjabert Flupati atau penjabat

Walikota
Kartu Elektronik

Fotokopi l1azahlSurat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang
Berwe

13.

l4
15

16 Naskah visi, mlsl dan prograrn Pasangan Calon Rencana Pembangunan Jangka
(RPJP) Daerah di tandatangani

t7 /atalr keDaftar narna Tim Kampanye tingkat provrnsr kabtrpaten/kota, ataLrdan amatan

Surat

mengacu
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to Terbaru
m Al'a.

ntcm seban.yak 4
cm sebanyralt

ranHitam Putih ut

Beru.arna lt

ukuran 1O.2 cm x 2 cnt 4 sel'lanrvC.

a, hurul b, ciarr Lt l'Ll CruSC

18

Pilih salah satu
Keterangan :

20......

Yang Menyerahkan
Tim Bakal Pasangan Calon/Bakal Pasangan Calon *)

(. I

Yang Menerima
Ketua/Anggota KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara/Ketua Pokja Pencalonan *f

(



MODEL BA.HP.KWK

BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN

PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN

WAKIL BUPATI I{ABUPATEN LABUHANBATU UTARA

Pada hari ini ... ... tanggal bulan Tahun dua

ribu bertempat di... KPU Kabupaten

Labuhanbatu Utara telah melaksanakan penelitian persyaratan administrasi

terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan

persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu

utara, atas nama :

1. Calon Bupati

2. Calon Wakil Bupati :

Hasil penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan

keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon tersebut

dituangkan dalam tabel sebagaimana terlampir'

Demikian Berita Acara dibuat 2 [dua) rangkap, masing-masing rangkap

ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara,

Berita Acara disusun masing-masing:

1. 1 [satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon;

2. 1 (satu) rangkap untuk arsiP; dan

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

Ke terangan :

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN

Ketua

2 Anggota

3 Anggota

4
T Anggota

5 Anggota

*) pilih salah sattr

1.

I



LAMPIRAN
MODEL BA.HP-KUTK

LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN PERSIYARATAN ADi,IIITIISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN

PERSYARATAN CALON DALAM PEffiLIIIAN BUPATI DAI{ IIIAKIL BUPATI KABUPATEI{ LABUHANBATU UTARA

Hasil penelitian persyaratan administrasi dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dalam pemilihan Bupati dan

Wal<il Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara, atas :

Nama Bakal Calon Bupati :

Nama Bakal Calon Wakil BuPati

sebagai berikut

A. SYARAT PENCALONAN

HASTL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN DOKUMEN

JENIS DOKT'MENNO ADA TIDAI<
ADA

MEMENTIHI
SYARAT

TIDAK
MEMENUHI

SYARAT

KET

1 Model8.4 KWK-ParPol
2 Keputusan tentang Kepengurusan Partar Politik

sesuai tingkatannya dalam hal terjacli perubahan
setelah nclaltaran

CAL(
1 Model B.3 KWK-Perseorangan

POLITIK



2

B. SYARAT CALON

1. CALON BUPATI:

JENIS DOKUMEN

M

HASTL PENELITIAN KELE,
DOIl

KET

ADA TIDAK ADA MEMENUHI
SYARAT

1

2

J Keputr-rsan pemberhentian dari pejabat berrvenang apabila
Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP
Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Pant'as
Kabu nten Kota

4 Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana
berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap dari pengadilan negeri yang'"r'ilayah hukumnya
meliputi tempat tinggal calon
Bagi Bakal Calon dengan status terpidana vang tidak

dalam ata
a- btr kti telah mengemukakan kepada pr-rbli

lokal
k SE Cara

ter lruka clan LI r SLI rat kab i1t- :rtau rrasional

b. salinan putusan pengadilan -t'ang telah berkekr-tatar-t
hukum te

c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana
tidak men;alani pidana clalam perrjara berdasarkan
putusan pengadilan yang telah berkekuat:rn hukum
tetir

6 Bagi Bakal Calon yang telah telah selesar menjalani masa
pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelunr jachval
pendattaran clan bukan malltan terpiclarla Batrclzrr trarkoba
atau kt' ahatan seksual anak
a. surat keterangan telah selesai menjalani piclana penjara

dari lem 'akatan

b. putusan pengadilan yang telah berkekuatal hukum
tetap

Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah
selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui
paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran
dan btrkan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan
seksuir I anak:
a. I<ti telah tnu blik secara

NO

TIDAI(
MEMENUHI

SYARAT

Model IlB.2 KWK

5.



))

terbtt ka rl zlI I LI LI I) ercl i r SU ril kabar- lokal atau nas ional

b surat keterangan )iang menl'atakan bahrt'a Bakat Calon
vaug bersatrgkutan llrtkan sebagai pelaku kejahatan yang

beru dari Ke lisian sesttai
C surat keter?rngan telah selesai menjalani pidana penJara

dari ke lem
d surat keterangan te lalr selesai lne njalani pe mbebasal

be rsyarat, CLI ti be rs]' arrat ata 1,t cu ri menjelang bebas dar-i

ke pala baclan pemas\ 'arakatan dalam hal Bakat Calon
metlclapat pe m be b:rs:r t r be rS\ arat C LI ri be rsyarat atatt
cuti me Ian beb:rs

o putusan pengadilarr vatlg te lah berkekuatan hukum
te

I Surat keterangan clari Perrgadi
hukttmnya meliPttti ternPat tin

lan negeri yang wila1'ah
ggal Calon yarlg menyatakan

bahwa:
a. ticlak seclar-rg dicabr-rt hak pilihnya berdasarkan Putusall

pengadilan yang telah mempullyai kekuatan hukum
te

tr tidak sedan g nremiliki tanggtttrgan hutang secara
perseorangan clan/atau se(rara badan hukum yang
menjadi tanggung jan'abnya vang merugikan keuangan

Sr-rrat keterargan <:atatart kepolisian -vang me nerangkatr
t3akal Calon pernah/ticiak penrah melakukan perbuatan
tercela dari Ke Iisian sestreri tr
S tt rat tand a tt: rr mzl pen ](l rahal lar l)o ran harta kekayaan

II!'e Ie clari Konris Pe lTlbe ran tasan Koru psi

o

10

ll Surrat keterangan ticlak sedang
berdasarkan putusan Pengadil,

dirrr atakan pailit
an -\'ang telah memPunYai

l<t:kr.tatatr hukurn tetap clari perre:rclilan niaga atau
pengaclilan tinggi r ang u ilavah hr-rkumnya meliputi tempat
tinggal calon

12 [)okr-tmen yang clikclttarkan olch
tempat calon lang bersangkuterr-i

Kantor Pelayanan Pajak
terdaftar sebagai wajib

a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas
nama calon

b Tanda terima penyarnpaian Surat Pemberitahuan
Tahunan Paj ak Penghasilatr waJ b Pajak Orang Pribadi
atas nama bakal calon un tu k masa (lima) tahun
terakhir atatt adi

C bu
ak calon m

tLr

5
ak

negara
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12 Surat keputusal pemberhentian sebagai pe

penjabat Bupati atau penjabat Wa-likota bagi ca-lon 1'ang
berstatus sebagai penjabat Gubernur, penlabat Bupati atau

njabat Gubernur,

abat Walikota
ElektronikuTanda

i5 Fotokopi I.lazah/Surat Tanda Tamat Belajar ( STTB), yang
telah sasi oleh instansi
Naskah visi, misi dan program Pasangan C

pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah
Calon

alon mengacut6

t7 Daftzrr
kabup

Kampanye tingkat
atau kecamatan

nama Tim
aten, dan

Foto
4lembar4x6 cm se'oto Benvarna ua. Pas

Foto calon ukuran 10.2 cm x 75.2 cm (4R)
b
c

Pas to
sebanyak 2

4lembar'an 4x6 cm sePu

lembar
dan huruf ca huruf a, httruFoto se

18

d.

satuPilih

2. CALON WAKIL BUPATI

DOKIIMEN HASTL PENELITIAI{ KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN
DOKTIMEN

KET

ADA TIDAK ADA MEMENUHI
SYARAT

TIDAK
MEMENUHI

SYARAT

1 1 KWK
2 M 2 KWK

3 Kepu tu san pembe rhen tian dari peJ abat be Iwenang apabr la
Calon adalah Anggota KPU KPU Provinsi KI P Aceh, KPU KI P

Kabupaten / Kota, Bawaslu, Bawaslu Provin si, Panwas
Kota.

4 Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana
berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap dari pengadilan negeri yang r't'ilayah hukumnya
meliputi tempat tinggal calon

5 status vang

NO

I
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alanr dalam l-I

a. bukti telah mengemukakan kepada publik secara
terbuka dan ur surat kabar lokal atau nal I

I

b. sa-linan putusan pengadilan yang telah berkekuatan
lrukun-r

c surat keterangan dari kejaksaan mengenai terPidana
tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan
putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukutn

6 t3agi Bakal Calon yang telah telah selesai me njalani masa
pidananl'a paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal
pendaftaran dan bukan mantan terpidana Bandar narkoba
atau tan seksual ter anak:
a. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara

dari arakatan
I

1

b. putusal pengadilan yang telah berkekuatan hukum
tetap

Dalam hal baka,l Calon adalah Mantan Terpidana yang telah
selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui
paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran
dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan
seksual te anak
a. bukti telah mengemukakan kepada publik secara

terbuka dan ur surat kabar lokal atau nasiorlal
tr surat keterangan yang menyatakal bahu,'a Bakal Calon

]'ang
berul

lrersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan van51

dari sesuai t ,katann'
c surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara

rlari k le
d surat keterangan telah selesai menjalani pe mbebasar-t

bers-yzrrat, cuti bersyarat atau cuti rnenjelang bebas clari

kepal:r badan pemast'arakatan, dalam hal Bakal Calon
mendapat pembebasan bersl'arat, cuti bersvarat atau
cuti m lang bebas

e putus:rn pengadilan yang telah berkekuatan hukum

8. Sura t kett: rangan dari pengadilan negen yang wila1,ah
hukumnl ,a me liputi tempat tinggal Calon yang menyatakan
bahwa:
a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkart putusan

pengaclilan yang telah mempunyai kekuatan hukum

b
te

hu secara

I

I

tetap
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perseorangan dan/atau secara baclzrn hukunr varlg
meniadi tanggung.;awabnya,\'ang merllgrkan keltangan

Su rat ke te ran gan catatan ke polisi:rn -yang rn(' ne ran gkan
Bakal Calon pernah/tidak perrrah melakul<an perbLlatan
tercela dari sesual

10 Surat tanda terima petlyerahan laporan harta keka-ya:rn
clari Konrisr Pctnbcrantasan Ko

Surat keteran gan tidak sedang dinyatakan pailit
berdasarkan putusan pengadilan 1'ang telah ruemputl-r' ai
kekuatan hukum tetap dari pengirdilan niaga atau
pengadilan tinggi yang wilairah httkttmnyzl meliputi tempat
tinggal calon

l2 Doku men,vang clike luarkan oleh Kan t<-rr Peltrl'alarl ['a-i ak
tempat calon yang bersangkutan t.ertlaftar sebagai u''ajib

ak
a. Fotokopi karttt Nonror Pokok Wa.1ib PaJak (NPWP) atas

nama calon
b. Tanda terima penyampaian Surat Pem beritahuan

Tahunan Pa,lak Penghasilan \l/ajib Pajak Orang Pribadi
atas nama bakal ca-lon, untuk masa 5 (luna) tahttt-t
terakhir atar-r ak calon acli u'ajib ak

C Tanda burl<tr tidak rne tut

13 Surat keputusan pentberhentialn sebagai llerr.labat G ttbernltr,
penjabat Bupati atau penjabat Wiilikota bagi calon l trng
berstatus sebagan penlabat Gubernttr, perl.jatlat Btrpati atau
penjabat Walikota

14 Fotr-r r-r Tancla. Penclu k
Fotokopi Ijazah/Surat Tancla Tamat Belaj:rr IST'IB), l'ang
telah oleh instansi be

16 Naskah visi. rntsi clatr progratn Pasattgan (l:rlon lnel)llilcLl
pacla
l'ang

Rencana Pembangunan Jar.rgkzr Panjarrg (RP.I P) [)aerah
ditandatangani Pasangan Ctr lon

Daftar narna Tim Kampanye tingkat kabupatcn, darr/atau
kecamatart

t7

18 Foto r
a. Pas Benvarna ukuran 4 cm seb 4lembar
b. Pas Putih ukuran CM SE 4lembar
C Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) seban-r'ak 2

lembar
d. SC a , dan huruf c

9.

11.

15.
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Pilih salah sattr

20.........

Yang Menyerahkan
Tim Bakal Pasangan Calon/Bakal Pasangan Calon *)

( )

Yang Menerima
Ketua/Anggota KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara/Ketua Pokja Pencalonan *l

.)



MODEL BA.HP
PERBAIKAN.KWK

BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATANADMINISTRASIDOKUMEN
PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI I{ABUPATEN LABUHANBATU UTARA

Pada hari ini tanggal ... bula n Tahun clua

ribu bertempat di.. KPU Kabupaten

Labuhanbatu Utara telah melaksanakan penelitian perbaikan persyaratan

administrasi terhadap l<elengl<apan dan l<ca[rs:lhan dol<ttnrcn persyaratan

pencalonan dan persyaratan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu

ljtara, atas nama :

1. Calon Bupati:

2. Calon Wal<il Bupati

Hasil penelitian perbail<an persyaratan adntirtistrasi terhadap

kelengl<apan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan

persyaratan calon tersebut dituangkan dalam tabel sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat 2 [dua) rangkap, masing-masing rangkap

ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Berita Acara disusun masing-masing:

1. 1" (satuJ rangl<ap disampaikan kepada pasangan calon;

2. 1 (satu) rangkap untuk arsip; dan

KOMISI PEMILIHAN UMUM

I(ABUPATEN LABUHANBATU UTARA

Keterangan :

*) pilih salah satu

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN

1 Ketua

2 Anggota

3 Anggota

Anggota

5 Anggota

I

4.



LAMPTRAN
MODEL BA.HP

PERBAIKAN-KWK

I,A PIRAN BERITA ACARA PENELITIAIT PERSYARATAI{ ADMINISTRASI DOKUMEIT PERBAIXAN DIII,AM PEMILIIIAN
BUPATI DAN WAXIL BUPATI KABUPATEN IIIBI'IIAIIBATU UTARA

Hasil penelitian persyaratan administrasi dokumen perbaikan dalam pernilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu
Utara atas :

Nama Bakal Calon Bupati

Nama Bakal Calon Wakil Bupati

A. SYARAT PENCALONAN

KEABSAHANHASIL
TIDAK

ADA

KET
NO

I
2 Keputusan tentang Keperrgurusan Partai t']olitik

sesuai tingkatannya dalam hal teqadi perubahan
san setelah

1

sebagai berikut :

JENIS DOKT'IIIEN ADA
SYARAT

TIDAI<

SYARAT
CALON DARI PARTAI POLITIK

Moclel B.4 KWK-Parpol

ffiRaIIGAN
Model 8.3 KwK-Perseorangan



')

B. SYARAT CALON

1. CALON BUPATI :

5

MEMENUHI

NO JENTS DOKIIMEN

1 Morlel BR.l KWK
2 Morlel BB.2 KWK
a.) Keputusan pembcrhentiar-r dari pejabat berwenang apabila

Calon adzrlarh Anggota KPU, KPU Provinsi/KlP Aceh, KPU/KIP
Kabupaten/ Kota. Rar'vasllt. Barvaslu Provinsi, Panwas
Kalrupaten lKota.

I Surat keterangan tidak pernah sebagar terpidana
berrlasarkan putusan pcngaclilan yang telah berkekuatan
hukurn tetap dari pengaclilan negeri yang wilayah hukurnnya
rneliputi tempat turggal calon
Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak
menialani pidana clalanr peniara:
a. bukti telah mengemr.tkakan kepada publik secara

lokal atau nasional
b. salinan ptttlrsan pengatlilan -vang telah berkekuatan

hukum tetap

terbuka dan -1r-tjur p rrcla surat kabar

surat keteran!{an dzrn kelaksaan mengenai tetpidana
tidak menjalzrni pidana clalam penjara berdasarkan
putlrsan pengaclilan _r'ang telatr berkekuatan hukum
tetap.

C

Bagr Bakal Calon vang relah telah selesai menjalani masa
pidirnan,\'a paling singk.rt 5 (lima) tahun sebelum jadwal
penrlzrfltararr darr l;utkan nleurtall terpidana Bandar narkoba
atarr kejzrtratan st'ksual terhaclap anak:
a. surat keterangeln telah selesai menjalani pidana penjara

dari kepala le mbagrr pe masya-rakatan
b. putusan pengadilar yang telah berkekuatan hokum

tetap

6

Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah
selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui
paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran
dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan
seksual terhadap anak:

7

kakzrn kepada publik secaraa. bukti telah mengenru

HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN r3trs7ll lf KET

ADA TIDAI( ADA
SYARAT

TIDAK

SYARA*T
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terbu ka dan jujur pacla surat kabar lokal atau nasional
b. strrat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon

yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang
berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.

c strrat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara
dari kepala lembaga permasyarakatan

d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan
bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari
kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon
menclapat pembebasan bersyarat, cttti bersyarat atau
cuti rrrenielans bebas

e putusan pengadilan yarlg telah berkekuatan hokum
tetap

8. Surat keterangan dari pengadilan negeri y'ang wilayah
hukumnla meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan
bahwa:
a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap

b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara
perseorangan dan/atau secara badan hukum yang
menjadi tanggung jarvabnya yang merugikan keuangan
Negara

9 Surat keterzmgan catatan kepolisian vang mener:urgkan
Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan
tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya

10 Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekavaan
penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi
Surat keterangan tidak sedang dinvatakan pailit
berdasarkan putusan pengadilan 1'ang telah menrpttnyai
kekuatanr htrkum tetap dari pengaclilzrn niaga atart
pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya rneliptrti tempat
tinggal ciiion
Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayantr.n Pajak
tempat c:rlon yang bersangkutan terdaftar sebagirr wajib

a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wa,yib Pajak (NPWP) atas
nama calon

b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan
Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi
atas nama bakal calon, untuk masa 5 (Iima) tahun

akterakhir atau ak calon men adi
pa.1.Lk

I t.

t2.
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13 Surat keputusan pemberhentian sebagai penjabat Gttbernur,
penjabat Btrpati atatt penjabat Walikota bagi calon yang
berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau
peniabat Walikota

1+ Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik
15. Fotokopi ljazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang

telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang
Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacLl
pada Rencala Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah
vans ditanclatanqani Pasangan Calon

16

17 Daltar nama Tim Kampanye tingkat kabupaten, dan/ataru
kecamatan
Fo to Terbaru
a' Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lernbar
b. Pas Foto Hitam Putih uktrran 4x6 cm sebanyak 4 lembar

Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) seban-vak 2
lembar

c.

18

d. Softcopy Foto sebagaimara huruf a, huruf b, dan huntf c

Keterangan :
*) Pilih sa-lah satu

2. CALON WAI(IL BUPATI

NO JENIS DOKTIMEN

Mr,del Bts.l KWK

HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN
DOKTIIVIEN

KET

ADA TIDAK A.DA MEMENUHI
SYARAT

TIDAK
MEMENIIHI

SYARAT
I

Model BR.2 KWK
a.) Keputusan pemberhentian dari pejabat Lrenvenang a1rabila

Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsr/KlP Aceh, KPU/KIP
Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panlr,'as
Kabupaten/Kota.

4 Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana
berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya
mr:liputi tempat tinggal calon

5 status te yang

I

2.
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b. salinan putLlsan pengadilan yang telah berkekuatan
i-rukum tetap

c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana
tidak nrenjalani pidana dalam penjara berclasarkan
pt'ltusan per-rgaclilan yatrg te lerhr berkekuertarn trukum
tetap

Bagi Bakal Caion,yang telah telah selesai merlaiani masa
pidanan-r a paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal
pendaftaran dan btrkan mantan terpidana [Janclar narkoba
atau kejahatan seksual terhadap anak:
a. surat keterangan telah selesai menjalani pidima penjara

dari kepala lembaga pemasyarz*iatau
b. putusan pengaclilan yang telah berkekuratan hukum

tetap
7 Dalam hal baka-l Calon adalah Mantan Terpiclar-ra ]'ang te lah

selesai menjalani pidana penjara tetapi beltrn-r melampaui
paling singkat 5 (lirla) tahttn sebelttm jadu':rl pendaltaran
dan bukan mantar terpidana bandar narkobir clan kejahatan
seksual terhadap anak
a. br-rkti telah Inellgemukakan kepacla publik secara

terbuka dan jurjur pada surat kabar lokal ;rtalt nasional
b. strrat keterangan yang lnenyatakan bahu'a Etakal Calon

vang bersangktrtan bukan sebagai pelaku ke.jahatan yang
berulang clari Kepolisian sesuai tingkatat-rnva

C surat keterallgan telah selesai mer-r.ialali prdana penjara
ciari kepala lemlraga permasyarakatan

cl surrat keterangan telah selesai menjalani pcnrbebasan
l;ersvarat. <'ttti lrers-varat atau cuti men-leltrrrg bebas dari
kepala badan pemas)'arakatan, clalam lral l3urkal Calon
nrendapat pemljebasan bers-varat, cuti lrersvarat atau
cuti menjelang bebas

e pr-rtusan pengacilan yang telah berkekuatnn hukum
tetap

8. Surat keterangan da.ri pengadilan negeri yang wilayah
hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yarg menyatakan
bahwa:
a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan

pengadilan yang telah mempun1iai kekuatan hukum
tetap

secarab. tideil< sedang me mililo tanggungan huterng

a. bukti telah nler)gemLlkakan kepacla putrlik secara
surat kabar lokal

6.
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perseorangan dan/atau secara badan hukum yang
menladi tanggung jarvabnya yang merugikan keuangan
Ne

Srrrat keterangan catatart kepolisian yang menerangkan
tsakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan
tercela dari sesuan

9

t0 Sr.rrat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan
dari Komisi Pemberantasan Koru S1

11 Strrat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit
bt'rclasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai
ke kuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau
pengadilan tinggi yang wilayah hukumnl'a meliputi tempat
tinggal calon

l2 Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak
tempat calon yang bersangktttan terdaftar sebagai wajib
paiak:
a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas

nama calon
b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan

Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi
atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun
terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak

c Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak
13 Srrrat keputusan pemberhentian sebagar penjabat Gubernur,

penjabat Bupatr atau penjabat Walikota bagi calon yang
berstatus sebagai penjabat Gttbernur, penjabat Bupati atatt

abat Walikota
1r+

15. Frrtokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB),1'ang
telah sasi oleh instansi berwe
N:rskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu
pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah

Calonlang di
t7 Derftar narna Tim Kampanye tingkat kabupaten, dan/atau

kecamatan
l8 Foto Terbaru

a. Pas Foto ukuran 4x6 cm se

b. Pas Foto 4x6 cm se

C Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2
lembar

d. Softcopy Foto sebagaimana hurufa, hurufb, dan hurufc

l6

Fotokopi Kartu Tanda Penducluk Elektronik
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.) Pilih salah satu

20......

Yang Menyerahkan
Tim Bakal Pasangan Calon/Bakal Pasangan Calon *)

( .)

Yang Menerima
Ketua/Anggota KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara/Ketua Pokja Pencalonan *f

.)



"Fotokopi e-KTP Pendukung

ditempel di sini"

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN BAI(AL PASANGAN CALON PERSEORANGAN

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

I(ABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2O2O TAHAPAN PERBAIKAN

Kelurahan / Desa*)
Kecamatan

Kabr-rpaten
Provinsi

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

1. Nama :

2. NIK :

3. Jenis Kelamin :

4. Alamat :

5. RT/RW (apabila ada) :

6. Tempat Lahir i

7. Tanggal Lahir :

a. Pekerjaan :

9. Status Perkawinan : Belum Kawin/Sudah Kawin/Pernah Kawin*)

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung Bakal
Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati clan Wakil Bupati
Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2O2O, atas nama:

1. Calon Bupati :

2. Calon Wakil Bupati

Sebagai bukti dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, dalam Surat
Pernyataan dukungan ini saya tempelkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik
atau saya lampirkan Fotokopi Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana
mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya
mengingkari pernyataan dukungan ini, saya bersedia mempertanggungjawabkan
secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-unclangall yang berlaku'

;;;; 
".;;;;. 

;",; :"::::,

i )

Keterangan :
*) Pilih salah satu

MODEL B.I.KWK
PERSEORANGAN

PERBAIKAN



MODEL B. 1 -KTVK PERSEORANGAN
PERBAIKAN (KOLEKTIF)

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAII(AN PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

I{ABUPATEN LABUHANBATU UTARA

Keluraha n/DesaxJ
Kecamatan

Yan bertanda ta n di bawah ini, kami

Kabupaten
Provin si

Belum/
Sudah/

Ket.Pernah
Kawln
(B/slPl

No Nama NIK

115 6 7 B 9 101 2 3 4

TTD/
cap

Jempol
Jenis

Kelamin Alamat RTI
RW

Tanggal
Lahir

I

I

I

I

I

I

I
I

I

I
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I

I

dan seterusnya....

No Nama NIK Jenis
Kelamin AIamat RT/

RW
Tempat
Lahir

Tenggal
Lahir

Belum/::
Sudah/
Pernah
Kawln
tBlS/Pl

irTD/,
Oa.F.r,;r

cefi0Ql
Ket.

I

I

I



dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung pencalonan

Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Labuhanbatu Utara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2O2O, atas

nama:

1. Calon Bupati :

2. Calon Wakil Bupati :

Surat pernyataan dukungan ini dilampiri Fo[okopi I(artu Tanda Penduduk

Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan

sipil.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau kami mengingkari

pernyataan dukungan ini, kami bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan yang mengatur tindak Pidana Pemilu dan/atau Undang-Undang

Hul<um Pidana.

Keterangan :

*) Pilil.r salalr satrr



MODEL 8.1.I-KTITK
PERSEORANGAI{

PERBAIKAN

SURAT PERNYATAAN DAFTAR NAMA PENDUKUNGAN BAI(AL

PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI

DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA 2O2O

TAHAPAN PERBAIKAN

Bersama ini kami, atas nama Bakal Pasangan Calon Perseorangan:
Nama Bakal Calon Bupati

Nama Bakal Calon Wakil Bupati

menyatakan daftar nama pendukung Bakal Pasangan Calon
Perseorangan Tahapan Perbaikan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2O2O pada wilayah:

Provinsi :

Kabupaten :

Kecamatan :

Kelurahan/Desa:

sebagai berikut

L22 3 4 5 6 7 B 9 10 11

Tanggal
Lahir Pekerjaan

BbtumT-.
Sudah/
:Pgrnah
Kawia
IB/S/PI

Ket;No Nama NIK Jenls
Kelarriin AIamat .RT

tJtka
adaf

RW
{Jit<a
adaI

Tempat
Lahlr

I



larr
ieterusnya

Demikian daftar nama pendukung ini dibuat untuk digunakan
sebagaimana mestinya. Apabila ternyata dil<emudian hari ditemukan
ketidakbenaran terhadap data tersebut di atas, kami bersedia diberikan sanksi
sesuai l<etentrran Penr ndane-I Tn dangan vang borl rlir r .

Bakal Calon Bupati

Materai

Bakal Calon Wakil Bupati

) t )

Keterangan :

*J Pilih salah s;rtu



MODEL B.2-KtrTK
PERSEORANGAN

PERBAIKAN

REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON

PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2O2O TAHAPAN PERBAII{AN

Rekapitulasi jurnlah dr-rkungan Bakal Pasanga.n Calon
Perseorangan tahapan perbaikan Pernilihan Bupati dan Wakil
Br-rpati Kabr;paten Labuhanbatu LJtara Tahun 2O2O atas narna:

1. Bakal Calon Bupati

2. Bakal Calon Wakil Bupati

dengan rincian data sebagai berikut

Dernikian Rekapitulasi dukungan ini disusun untuk
digurnakan sebagairnana mestinya.

2020

Bakal Calon Bupati

Materai

Bakal Calon Wakil Bupati

( )

Keterangan
*) Pilih salah satu.

51 3 4

1 orarlgI 1

orarlg2

3. clst ora'rag

2 2 1

2

ora.11g

orarlg

orang3. dst

orangclst 1. dst

)

Tabel Rincian Jumlah Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan (tahapan
perbaikan)

No Nama Kelurahan/Desa Jumlah
Pendukuug

J.



Ditetapkan di Aek Kanopan
pada tanggal 28 Januari 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

HERIAMSYAH SIMANJUNTAK

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
MISI PEMILIHAN UMUM

UTARA
ukum,Sub


